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Hukum merupakan salah satu sarana vyang cukup
efektif vyang dapat dipergunakan  oleh pemerintah
untuk mewujudkan tujuan—tujuan kebijaksanaan.

- Pemahaman terhadap hukum perlu disertai dengan

kesadaran dan kemampuan untuk analisis tentang
kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya.

Perkembangan hukum dalam suatu magyarakat tertentu
tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya.
Hukum merupakan karya dan kehendak masyarakat dan
untuk kepentingan masyarakat.

Implementasi kebijaksanaan pemerintah melalui
peraturan perundang—undangan harus dipandang
sebagai "managerial problem".

Pendekatan hukum secara interdisipliner dapat
memberikan suatu | kemampuan untuk melakukan
analisis terhadap problem—problem yang dihadapi.

Sejarah bhukum merupakan salah satu materi vyang
dapat menunjang pemahaman Eita tentang
perkembangan hukum suatu bangsa.

Fembuatan hukum merupakan langkabh awal dari
serangkaian tindakan vang berkesinambungan, karena
itu proses implementasi merupakan bagian dari
pembentukan policy berikutnya.

Peranan wanita sangat diperlukan dalam membina
Kesadaran lingkungan baik dalam keluarga maupun.
Masyarakat.

Feran serta dan dukungan masyarakat merupakan
unsuir  vang amat penting dalam mewijudkan tujuan

kebijaksanaan.

Penghayatan serta pengamalan agama secara benar
dapdtSERMSHC i p t alMRUEMENTABIKERMKSESBMYARASSIH BHIRMAYHR  di
bumni .
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IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ...

s ww i e me me o Jantgamlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukal

orang—crang yang berbuat kerusakan.

(G. 5. AL-QO0SHOSH = 77)
#11 the world's a stage
and all the men ‘and women merely
players
They have their exist and their
entrances
Adnd  one man in his time plays  many
parts. "

(Shakespeare)

3,
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KATA PENGANTAR

Fenuh rasa syukur kehadirat fgllah SWT. yang
telah mencurahkan kasih sayangNya serta rahmat dan
hidayahNya kepada saya sekeluarga, sehingga dengan
sabar dan tawakal dapat menyeleaaikan tugas vyang
cukup berat ini dan akhirnya berhasil menyelesaikan
disertasi ini.

Implementasi kebijaksanaan Femerintah dalam
berbagai Peraﬁuran Ferundang—Jndangan belum mendapat
perhatian yang cukup di kalangan para ahli hukum.

Fembangunan vyang sedang kita lakukan saat ini
hendak mewujudkan berbagai macam tujuan seEcara
simultan di dalam masyarakat . Untuk itu salah satu
sarana yang dapat dipakai nleh pemerintah dalam
mewujudkan keingimnannya adalah melalul berbagai
peraturan perundang-undangan . Namun disisi yang lain
masyarakat belum siap untuk dapat memehami nilai-
nilai pembangunan, sehingga sering terjadi ketidak
cacokkan antara Law in the books dengan Law In
action. Menghadapi keadaan yang demikian itu pendeka-—
tan secara interdisipliner harus kita lakukan agar
pemahaman Hita tentang masalah yang terjadi dapat
memberi gambaran vyang SEMPLIINa zerta hersifat

Lomprehensif.

ATt |
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Untuk melakukan penulisan ini dilengkapi dengan
suatu kegiatan penelitian Lapangan di Kodia Dati II
Surabaya serta penelitian pustaka yang dilakukan di
Indonesia juga di Belanda ketika penulis mendapat
kesempatan untuk mengikuti  Sandwich Frogram tahun
1986 - 1987, dibawah bimbingan Frof. Mr. Th. G.
Drupsteen sebagai begeleider saya di  Leiden dan
Drr. M L BEemelmans Videc sebagai konsultan.
Fengarahan—pengarahan serta bimbingan vyang tidak
putus—putusnya dari Frof.Abdoel Gani, SH, M5 selaku
promotor., banyalk membantu dan mendorong saya untuk
dapat menyelesailkan karya ini.

Fada besempatan ini perkenankanlah saya

menyampaikan terima kasih kepada Frof. Abdoel

DISERTASI

Gani, SH, M5 selaku pr@mgfur. Terima kasih yanag tulus
dan rasa hormat yang mendalam saya tujukan terutama
kepada Frof. Dr. Satiipto Rahardjo. SH vyang telah
membimbing dan mendorong sava serta memberi
kesempatan untuk mengikuti program 83 di Universitas
Airlangga Surabaya. Kiranya tanpa turun tangannva
beliau melalui tulisan-tulisannya disertasi ini tidak
akan sampal pada tahap akhir penulisan.

Disamping itu saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada Frof.Mr.Th.G.Drupsteen
yang Jjuga membimbing saya ketika saya belajar dalam

rangka mengikuti Sandwich FProgram. Demikian pula saya
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ucapkan terima kasih kepada Dr.M.L.Eemelmans Videc
yang membekali saya dengan pengetahuan di bidang

Fublic Folicy.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada

Frof.Socetandyo Wignjosoebroto MFA yang telah
membekali saya khususnya pengetahuan di bidang

metodologi.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih

kepada @

Fraf.dr. Moeljono 8. Trastotenoio, Rektor Universi-

ta

in

Diponegoro yang telah pula memberi kesempatan
vepada saya untuk mengikuti Frogram Doktor dengan
hzasiswa Departemen Fendidikan dan ebudayaan
melalui Tim Manajemen Frogram Doktor (THMPD).

Frof. Dr. Muladi, SH, Dekan Fakutas Hukwm
Universitas Diponegoro yang senantiasa memberikan
dorongan dan kLemudahan bk menyelesaikan
disertasi ini.

Frof. drg. Hartono, mantan Dekan Fakultas Fasca
Sarijana Universitas Airlangga atas segala fasilitas
dan kemudahan yang diberikan selama saya belajar.
Fraf. Hermin Hadiati Keoeswadijii, SH, vyang telah

membantu saya khususnya di bidang kepustakaan.

o

Erof. Dr. Sutarjadi, Apt.. Dekan Fakultas Fasca
Sarijana vang telah memberikan fasilitas dan
daorongan dalam menyelesaikan pernulisan disertasi
AT

iv
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- Prof. Dr. 8iti Sundari Ranghkuti, SH, vang banyak
memberikan  saran  dan  nasehat serta  pengetahuan

dibidang lingkungan hidup.

-

P,

- tStichting Rechtswetenschappslijke Samenwsrking
tussen Nederland en Indonesie” atas kesempatan yang
dibsrikan kepada saya untuk mengikuti sandwich

£

program di Negesri Belanda tahun 178646.

- kKepala Eiro lKependudukan dan Lingkungan Hidup
Fropinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur dan Jawa
Tengah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan atas segala
bantuannya kepada Saudara Zaidunm , SH Direktur LEBEH

Surabavya, Fetua Jurusan Hukum can Fembanaunan

Universitas Diponegoro Ibu Hirani , SH dan  rekan-—

rekan anggota Jurusan Hukum dan Fembangunan
Universitas Diponegoroc atas pengertian terhadap
tugas—tugas yang terpaksa saya limpahkan untuk

kepentingan penslitian dan penulisan disertasi.
Terima kasih vyang tiada terhingga dan bakti
ananda sampaikan Lkepada Avahanda, Dre. R. Soediono
Tiitrososrajo Y EN senantiasa membimbing dan
menyertali  ananda selama studi ini  berlangsung  dan
ibunda, K. A. Sri Sutrimi yang telah mendidik saya

dengan pernub kesabaran dan kasih sayang dan  membantu

saya dalam setiap kesempatan. demikian pula kepada

Y
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ayahanda/ibu mertua Suyuti.

Selanjutnya tiada kata vyang dapat saya
sampaikén kecuali bersyukur kehadirat Allah SWT .
tanpa dorongan serta pengertian vyang amat dalam
dari suami saya, mustahil penulisan ind dapat
terselesaikan. Begitu pula kepada puteri Ida Nur’aini
dan Indah Noviyani, yang penuh pengertian dan selalu
memberikan dorongan walaupun masih anak-—anak amat
membantu tugas—tugas saya yang banyak menyita wak tu
mereka.

Tak lupa kepada Ibu Rosmelyani, SH saya uwcapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang

i

dibherikan selama ini. Kepada sdr. Drs. Sartono  yang
telah banyak membantu pengetikan naskah ini hingga
selesal sava ucapkan terima kasih.

Gkhir kata kepada keluarga serta sahabat yang
tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang Juga
herperan  dalam  mendorong saya  sehingga selesainya
program ini, saya mengucapkan terima kasih vyang

sehbesar—bhesarnya.

m

emoga Allah SWT. membalas jasa baik tersebut

dengan berlimpah ganda. Amien.

SURARAYA, 11 Maret 1991 Fromovendus

Vi
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MILIK
PERPUSTAKAAN
WRIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYa

BAB I

FENDAHULUAN

i.1. Latar Belakang

Apabila kita ingin memahami peranan hubkum  di
Indonesia saat ini, maka pembicaraan kita tidak dapat
terlepas atau selalu berkait dengan kegiatan—kegiatan
yang sedang dilakukan di negeri ini. Fembangunan yang
terus—mengrus dilakukan untuk mewujudkan Tujuan
Nasional seperti termaksud di dalam Fembukaan Undang-—
Undang Dasar 194% menyebabkan peranan hubkum semakin
mengedepan. Rangkaian—rangkaian kegiatan besarta
program-program pembangunan sehagaimana ditetapkan
dalam Baris—Garis Besar Haluan Negara dan Repelita-
repelitanya menunjukkan  bahwa pembangunan hukam
sangat berkait dengan perkembangan masyarakatnya yang
didasarkan pada perencanaan. Oleh karena perencanaan
membuat pilihan—pilihan yang dilakukan se&ara sadar
tentang cara | hagaimana yang akarn ditempuh oleh

rakat untuk mencapai tuwjuan—tujuannya. Apabila

i

MAasy
pilihan telah giterntukan, maka pilihan inilah vang
akan diterismahkan ke dalam kenyataan sosial melalui
hukum,. Melalui  hukumlab tujuan—tujuan  yang telah

~

dipilih dan ditentukan itu hendak diwnjudkan.

Ferbembangan dan perubahan yang sangat besar
akibat peEranan teknologl dan industrialisasi
manghendaki agar hukum melakukan adaptasi pada

1
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keadzan vyang demikian itu. Akibatnya hampir semua
aspek dalam kehidupan kita temui adanya peraturan-—
peraturan hukume.

Di dalam masa pembangunan ini kemampuan hukum
untuk mewuwiudkan  tujuan Eemakiﬁ penting karena
pembangunan menghasilkan bermacam—-macam tujuan yang
ingin dicapai dalam waktu yang bersamaan, sehingga
penggunaan hukum saat ini  banyak dipakai untuk
mewwiudkan tujuan—tujuan politik negara.

Melalui pencrmaan tingkab—laku, hukum memasuki

zemua seqi kehidupan manusia, hukum memberikan suatu

in

sranghka bagi hubungan—hubungan vyang dilakukan oleb
anggota—-anggota masyarakat satu terhadap yang iain.
Hukum merupakan "the normative life of tHe state and

. S 1)
ite gitizens'. Hukum menentukan serta mengatur

3]

i

bagaimana hubungan itw dilakukan dan bagaiman

akibatnya. Hukum memberikan pedoman tingkah laku yand

dilarang serta vang diijinkan. Fenormaan int
dilakukan dengan membuat kerangka LIFLLM suatit
perbuatan  yang diwuwjudkan dalam berbagai bentui

peraturan perundang-undangan vang ada.
Kesadaran vang menyebabkan bahwa hukum bersifat

instrumental menjadikan hukum saat ini dipakail secarsa

1) Steven Vago. Law And Society, Frentice Hall,
Inc.,1981, hal. 2. .
Catatan : Penggunaan hukum secara luas ini diajukan
pula oleh F. S. Atiyah, "Law And Hodern Society".,
Ouford University Fress, 1983, hal. BO — 89.
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aktif dan sadar untuk mewujudkan tujuan tertentu.
Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan
yang nampak pada kehidupan sosialnya. Hukum merupakan
suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial
itu sendiri yaitu melayani anggota—-anggota masyarakat
seperti mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan
sumber daya, melindungi Kepentingan anggota
masyarakat. 0Oleh karenanya hukum semakin penting
peranannys sebagai sarana untuk mewujudkan
kebijaksanaan—kebijaksanaan pemerintah.
keadaan 1ini adalah sebagai hasil fungsi hukum
untuk menjamin tercapainya tujuan—tujuan vang telah
ditetapkaﬁ dalam masyarakat. Hukum memberikan jaminan
. keteraturan dalam cara—-cara hubungan—hubungan itu
dijalankan di dalam masyarakat, vaitu -dengan
menegaskan prosedur yang harus dilalui. Hukum juga
memiliki nilai kepastian hukum yang disertai dengan
kekuatan yang memaksa (sanksi).Z)
Apabila pembangunan diartikan sebagai proses
berlangsungnya perubahan—-perubahan dan hubkum
dijadikan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk
melakukan perubahan dalam masyarakat, maka hukgm

-

merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah

2) Phillip Selznick, Law, Society _and
Industrial Justice, Russel Sage Foundation, 1969, h.
8 - 11, mengatakan bahwa hukum sangat berhubungan
erat dengan usaha merealisasi nilai—nilai.
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untuk merealisasi kebijaksanaan. Fembuat
kebijaksanaan mempunyai alat yang dapat ia pakai
untuk  mempengaruhi aktivitas pemegang peran, ialah
peraturan—peraturan yang ia buat.

Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan

kebijaksanaan pemerintah dan sebagal peraturan
perundang—undangan telah membuktikan Eahwa ia
merupakan salah satu alat untok melaksanakan

=

kebijaksanaan.”)
Selain itu dapat dikatakan bahwa, agar rencana
pembangunan  mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya;
maka ia perlu mendapatkan status Tormal atau dasar
hukum  tertentu. Dalam hal ini  terdapat tiga pola
astatus formal:
Fertama. perencanaan pembangunan harus disahkan
melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat.
kedua, perencanaean pembangunan lebih merupakan
suatu kebijaksanaan pemerintah saja. Status formal
atau kedudukan hukum suatu kebijaksanaan pemerintah,
berupa peraturan pemerintah ataun Keputusan Fresiden.
ketiga. garis—garis besar atauw kebijaksanaan-—
kebijaksanaan dasar suatu rencana pembangunan

disetujui atau ditetapkan oleh lembaga perwakilan

A

)
Robert B. Seidman. Law and Development : A

General Model, Law and Scociety Review, 1272, no. 2,
he 311 —.339.
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th

rakyat.q)

Froses pemilihan tujuan dan nilai-nilai
tersebut bagi seluruh anggota masyarakat semakin
banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah dan tugas
lembaga legislatif  vyang menyetujui nilai-nilai
tersebut. FPengesahan kebijaksanaan sebagai suatu
proses dilakukan oleh lembaga legisiatif. Lembaga ini
séngaja dibentuk untuk mewakili kepentingan rakyat
dan oleh karena itw anggota—angguta.yang duduk dalam
badan ini adalah merupakan wakil rakyat.

Fada umumnya kalauw boleh dikatakan bahwa
Policy Fropasal di negara hkita banyak disampaikan
oleh lembaga eksekutif, sedangkan pengesahan terhadap
usulan itu sehingga menjadi kebijaksanaan tidak hanya
oleh lembaga legislatif melainkan banyak dilakukan
pula oleh lembaga eksekutif itu sendiri. Oleh karena
itu proées pembuatan kebijaksanaan tidak dapat
dipisahkan dengan proses penagesahan kebijaksanaan,
keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebagail
telanjutan dari uraian di atas, setiap kebijaksanaan
yang akan dilaksanakan serta diwnjudian dalam
ﬁasyarakat hendaknya diberi béntuk perundang-
undangaﬁ. Tanpa prosedur yang demikian itu kesahan

dari tindakan pemerintah dan negara pun dapat

ot Fj.Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan
Pembangunan, Gunung Agung, 1985, h. 66.
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1)

dipertanyakan.
Semua kebijaksanaan pemerintah apapun
bentuknya, dimaksudkan untuk mempengaruhi dan

mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan peraturan-—
peraturan dan tujuan-tujuan vyang telah ditetapkan
pemerintah. ’

Gaéis—Garis Besar Haluan Negara merupakan suatu
bentuk kebijaksanaan dasar negara vyang bersifat
mengikat bagi seluruh warga negara, dan waiib
dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam lapisan
sosial dan kelompok manapun. Hal ini nampak bahwa,
peranan lembaga pemerintah bukan saja melaksanakan
Lebijaksanaan pemerintah tetapi juga berperan dalam
merumuskan kebijaksanaan. Hubungan vang kuat antara
kebijaksanaan pemerintah dan lembaga-lembaga
pemerintah disebabkan karena suatu kebijaksanaan
tidak dapat menjadi kebijaksanaan pemerintah kalau ia
tidak diumumkan, disahkan dan dilaksanakan aleh
.lembaga—lembaga pemerintah seperti lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini
disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut memberikan
ciri-ciri utama pada kebijaksanaan pemerintah vyaitu
memberilkan legitimasi, kebijaksanaan pemerintah
dapat berlaku untuk seluruh warga négara dan
pemerintahlah vyang mempunyai hak untuk memberikan
sanksi pada mereka yang tidak mentaatinya.

Definisi kebijaksanaan pemerintah sendiri masih
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ada perbedaan. Mengenai hal ini akan diuraikan lebih
lanjut dalam bab II.‘Namun demikian kebijaksanaan
pemerintah secara -umum dapat diartikan sebagai
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah vang
mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan
tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan
sehingga dapat terwujud di dalam - masyarakat
diperlukan adanya berbagai sarana. Salah satu sarana
yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai macam
bentuk peraturan perﬁndang—undangan vang tersedia.
Dalam rangka pembicaraan kita mengenai kebijaksanaan
pemerintah dan hukum, maka yang menarik perhatian
penulis adalah kebijaksanaan yang menyanghkut
lingkungan hidup. Sedangkan permasalahan pokok vang
menjadikan perhatian utama dalam ﬁenulisan ini vyang
berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup adalah
yang menyangkut pencemaran oleh limbah industri.

Berdasarkan ketetapan MFR RI No. II/MFR/1988
tentang Garis—-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV Fola
Umum Felita Kelima angka 12 : "Fembangunan Industri
perlu  lebih ditingkatkan dalam rangka mempercepat
proses industrialisasi untuk menciptakan struktur
ekonomi vyang seimbang ccecoce..". Kgusus di bidang
ekonomi, angka 2 mengenai industri dalam hubungannya

dengan lingkungan hidup, GBHM menatapkan :
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8
“Dalam pembangunan industri harus selalu
diusahakan untuk memelihara telestarian
lingkungan dan mencegah pencemaran serta

perusakan lingkungan hidup dan pemborosan

pembangunan sumber alam. Sehubungan dengan

itu perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah

serta pengembangap teknologi daur ulang®.
Untuk periode Pelita V pembangunan industri bharus
dapat membuat industri menjadi efisien dan peranannya
di dalam perekonomian'nasionél makin meningkat. Hal
ini dapat dicapai melalui pembangunan industri yvang
berwawasan lingkungan, 'sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang No. ‘4 tahun 1982 tentang Ketentuan-—
ketentuan Pokok-Peﬁgélolaan Lingkungan Hidup (UULH)
dan Undang-undaﬁg~’ No. S tahun 1984 tentang
Ferindustrian.

Baik ketentuan dalam UULH maupun tindang-Undang
Ferindustrian keduanya bertujuan untuk mengendalikan
maupun mencegah pencemaran lingkungan. Beberapa jenis
instrumen kebijaksanaan pemerintah vang dapat dipakai
sebagai dasar pengaturan lebih lanjut diatur pula
dalam UULH. Hal ini penting artinya mengingét
industri merupakan tulang punggung pembangunan dan
memegang peranan vyvang menentukan dalam mencapai
sasaran pembangunan di bidang industri.

Berbicara soal pencemaran lingkungan tidak akan
terlepas dari beberapa faktor di bawah ini :

1. Dilihat dari seqgi penduduknya :
= Laju pertumbuhan penduduk yang pesat.

= kombinasi penduduk yang berusia muda.
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Arus urbanisasi yang cukup tinggi, serta

Fenyebaran penduduk yang tidak merata.

. Dilihat dari segi manusianya :

Tingkat pendidikan yang rendah.

Tingkat sosial ekonomi yang rendah.

Orientasi pada kepentingan umum kurang.

Sifat masa bodoh, apatis.

Perseﬁsi manusia terhadap kualitas lingkungan

hidup dan lain-lain.

. Dilihat dari institusinya :

Kurang tersedianya sumber daya seperti hélnya,
personil, biayé? fasilitas, sarana, masyarakat.

Felaksanaan yang tidalk konsisten.

teria kelembagaan yang baik langsung maupun

tidak langsung dapat mengakibatkan memburuk/
membaiknya kualitas lingkuﬁgan.

Tidak adanya koordinasi organisasi pelaksanaan.

5
Tingkat perkembangan teknologi dan industri. )

Salah satu jawaban terhad&p'permasalahan itu adalah

kebijaksanaan. Dalam hubungan ini pératuran

perundang—undangan mefupakan salah satu -aspek penting

sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengembangkan

kebijaksanaan di bidang lingkungan hidup.

-

3)

Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum, Dinamika
Kependudukan

dan Lingkungan Hidup, Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup, Training Dasar—dasar Andal, 1984.
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Aggr kebijaksanaan yang telah ditetapkan itu
dapat memberi hasil—-hasil vang diharapkan, maka
kebijaksanaan itu harus diimplementasi. Tanpa adanya
kebijaksanaan yang memadai untuk menangani adanyg
suatu permasalahan, mungkin suatu bangsa akan
dih;dapkan pada pelbagai kesulitan.

Implementasi kebijaksanaan dapat diartikan
sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan—-tujuan
tertentu yang dipilih dengan penggunaan sarana-sarana
tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.é)

Sedangkan keefektifan bukan hanya tingkat

terealisasinya tujuan melainkan juga tingkat kegunaan

sarana tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu.

1.2. Perumusan Permasalahan
Rertolak dari uraian di muka, maka
permasalahan—permasalahan yang muncul adalah :

Apakah pemilihan hukum sebagai sarana untuk

e
L]

mewujudkan tujuan kebijaksanaan merupakan cara
vang tepat., mengingat hukum hanyalah merupakan
salah satu subsistem yang ada di dalam masyarakat 7

2. Apabila hukum vyang dipilih dengan asumsi bahwa

hukum merupakan sarana yang sangat memadai dalam

6) A Hoogerwerf, Overheids Beleid,. Samson H. D.
Tijeenk Willink, 1983, hal. 25.
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mewujudkan cita-cita pembangunan, maka fungsi
apakah yang dapat dilakukan olehnya sehingga hukum

mampu menimbulkan efek seperti yang dikehendaki 7

2]

Jika faktor-faktor nonhukum yang sangat
berpengaruh terhadap kebijaksanaan vyang dibuat
tidak ikut dibenahi, maka pelanggaran—pelanggaran
akan terus dijumpai. Bagaimana pengaruh faktor non .
hukum fersebut terhadap pelaksanaan suatu
kebijaksanaan ?

4. Bagaimana peranan faktor komunikasi dapat
mempengaruhi anggota—-anggota masyarakat untuk

mentaati serta melaksanakan tujuan kebijaksanaan ?

Ln

Tujuan kebijaksanaan akan sulit terwujud apabila
tidak ada dukungan oleh ohbjek kebijaksanaan.
Apakah dengan kurang adanya kesediaan objek
kebijaksanaan uwntuk mentaati kebijaksanaan ini
disebabkan adanya kepentingan yang berbeda dengan
tujuan kebijaksanaan 7 .

€. Jika suatu kebijaksanaan telah dibuat dan kemudian
dituangkan dalam bentuk fukum, maka dibutuhkan
sistem untuk melaksanakannya yaitu yvang dinamakan
birokrasi. Mengapa peranan ‘birckrasi meniadi
semakin meningkat dan sangat menentukan dalam
mewujudkan tujuan kebijaksanaan 7 Kendala—kendala
apakah yang dihadapi oleh birokirasi dalam
menjalankan fungsinya didalam masyarakat 7

Bertolak dari beberapa permasalahan di muka,
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DISERTASI

Fenggunaan hubkum sebagal sarana untuk  mewujudkan
tujuan kebijaksanaan pemerintah akan efektif
apabhila dalam pelaksanaannya mendapat dukungan
haik dari aobyek kebijaksanaan maupun para aktor

vang melaksanakannya.

Uleh karena hukum merupakaﬁ subsistem dalam
masyvarakat, L terealisasinya tuiuan
kebijaksanaan pemerintah  amat dipengaruhi oleh
subsistem-subsistem yang lain.

Feraturan hukum adalah lambang—lambang vana

dipakai untuk menyampaikan ide—ide, honssp-ronsep
maupun tujuan , oleh sebab itu diperlukan berbagal
sumber dava dalam proses perwujudannya dalam
masyarakat.

Fomunibkasi periu ditingkatkan apabila ~akyat
diharapkan dapat ikut berperan serta i dalam
perwajudan  kebijaksanaan pemerintah  dengan cara
pE=Yals mampunyail  arti, sehingga irakyvat dapat
mengetahuil herbagaei alternatif wvang ada charm
Lonsekuensi dari-pilibhan setiap alternatiy itu.
Dukungan dar kesediaan obyek Eebiiabtsanaan
marupakan faktor vang paling menentulan bag i
terwujudnya tujiuan kebijaksanaan.

Apabila kebijaksanaan pemerintah memiliki nilail

yang berbeda dengan nilai yang berlaku  dalam
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masyarakat, maka peranan birokrasi akan semakin

moengedepan .

1.3. Alasan Pemilihan Judul

e e — - LL SR _A A ¥ I

Berbicara mengenai hukum sebagéi suatu  konsep
yang modern, maka sesungguhnya kita tidak hanya
melihat hukum sebagai sarana pengendalian sosial
melainkan lebih dari itu hukum lebih banyak digunakan
sebagail sarana untuk melakukan perubahan—perubahan.
Perkembangan hukum ini semakin nampalk dan menonjol
manakala kita mengaitkan dengan serangkaian kegiatan
yang dilakukan .untuk mewujudkan adanya tujuan
tertentu. FPembangunan vyang berencana | sebagaimana
nampak dalam kKetetapan MFR No. II/MPR/71988 dan
Repelita-Repelitanya menyebabkan pembangunan serta
peranan hukum menjadi semakin mengedepan dalam
mewujudkan tujuan—tujuannya. Seranghkaian
kebijaksanaan pemerintah tertuang dalam berbagai
bentuk peraturan-—-peraturan yang ada. 0leh Ekarena
itulah penggunaan hukum saat ini lebih merupakan
suatu, usaha yang sistematis tentang bagaimana kita
dapat mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Rerdasarkan
gambaran tersebut di muka dapat dike@ukakan, bahwa
untuk  melaksanakan suatu perubahan sosial melalui
hukum diperlukan bantuan dari disiplin ilmu vang lain.
seperti sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan

sebagainya. Selanjutnya penagunaan hukum secara
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demikian itu diperlukan pemahaman akan empat prinsip

" yang telah dikembangkan oleh A Podgorecki. De vier

principes die voor social engineering noodzakelijk

zijn, luiden :

1. een goede beschrijving van de situatie.

2. een analyse van waardeocordelen en het opzetten van
een higrarchie van deze oordelen. (geeft het
middel geen neveneffecfen die schadelijker zijn
dan de te verbeteren situatie, is het middel nief
erger dan de hkwaal).

3. verificatié van hypothesen. (leidt het gekozen
middel inderdaad tot het doel).

4. het meten van het effect van bestaande wetten.7)

Di sini kita melihat betapa hukum semakin
memegang peranan sebagai kerangka kehidupan sosial
masyarakat modern, karena hukum merupakan mekanismé
untuk mengantarkan perkembangan masyarakat menuju
masyarakat modern.

Hukum tidak hanya menampakkan nilai-nilai vyang
sudah mapan, melainkan lebih dari itu hukum semakin
banyak dipakai untuk - menyalurkan kebijaksanaan
pemerintah. Dengan demikian kita tidak dapat melihat
produk hukum ke hanya sekedar sebagai tindakan

mengeluarkan peraturan—peraturan secara formal saja

7) Schuyt, Rechtssosiologili een terreinverkening
Universitaire Pers Rotterdam, 1971, h. 54.
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melainkan kita juga melibat bagaimanakah hukum itu
untuk dan bekerja di dalam masyarakat. Oleh karenanya
mempelajari hukum perlu pula ditetahui adanya
keterkaitan .dengan permasalahan kebijaksanaan vyang
dibuat yaitu kebijaksanaan pemerintah. Fengaitan  ini
semakin perlu mengingat pengaruh hukum di  dalam
kehidupan .masyarakat &ita semakin meluas dan
mendalam.

Selanjutnya penggunaan hukum sebagai sarana
dapat menimbulkan berbagai pertanyaan seperti antara
lain apakah hukum itu mampu menimbulkan efek seperti
yang dikehendakinya 7. Dan syarat apakah yang
diperlukan agar peraturan yang dibuat itu dapat
bekerja dengan efektif dan sebagainya.

- Namun perlu diingat bahwa pelbagai macam
keterbatasan mgké penulisan ini hanya mengambil salah
sa£u kebijaksanaan pemerintah sebagai pangkal tolak
pembahasan vyaitu di bidang lingkungan hidup. Salah
satu aspek vyang mendapat sorotan disini adalah
masalah vang menvangkut pencemaran oleh limbah
industri. Hal ini sangat menarik perhatian penulis,
karena pembangunan kita pada Repelita mendatang
menuju pada era tinggal landas, sehingga titik berat
pembangunan mulai bergeser, bukan lagi pada sekfor
pertanian melainkan pada sektor industri.

Dalam proses perwujudan tujuan kebijaksanaan,

hukum diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan
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yang muncul dalam masyarakat.

Sélanjutnya pembahasan implementasi tebijaksa-
naan pemerintah melalui peraturan perundang—undangan
menggunakan perspektif sosiologi, disebabkan konsep
hukum vang dipakai sebagai titik tolak penulisan
bukan sekedar rumusan yang nampak dalam peraturan
hukum, melainkan lebih dari itu hukum akan dilihat
sebagai variabel yang dapat diamati secara empirik.

Pengamatan yang demikian itu diharapkan dapat
memberikan penielasan terhadap kehadiran bhukum di
dalam masyarakat berikut penjelasan tentang bagaimana
huktum itu bekerja. Salah satu kemungkinan penjabaran
rumusan—rumusan tertulis itu akan nampak dalam pola
perilaku individuskelompok maupun perilaku

organisasi.

Tujuan Fenulisan dan Kequnaannya.

Penulisan ini didukung oleh suatu penelitian
vang dilakukan sebelumnya di kKodia Dati II Surabaya.
Hasil penelitian vyang diperoleh dijadikan. bahan
analisis dalam penulisan disertasi ini.

Mengingat kompleksitas-permasalahan vang ada,
maka pendekatan interdisipliner dan sistemik sangat
diperlukan untuk mencapai pemahaman serta bemecahan
secara menyeluruh.

Daerah Tingkat II kKoptamadia Surabaya dipilih
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oleh penulis dalam kegiatan pehelitian dengan asumsi,

bahwa Surabaya sebagai kota terbesar nomor 2 sesudah

Daerah Khus@s Ibukota Jakarta yang ada di Indonesia

akan mampu memberikan  gambaran minimal tentang

berbégai kasus pencemaran, mengingat perkembangan

industri yang cukup pesat di kota ini. .

Dalam penelitian tersebut mengambil kasus
pencemaran kali (Surabaya) yang terjadi di Surabaya
pada tahun 1983 - 1988.

Eagi Indonesia studi kasus sangat bermanfaat,
paling tidak dalam dua hal karena :

1. Kita sebenarnya hanya tahu sedikit mengenai
bagaimana barbagai program dilaksanakan. Melalui
studi kasus diharapkan dapat diperoleh informasi
secara rinci.

2. Studi - kasus dapat dngnakan untuk membentuk
hipotesis baru yang bisa diuji kembali.

Informasi diperoleh melalui dokumen, berkas-
berkas serta hasil-hasil pemantauan vyang dilakukan
oleh Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya maupun
Ralai .Penelitian dan Pengembangaﬁ Industri Surabaya
yvang kami dapatkan di BRiro Rina Kependudukan dan
lLingkungan Hidup pada Femerintah Daerah Tingkat I

wPerinsi Jawa Timur. Dengan kata lain, cara
mendapatkan informasi terutama didasarkan pada data
sekunder yang berupa dokumen atau berkas tertulis

serta mass media, wawancara dengan para pihak vyang

.
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terlibat dalam menangani kasus serta para ahli-pakar
lingkungan juga ditempuh sepanjang ada manfaatnya
guna memperkaya data.

Adapun vang dimaksudkan dengan pencemaran
lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, =zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam
lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan
oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga
kualitas lingkuhgan thun sampai ke tingkat tertentu

vang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak

dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.e’

Hukum di sini dikaitkan dengan program pemerintah
dalam pembangunan nasional vang menghenda&i adanya
perubahan dan sebagai pengendalian untuk mencapai
tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan oleh pemerintah.Q)
Indikator yang dipakai untuk mendapathkan
informasi meliputi :
a. Lokasi pencemarari.

b. Jumlah dan jenis industri yang ada di lokasi

tersebut.

8) Undang—undang Lingkungah Hidup No. 4 tahun
1982 tentang Ketentuan—ketentuan Pokaok Pengelolaan
Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 7.

?) Roberto Mangabeira Unger, Law in Modern
Society, Toward a Criticism of Social Theory, Collier
Macmillan Publishers, London, 1976, hal. S51.
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‘g, Jenis industri sebagai penyebab pencemaran.

d. Farameter vyang dipakai untuk mengetahui tingkat
pencemaran.

e. Hasil pemantauan air limbah yang dibuang ke kali
Surabaya yang Adilakukan oleh BFFPI, Ralai
Laboratorium Kesehatan, DPU Pengairan dan BTKL.

f. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran.

g. Peraturan—-peraturan yang berkaitan dengan adanya
kasus pencemaran.

Sebagai catatan bahwa indikator—-indikator
tersebut hanya dipakai sebagai pedoman dan bukan
jaminan vang pasti untuk mendapatkan berbagai
informasi. O0Oleh sebab itu, pengembangan indikator
akan sangat tergantung pada kenyataan di lapangan.
Sedangkan analisis diskriptik—analitik dengan
dilandasi oleh kerangka teori yang telah tersedia
dengan tanpa menggunakan perhitungan—pérhitungan
statistika. Analisis ini lebih banyak memakai
interpretasi kualitatif dan disajikan ealam bentuk
diskripsi. Fenekanan cara ini sangat bertalian dengan
sifat data vyang- akan dikumpulkan, maupun tujuan
penelitian yang tidak hendak mengukur presisi
hubungan antar variabel.

Informasi vyang diperoleh akan dimanfaatkan
untuk H (1) pemahaman tentang hubkum séat
dioperasikan dalam kenyataan sesungguhnya, (2)

mengetahui kekuatan—kekuatan iain dalam masyarakat
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yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut, dan (3)
tingkat peran hukum sebagai instrumen kebijaksanaan
pemerintah dalam menunjang program pembangunan
nasional.

Selanjutnya diharapkan akan diperoleh
kejelasan—kejelasan yang lebih rinci tentang peranan
berbagai variabel nonhukum terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan serta pemikiran mengenai berbagai teori di
bidang hukum maupun teori kebijaksanaan, maka
penulisan ini bermaksud.:

Fertama, untuk melihat hukum bukan hanya
saebagai suatu sistem yang dipahamkan secara logik dan
konsisten wmelainkan ingin melihat hukum sebagai sub
sistem dari sistem yang lebih besar yaitu masyarakat
vang selalu melakukan proses interchange‘ antara
berbagai subsistem yang ada.

Kedua, mengkaji kembali fungsi-fungsi yang
dapat dilakukan oleh hukum dan mengaitkannya dengan
tujuan—tujuan yang hendak diwwjudkannya. Oleh hkarena
hukum memiliki kemampuan untuk menyusun dan membangun
masyarakat sedemikian rupa agar subsistem—-subsistem
lainnya dapat berfungsi dengan baik pula.

ketiga, aalam kerangka pemahaman tersebut
di muka ingin pula dipahami kedudukan hukum dalam
konteks yang lebih luas.

FPada akhirnya tujuan penulisan ini ingin
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mengetahui implementasi kebijaksanaan pemerintah
sebagai suatu proses serta berbagai faktor vyang
mempengaruhinya, berikut proses pembuatan
kebijaksanaan vyang tidak lain outputnya adalah
peraturan—peraturan vyang harus dilaksanakan dalam
masyarakat. Di samping itu ingin diketabui pula dalam
implementasi ini adalah peraﬁan birokrat sebagai
aktor pelaksana dalam mewujudkan tujuan
kebijaksanaan. Selanjutnya dilihat dari segi
kegunaannya, tulisan ini dapat berfungsi sebagai
dasar atau awal langkah bagi dilakukannya penelitian
maupun pengkajian lebih lanjut terhadap masalah—
masalah mukum dan proses perwujudan tujuan
kebijaksanaan pemerintah. Diharapkan pula dengan
penulisan ini Bapat membangkitkan minat serta
perhatian kita untuk dapat memahami hukum dén segala
aspeknya, vang tidak terlepas dengan kehidupan
sosialnya dan mungkin dapat sedikit melengkapi cara
pandang maupun pendekatan vyang telah dilakukan

terhadap hukum selama ini.

Sistematika dan Pertanggqung-—jawabannya.

Fenyajian dalam penulisan ini diawali dengan
menjelaskan latar belakang dan alasan pemilihan judul
serta tujuan maupun kegunaan penulisan.

Selanjutnya perumusan permasalahan sebagai

DISERTASI * IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dasar pembahasan yang hendak dilakukan pada bab—bab
berikutnya. Fembahasan pada bab II tentang Hukum dan

| )

kKebijaksanaan Pemerintah akan diawali dengan
menjelaskan konsep—-konsep, model—model serta
pembentukan kebijaksanaan pemerintah pada umumnya.
Fembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran
yvang Jjelas mengenai kebijaksanaan pemerintah dengan
'corak ragamnya.

Berbicara tentang kebijaksanaan bemerintah
ternyata mencakup pula di dalamnya unsur—unsur nilai-
nilai, ide—ide serta tujuan—tujuan vyang hendak.
ditetapkan dan diwujudkan. Femahaman ini selanjutnya
akan mengantar kita pada hubungan hukum dengan
kébijaksanaan pemerintah.

Dalam rangka membicarakan semua unsur serta
proses yang berhubungan dengan perwujudan tujuan
kebijaksanaan melalui hukum maka pembicaraan kita
tentang perkembangan penyelenggaraan hukum dengan
peringkat perkembangan masyarakatnya menjadi pentigg.
Untuk lebih memahami kedudukan serta peranan hukum

1Q)

dalam masyarakat, maka pendekatan sistem terhadap

10} Pendekatan ini diharapkan dapat "to

consider alternative solution and to choose those
promising optimation at maximum efficiency and
minimal cost in a tremendously complex network
interaction", Ludwig von BRertalanffy, General System
Theory, Foundations, Development, Aplications, Geoirge
Braziller, New York, 1968, h. 4.
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hukum sangat membantu pembahasan kita. Selanjutnya
akan diuraikan pula proses interchange antara sub-
sistem hukum dengan subsistem politik, sebab dengan
mergikuti kerangka teori Bredemeier, sistem hukum
mempunyai kedudukan sentral dalam menerima masukan-—
masukan dari subsistem yvang lain, untuk selanjutnya
menghasilkan keluaran—keluaran sesuai dengan tujuan
yang diharapkan.ll)

Fada saat hukum itu mulai bekerja, maka hukum
sebagal mekanisme pengintegrasi memperocleh masukan—
masukan dari subsistem—subsistem vyang lain. Dalam
~angha peEnCapaian suatu tujuan kebijaksanaan
pemerintah, hukum menerima  masukan dari subsistem
politik. Oleh karena subsistem politik inilah  vyang
menggarap mengenai penentuan tujwan—tujuan yvang
hendak dicapai oleh masyarakat dan negara, serta
bagaimana mengorganisasili serta memobilisasi sumber-—
sumber daya vang ada untuk mencapainva. Hukwim

menjalankan pekerjaannya dalam bentuk memberiban

L) Sebagai catatan : "Hukum menerima harapan—
harapan dan keinginan—keinginan vyang hidup di
masyarakat yang belum diberi struktur (sebagai needs
and demands) kemudian mengolahnya menjadi
peraturan—peraturan hukum yang mengikat.
Harapan—harapan yang kompleks dan chaotis oleh hukum
diredusir sehingga menjadi aturan—aturan hukum vyang
jelas. Imilah pengertian berfungsinya hukum sebagail
suatu sistem menurut pandangan N. Luhmann tentang
system theorie, D.H.M Meuwissen, Recht en Vrijheid,
Inleiding in De Rechtsfilosofie, Het Spectrum, BV,
1980, h. 44 — Fb6.
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petunjuk tentang apa dan bagaimana menjalankan fungsi
untuk pencapaian suatu tujuan dalam bentuk (ocutput)
keputusaﬁ—keputusan vang mengikat.

Dalam menjalankan pekerjaannya, hukum
mempunyail dua fungsi yaitu sebagai (1) alat
pengendalian sosial dan (Z) sebagai sarana untuk
melakukan perubahan-perubahan (perekayasaan sosial).
Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab III.

Sebelum memasuki 'pembahasan tentang fungsi-
fungsi yang dapat dilakukan oleh hukum perlu dipahami
terlebih dabulu adanyé berbagai tipe hukum beserta
ciri-ciri vyang melekat pada masing—masing tipe.
Melalui pemahaman berbagai tipe hukum dengan memakai
kerangka teori dari FPhillip nNonet dan Selznick,
diharapkan dapat diketahui model-model pembuatan
hukum maupun kebijaksanaan d%n tipe otrganisasi yang
mengikutnya. Walaupun | diakui bahwa tidak ada
masyarakat vang tergolong pada satu tipe saja

. melainkan campuran dari berbagai tipe vyang ada.

Femahaman secara teoritis ini diharapkaﬁ dapat
membantu mempertajam analisis kita -tentang
pelaksanaan kebijaksanaan dalam berbagai peraturan
perundang—undangan di Indonesia.

Fembahasan akan fungsi hukum khususnya sebagai
sarana untuk mewujudkan tujuvan—tujuan kebijaksanaan
tidak akan terlepas dari tujuan~tujuan vyang telah

ditetapkén oleh negara yang telah dituangkan dalam
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Ketetapan MPR No. II/MFR/1988 tentang GBHN maupun

program—program yang telah ditetapkan dalam
Repelitanya.
Oleh karera keterbatasan kemampuan yvang

dimiliki oleh sistem hukum baik itu timbul dari dalam
sistem hukum itu sendiri, juga disebabkan oleh
faktor—-faktor non hukum maupun kurang adanya dukungan
dari mereka vyang terkena sasaran peraturan. Di
samping itu pelaksanaan yang‘ tidak konsisten
menyebabkan masalah kesenjangan aptafa apa vyang
seharusnya dengan apa yang senyatanya terjadi semakin
meningkat atau dengan meminjam istilah Roscou Pound
adalah timbul ketidakcocokan antara Law in the books
dengan Law in actian.lz)

Fencapaian tujuan suatu peraturan merupakan
suatu proses, sehingga pengkajian akan lebih mantap
apabila kita memakai pendekatan sistem dalam melihat
hukum. Fendekatan demikian ini- disebabkan karena
proses perwujudan tujuan—tujuan sangat berhubungan
erat dengan faktor—-faktor lingkungannya yang
melibatkan unsur manusia, sosial, ekonomi, politik
dan masih banyak lagi.

Berdasarkan hkerangka teori yang ada, maka

[

analisis tentang interaksi antara subsistem—-subsistem

12) Edwin M Schur, Law And Society A Sociologi-
cal View, Random House, New York, 1968, h. 39 — 40.
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tersebut sangat menunjang studi keefektifan hukum,
yang diharapkan dapat memberikan kejelasan—kejelasan
atas bekerjanya hukum sebagai sarana kebijaksanaan
pemerintah di dalam masyarakat serta kaitannya dengan
tujuan pembangunan.

Fenemuan—penemuan yang ada diharapkan dapat
memberi sumbangan pemikiran yang kiranya bermanfaat
terutama bagi sarjana hukum pada umumnya dan
khususnya bagi perencana maupun pelaksana—-pelaksana
kebijaksanaan pemerintah.

Diharapkan keterlibatan para sariana hukum
tidak hanya bermula pada saat kebijaksanaan
pemerintah itu telah disahkan kemudian dilaksanagan,
melainkan bermula sejak saat ia hendak dirumuskan.
Oleh_ karena itu dibutuhbkan sarjanaA hukum yang
memiliki wawasan luas yang tidak hanya terbatas pada
kemampuan teknis belaka, namun juga ia memiliki
pengetahuan yang cukup dapat melihat hukum da1§m
konteks lingkungan secara keseluruhan.

Berbagai kebijaksanaan dalam peraturan
perundang—undangan serta . faktor—faktor yang
mempengaruhinya secara rinci dibahas dalam Eab V.
Femahaman hukum dengan memakai konsep vyang modern
serta fungsin?a vang instrumental " sifatnya
menyebabkan unsur birokrasi sebagai lembaga vyang
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah menjadi penting

arti dan peranannya. Fembahasan ini tidak terlepas
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dari kondisi sgsial, ekonomi, politik mauﬁun hukwm
vang ada di Indonesia.

Fenguraian secara demikian itu dapat memberikan
suatu wawasan vyang komprehensif serta diharapkan
dapat menumbuhkan adanya hipotesa—hipotesa baru vyang
menampilkan ciri-ciri vyang spesifik dalam suatu
kondisi masyarakat kita.

Selanjutnya kebijaksanaan lingkungan dalam
peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Undang-
Undang dNo. 4 tahun 1982 kaitannva dengan Undang-—
Undang na. bl tahun 1984, setrta bagaimana
implementasinya akan dibahas di dalam bab Vi
Terjadinya pencemaran kali Surabaya akibat limbah
industri dapat menunjukkan bhahwa implementasi
kebijakeanaan lingkungan amat dipengaruhi aleh
berbagai faktor vyang melingkupinya. Di samping itu
kurang tersedianya sumber daya menyébabkan tujuan
yang telah ditetapkan sulit terwujud.

Akhirnya bab terakhir akan diajukan beberapa
besimpulan Yang pada hakekatnya merupakan
kristalisasi dari seluruh uraian.

Berdasarkan uraian terdahulu, penulis berusaha
untuk  merekat kelima bab tersebut ke dalam satu

kesatuan yang tersimpul pada judul disertasi ini.
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BAE II
DASAR-DASAR PEMIKIRAN TENTANG HUKUM,

KEBEIJAKSANAAN FEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pendahuluan

Intensitas serta kesibukan dalam usaha MEN Y LUSUn
suatu tata kehidupan vang baru di Indonesia ini
aparnah itu disebut pembanqunan atau modernisasi, maksa

akan memberikan pengaruh terhadap dunia hubkam.

‘Maksudnya persocalan—-perscalan hubum vang muncul bukan

lagi persoalan tentang legalitas formal, tentang
penatsiran serta penerapan pasal—-pasal undang—undang,

melainkan bergerak  kearah penggunaan hukum  secara

sadar sebagai sarana untuk turut MENYUsSun tata
kehidupan baru  tersebut. Pengaruh tersebut nampak

bagi mereka vang melihat masalah pengaturan oleh
hukum itu baik dari segi legitimasinya, maupun segi
keefektifannya. Bukan hanya bagaimana mengatur sesuai
dengan prosedur hukum, melainkan Juga bagaimana
mengatur  sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek
yang memang dikehendaki oleh hubkum.

Apabila pembangunan it merupakan suatu
kegiatan wmtuk melakukan perubahan-perubahan di dalam
masyarakat, maka dapat dipahami Dakia peranan
pemerintah  sebagail badan eksekutip menjiadi semakin

menonjol. Melalul pemerintahlabh dapat dilaksanakan

et

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kebijaksanaan—kebijaksanaan pembangunan itu ke dalam
tindakan-tindakan nyata. Oleh sebab itu seorang
ahli hukum tidak boleh bhanya menjalankan fungsi
teknis seperti menjalankan ketrampilannya sebagai
tukang, melainkan lebih dari itu, ia harué juga

berperan dalam pembuatan kebijaksanaan (policy). Ia

bertindak sebagai pembaharu sosial dan legislator,l)

dan juga mengambil bagian yang bertanggung Jjawab
dalam memberi bentuk dan merumuskan irencana-rencana
pembangunan. Fenggeseran inli petnah disinggung dalam
risalah yang diterbitkan oleh The International Legal
Centre (ILC) vyang @embahas pendidikan pada negara-
negara berkembang.

"More recently, there has developed a different
view which conceives of law and the 1legal
system and legal education as instruments to
achieve various social objectives. Law and
sogciety are, therefore, intimately
interrelated, not only because the law 1is a
social product, but because law has as a goal
the making of a more developed and just
society.

This concept of law emphasizes not only
knowledge of the law as a set of normative
rules and the capacity to intepret it, but the
acquisition of other skills and insights, e.qg.
ability to analyze and evaluate the policy
assumtions behind the law; awareness that
there are problems of social development which
may be affected by the law; appreciation of

L) Dalam C.J.M. Schuyt, Tussen Macht & Moraal
Over de Plaats van het Recht in verzorqing staat en y -
democratie, Samson Uitgeverij. Brusseti?BS, h. 330;
"Juristen nu worden opgeleid tot goede beocordelers

maar tot slechte waarnemers van verbanden in de
samenleving”.
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relationships between the legal system and
political and economic system and of the
social sciences as tools to enable informed
developmennt of law as an instrument of social
changej conceg? for justice, and, thus a sense,

of injustice.”
Menghadapi setiap situasi perubahan, maka
di sini kita juga berhadapan dengan kepincangan-
kepincangan maupun ketidakcocokan antara tuntutan
keadaan dengan penanganan yang dapat diberikan oleh
hukum. Fadahal apabila kita perhatikan, maka hal
tersebut menghendaki agar hukum itu dipahamkan tidak
hanya sebagai sarana kontrol sosial, namun
‘kenyataannya yang kita hadapi sekarang menunjukkan
bahwa hukum dipakai sebagal sarana untuk menggerakkan
perubahan sosial. Lebih tegas lagi dapat dikatakan
bhahwa, peraturan peruncang-—undangan merupakan
sandaran negara untuk me=t judkan kebijaksanaannya
seperti dikatakan oleh Seidman pada waktu ia
membicarakan tentang peranan hukum dalam pembangunan

elonomi, maka tata hukum itu merupakan sarana yang

menyalurkan kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi

2) International Legal Center, Legal Education
in a Changing World, New York, 1975, h. &0.

Kebutuhan tersebut dikemukakan pula oleh Research
Advisory Committee on Law and Development of the
I.L.C dalam Law and Development, The Future of Law
and Development Research, I...C, Mew York, 1974.
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¢
tindakan vang dapat dilaksanakan.b) Fenggunaan
petratur an perundang-undangan secara sadar oleh

pemerintah sebagai suatu sarana untuk merumuskan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang-bidang politik,
ekonomi; sosial, dan sebagainya merupakan ciri khas
negara modern. Fembentukan negara modern merupakan
suatu proses yvang banyak memberikan pelajaran hkepada
kita tentang bagaimana masyarakat ini diorganisasi
dan juga memberikan informasi penting bagaimana
keadaan serta peranan hukumnya, termasuk didalamnya
masalah penegakannvya.

Dapatlah dikatakan bahwa hukum mempunyai tujuan
untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan
mengaqunakan peraturan—peraturan hukum yang dibuat
dengan sengaja.4)

Fersoalan vang dihadapi pada saat ini bukan

sekedar masalah legalitas formal, penaftsiran,
penerapan pasal—-pasal, melainkan telah bergerak
kearah menyusun tata kehidupan yang menunjang

pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan

kesejahteraan manusia. Tuntutan Leadaan itun

Robert B. Seidman, Law and Development : A

3)
General Model, Law and Society Review, 1972, No.2,
311 - 339.

) 4) David M. Trubek, Toward a Social Theory of
Law, The Yale Law Journal, 1972, No. 1, h. 1 - 50.

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

=T
vl

menghendakl agar hukum dilihat dalam kerangka vyang
luas dan persocalan—-per=soalan yang sedang berkembang
dalam masyarakat, sebagal mana nampak dari pernyataan
di bawah ini.

"The study of law can be seen as the study of
the rules and processes governing economic,
political and social behavior. Yet all too
atten, as we have seen the discipline is not
presented as theq?uitable vehicle it is for
policy analysis".”

Adapur hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di
negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang
modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya,
terutama adalah dipergunakannya hukum sebagai sarana

YaEno dipakai =¥=Tus sad

bl
i

o " untuk mewujudkan

i

kebijaksanaan pemerintah vyang nampak jelas pada
rumusan Repelita—repelita kita.

Fenyusunan GEHN  merupakan contoh kegiatan
politik, karena berusaha untuk merumuskan tujuan-—
tujuan yvang hendak dicapai.

Oleh sebab itu lawyers dibutuhkan untuk dapat
manterjemahkan tujuan bebiiaksanaan ke dalam
peraturan perundang-undangan yang mengekspresikan
keblijaksanaan pemerintah.é) Merngingat Semua

PErencanaan kebijaksanaan dan program—progra

-

9 :
) ILC, Op.cit, h. 44.

5) Yay A Sigler, Benyamin R, Beede, The Legal
Sources of Public Policy, D.C. Heath and Company,
19775 he R

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

=T

dilaksanakan melalui hukum,7) maka 'pemahaman yang
luas akan fungsi hukum di  jaman sekarang menjadi
penting artinya. Hal ini disebabkan karena fungsi
sentral negara adalah menyiapkan, menentukan dan
menjalankan kebijaksanaan atas nama dan untuk
keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya.

Dalam rangka memahami arah dan hkebijaksanaan
yang dicantumkan dalam GEHN dan Repelita, khususnya
untuk  memahami prinsip serta tujuan kebijaksanaan
lingkungan yanag dituangkan dalam UULH, mak.a
sebelunnya perlu dimengerti definisi kebijaksanaan
pemerintéh.

Thomas R. Dye mendefinisikgn kebijaksanaan
pemerintah sebagai "is whatever governments choose
to do or not to dD“.B)

Selanjutnya dikatakan bahwa bila pemerintah
memilih  untuk melakukan sesuatu, maka harus ada
tujuannya (ebjektivenva) dan kebijaksanaan itu  harus
melipubi  semua Ljnqunn”tihduhan pemerintah,  Jada
buhaﬁ semata-mata marupakaﬁ béfﬁyétaan keinginan
pemerintah atau pejabat pemsrintah saja.

sedangkan James E Anderson menyatakan :

7 . )
) Edgar Bodenheimer, Jurisprudence, Harvard
University Press, 1962, h. 85.

Thomas K. Dye, Understanding Public Foliecy,
Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ', L9785 ht 5.
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"Fublic policies are those policies developed

by governmental bodies and foicials".q)

Implikasi pengertian terseth adalah

1. Bahwa kebijaksanaan pemerintah selalu mempunyai
tuwjuan  tertentu atau merupakan tindakan vyang
berorientasi pada tujuan.

2. Bahwa kebijaksanzan itu berisi tindakan~tindaka§

atau pola-pola tindakan Fejabat-pejabat Femerintah.

il

. Kebijaksanaan itu merupakan apa yang benar-benar
dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa
vang pemerintah bermaksud melakukan Sesﬁatu “atau
menyatakan akén melakukan sesuatu.

4. Rahwa kebijaksanaan pemerintah itu bersifat

positip dalam arti merupakan keputusan Fejabat

Femerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam arti yang

£n
=

positip didasarkan atauw selalu dilandaskan pada
peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa

{(otoritatip).

Adapun David Easton memberibkan arti
kebijaksanaan pemerintah sebagai "“the autoritative
10)

allocation of values for the whole society".

Harrold D. Lasswel dan Abraham Kaplan

7) James A, Anderson, Public Policy Making.
Fraeger Publishers, New York, 1979, h. 3.

10)

Thomas R. Dye, Loc.cit.
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l-f*
o

memberi arti hkebijaksanaan sebagai "a projected
program of goals, values and practices".ll)

Namun di lain pihak kebijaksanaan pemerintah
diartikan sebagai berikut :

"Beleid bestaat in esseﬁtie uit een samenstel
van gekozen doelen, middelen en
t}jdstippen".lz)

Jadi kebijaksanaan sangat berkaitan dengan
pengertian—pengertian mengenai sasaran—sasaran yang
diupayakan dan cara—cara bagaimana tujuan itu (héFG;W
dicapai. Dengan demikian.maka kebijaksanaan adalah
su%tu pedoman tingkah laku. Fada umumnya
kebijaksanaan berisi tentang tujuan dan Zalana
tertentu yang dipilih.

Adanya beberapa konsep kebijaksanaan tersebut

diatas menunjukkan bahwa unsur tujuan dan sarana

merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh

Fejabat Femerintah dalam membuat kebijaksanaan
pemerintah.
Sedangkan tujuan mempunyali arti sebagai

berikut :

"Een doel, doeleinde of doelstelling is een

Ibid.

12)  aaJ5 van De Gevel, H.P.J Van De Goor,

Bestuur & System. Een inleiding in de bestuurskunde,
i984, h. 119. ‘
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wens over een toekomstige situatie die men
. W 13)
besloten heeft te realiseren.
Suatu keadaan yang diinginkan akan nampak pada
tujuan kebijaksanaan vang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Namun demikian penjabaran lebih lanjut
vang semakin konkrit dan jelas amat diperlukan.

Adapun sarana diartikan sebagai sesuatu vyang

dapat dipakai untuk mencapai sasaran/tujuan, termasuk

juga sesuatu yang dapat dipakai'untuk jangka pendek.

"Een m;ddel is datgene dat ter bereiking wvan
een - doel ter beschikking staat dan wel op
korte termijn bechikhking kan.komen“=14)

Sarana vang telah dipilih yaitu peraturan
perundang—undangan dalam bekerjanya diperlukan

sumber—sumber daya seperti dana, manusia dan sebagai-

nya, apabila dikehendaki tercapainya suatu tujuan.

Model—-Model Kebijaksanaan Pemerintah

Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang

kebijaksanaan pemerintah sebagai langkah awal

menuju pengertian, fungsi hukum sebagail sarana

kebijaksanaan pemerintah serta kaitan antara
13)

Van de Gevel, op.cit., h. 122.

14)  Ibid., h. 125.
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[0

keduanya, maka perlu dibahas proses pembentukannya.

Ada beberapa model yang dapat dipakai untuk
menjelaskan seluk beluk proses pembuatan
kebijaksanaan pemerintah. Model merupakan bentuk
abstraksi suatu kenyataan. ‘Model vyang dipakai ini
termasuk golongan model yang konsepsional. Hodel ini
berusaha antara lain:

1. Menyederhanakan, menjelaskan serta
mengidentifikasikan aspek-aspek penting dari
kebijaksanaan pemerintah. |

2. Mengarahkan usaha-usaha ke arah pemahaman yang
lebih baik tentang kebijaksanaan pemerintah.

Fenggunaan model-model dalam kebijaksanaan
pemerintah ini diharapkan mampu mengkomunikasikan
sesuatu  yang mengandung arti serta mendorong untuk
mengadakan penelitian langsung terhadapnya, . sehingga
konsep itu harus operasional dan menunjuk pada
kenyataan vyang bisa diamati, diukur dan dibuktikan
kebenarannya. Model ini diharapkan nantinya dapat
dipakai untuk membantu analisis dalam kaitannya
dengan fungsi hukum serta berbagai aspek yang berkait

di dalamnvya.

Namun di sini model yang akan .dipilih tentu
vang ada hubungannya dengan masalah vyang hendak

dibahas.
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2]
s}

Model—-model ini adalab :15)

a. Model ELITE-MASGA
b. Model Institusional
c. Model Incremental

d. Model Sistem.

2.2.a. Model ELITE-MASSA

Jika diterapkan dalam kehidupan politik, elit
adalah bagian atau kelompok tertentu dari suatu
masyarakat vyang sedang berkuasa yang mengalokasikan
niiai—nilai (sumber—-sumber) kepada masyarakat dan
hanya sekelompok kecil orang vyang membuat dan
melaksanakan politik.16 Model ini memandang
Administrator Negara bukan sebagai servant aof the
peaple tatapi lebih sebagai "kelompok" kecil vyang
telah mapan (The Establishment). Kebijaksanaan
pemgrintah merupakan perwujudan dari keinginan-—
keinginan utama tentang nilai-nilai golongan elit
yang berkuasa. Kebijaksanaan pemerintah mengalir dari
atas, yaitu dari golongan elit ke golongan
massa,sehingga FKesejahteraan masyarakat merupakan
unsur yang amat penting dalam membuat keputusan-—

keputusannya.Ini bukan berarti kebijaksanaan Femerin-

15) Thomas R Dye, loc. cit.,

Christoper Ham — Michael Hill, The Policy
Process In The Modern Capitalist State, Harvester
Press, 1985, h. 29 - 30.

16)
Politik, Airlangga University Press, 1984, h. 48.

A. Ramian Surbakti, Dasar—-Dasar Iimu
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tah bertentangan dengan kesejahteraan, melainkan
tanggunagjawab untuk mensejahterakan rakyat terletak
pada para elit bukannya masyarakat. Adapun massa
tidak ikut berperan serta memutuskan kebijaksanaan
pemerintah, karena elit melihat massa sebagian besar

adalah pasip, apatis dan miskin informasi. Fejabat

~

" Pemerintah dan birokrat banyak melaksanakan

2.2.b.

DISERTASI

kebijaksanaan vyang telah dibuat oleh elit tersebut.

Rila digambarkan akan tampak seperti pada ragaan 2.1.

Model Institusional.

Fokus mode] ini terletak pada struktur
organisasi pemerintah. Ini disebabkan karena
kegiatan—kegiatan berpusat pada  lembaga-lembaga

pemerintah seperti lemuaga legislatif, eksekutif dan
vyudikatif. Bailk pemerintah pusat (nasional)
maupun daerah, kebijaksanaan tidak dapat menjadi
kebijaksanaan pemerintah kalauw ia tidak dirumuskan,
disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah
tersebut. Oleh karena menurut Thomas K. Dye lembaga
pemerintah itu memberikan legitimasi terhadap
kebijaksanaan—kebijaksanaan pemerintah serta bersifat
universal, pemerintah memegang hak monopol} untuk
memaksa secara sah kebijaksanaannya oleh anggota
masyarakat dan dapat mengenakan sanksi bagi vyang

tidak mentaati. Suatu kebijaksanaan tidak menjadi

-,
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PEJABAT
&

ADMINISTRATOR

e e

MASSA

Ragaan 2.1.

kebijaksanaan pemerintah sampal kebijaksanaan itu

ditetapkan, diimplementasikan dJdan dipaksakan oleh

lembaga pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah memiliki

3 (tiga) ciri utama yaitu

1.

DISERTASI

Government lends legitimacy to policies.
Govermental policies are generally regarded as
legal obligations which command the loyalty of
citizens.
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2. Government policies involve uwniversality.
Only government policies extend to all people in a
society.

3. Bovernment monopolizes coercion in society only
government can legimately imprison violators, the
sanction can be imposed by other groups or
organizations in society are more limited. It is

. precisely this ability of government to
command the loyalty of all its citizens, to enact
policies governing the whole society,and to
monopolize the legitimate use of force that
encourages individuals and groups to wor§7)for
enactment or their preferences into policy.*”

Walaupun hubungan. antara lembaga pemerintah
dengan isi kebijaksanaan sangat erat, namun perubahan
dalam struktur lembaga pemerintah tidak selalu
memberikan pengaruh pada kebijaksanaan vyang telah

dibuat.

Model Increcemental.

Fandangan inkremental di dalam pembentukan
kebijaksanaan pemerintah ialah menekankan kelanjutan
dari kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan
sedikit mengadakan perubahan. Ada beberapa alasan
mengapa pembuat kebijaksanaan lebih bersifat
inkrementalism. Hal ini disebabkan karena faktor-
faktor sebagai berikut :

1. Keterbatasan biaya, waktu, tenaga, kecerdasan,
menyebabkan pembuat kebijaksanaan tidak dapat
melakukan penelitian dari semua kemungkinan

alternatif suatu kebijaksanaan yang ada. Waktu

Thomas R Dye, Op.cit., h. 20.
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mereka - disita uwntuk memecéhkan masalah-masalah
rutin dan kegiatan—-kegiatan lain.

2. Mereka tidak mempunyai.kemampuan untuk meramalkan
akibat-akibat yang bakal ditimbulkan oleh
kebijaksanaan vyang baru atau vyang sama sekali
berbeda dengan terdahulu.

3. Mungkin tercapainya investasi yang menarik daiam
program—program yang ada sehingga mencegah
perubahan-perubahan yang benar-benar radikal.
Misal investasi itu berupa gedung atau perangkat
keras lainnya.

4. Inkrementalis merupakan usaha vang amat penting -
untuk mengurangi konflik, memelihara status gquo

dan melindungi sistem politik itu sendiri.

Model Sistem.

Melalui model ini, ingin melihat dan memabami
kebijaksanaan pemerintah dengan mengénalisanya
sebagali suatu jawaban dari suatu sistem politik atas
tekanan dari lingkungannya. Desakaﬁ atau tekanan dari
lingkungan 1ini vyang mempengaruhi sistem politik
dise?ut sebagai masukan (input). Adapun hasil
(cutput) dari suatu sistem politik adalah alokasi

nilai yang otoritatip dari suatu sistem, dan alokasi
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. 18
ini dinyatakan sebagai kebijaksanaan pemerintah. )

Untuk lebih jelasnya dapat dilukiskan sebagai

berikut :

Environment Enviranment
Black box

\

Demands H

1}

]

‘Decisions
THE

POQLITICAL
SYSTEM

and actians

MW I~
N oD+ Q

Canversion Fraocess

N o= mm = e

P PPN

Enviranment Environment

2.2.: A simplified model of a political system

Easton (19635a)

Model ini menggambarkan kebijaksaraan pemerintah

sebagai suatu hasil (ocutput) dari suatu sistem

politik.

ﬁonsep sistem terkandung di dalamnya :

1. Serangkaian institusi dalam masyarakat dan
aktivitasnya mudah diidentifikasikan.

2. Lembaga ini melakukan fungsi transformasi dari
beberapa tuntutan ke dalam suatu keputusan vyang
otoritatip dan ini membutubhkan dukungan seluruh

masyarakat.

) Chirstopher Ham—-Michael Hill, The Policy Process In

The Modern Capitalist State, The Harvestter Press, 1985, h.

18
13 - 15
DISERTASI
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3. Unsur—unsur sistem yang selalu berhubungan.

Teori sistem ini didasarkan pada konsep-konsep
informasi sepertil inputs, withinputs, ocutputs.
Sistem politik adalah kelompok struktur dan proses
vang saling berhubungan dan memiliki fungsi untuk
mengalokasi nilai-nilai .dalam masyarakat. Outputs
sistem politik adalah mengalokasi nilai-nilai sistaﬁ
yang selanjutnya menjadi kebijaksanaan. Input vyang
diterima dalam sistem pdlitik barupa tuntutan-
tuntutan (demands) dan dukungan—dukungan {(suppart).

Suatu sistem politik akan menyerap Qerbagai
macam tuntutan (baik dari dalam maupun dari luar) dan
dapat terjadi bahwa diantara tuntutan~tuntutén
tersebut tidak relevan atau bertentangan satu sama
lain. Tuntutan—tuntutan ini muncul bila individu atau
kelompok setelah mendapat respons dari lingkungannvya.
Hal ini perlu pengaturan terhadap tuntutan—tuntutan
tersebut dan memaksakan pengaturan itu kepada pihak-
pihak vyang terlibat atau bérkepentingan agar supava
tuntutan—-tuntutan dapat diproses dalam sistem politik
sehinggavmenghasilkan suatu kebijaksanaan.

Dukungan (suppart) dan sumber—-sumber
(resources) diperlukan untuk menunjang tuntutan-—

tuntutan yang telah dibuat tadi. Sistem politik yang

terdiri dari l=embaga legislatif, eksekutif,
Jjudikatif; partai-partai politik, tokoh-tokoh
masyarakat (golongan elit) dan sebagainya semuanya
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berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk
mengubah' inputs menjadi outputs. Froses ini sering
disebut dengan nama withinputs, conversion process
dan the biack box.

.Lingkungan (envirgnment) adalah suatu kondisi
yang berupa sosial, ekonomi, politik, kebudayaan,
keamanan, geografi dan sebagainya dapat bgrpengaruh
pada inputs. FPengaruh lingkungan pada withinputs
dapat mewarnai kuantitas, kualitas dan kelancaran
proses konversi yang pada intinya juga alkan
berpengaruh pada autputs.

Hasil dari kebijaksanaan pemerintah akan
mempengaruhi  untuk melakukan penyempurnaan dalam
lingkungan dan tuntutan—gunt;tan lain yang
kemungkinan timbul.

Froses pembuatan kebijaksanaan ini tidak dapat
dipisahkan dari proses pengesahan kebijaksanaan. Qleh
karena pada umumnya, semua kebijaksanaan pemerintah
barulah memiliki kekuatan otoritatif setelah disahkan
cleh lembaga pemerintah menjadi bentuk hukum dan siap

untuk diimplementasikan atauw dilaksanakan.

FProses Pembentukan Kebijaksanaan Femerintah.

-

Membuat atau merumuskan suatu kebijaksanaan,
yaitu kebijaksanaan pemerintah tidaklah mudah, banyak
faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatannya.

Froses pembentukan &Yobiiazlzanaan pemerintah yang
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rumit dan sulit harus diantisipasikan sehingga akan
mudah dan berhasil saat diimplementasikan.
Dalam proses itu, maka pembuat kebijaksanaan

harus mencari dan menentukan identitas permasalahan

kebijaksanaan. Adapun vang dimaksud dengan
permasalahan menurut James E. Anderson dengan
19)

mengutip pendapat David G. Smith adalah :

"Faor policy purposes, a problem can be formally

defined as condition in situation that
produces needs in dissatisfactions on the part

of the peaople for which relief or redress in
sought. This may be done those directly
effected or by others acting on their behalf".
Selanjutnya Anderson memberikan gambaran, bahwa

suatu permasizliahan baru akan menjadi permasalaban
kebijaksaiaan (policy prodsiems), bila problem—-problem

itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan

tindakan terhadap problema-problema itu.

Contoh amat Jjelas vyang berkaitan dengan
pengertian tersebut adalah masalah pencemaran
lingkungan dan khususnya pencemaran oleh limbah

industri merupakan problema yang . mempunvyai akibat
vang luas termasuk akibat~akibatnyé dapat mengenai
orang-orang secara tidak langsung terlibat.
Sehubungan dengan hal itu, haka langkah pertama vyang

harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijaksanaan

17} James E. Anderson, loc.cit, h. 52 — 33.

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

47

adalah mengidentifikasikan problema yang timbul dan
kemudian dirumuskannya. Untuk itq problema tersebut
harus terlebih dahulu masuk dalam agenda pemerintah.
Demikianlah halnya dengan pencemaran lingkungan
memerlukan perhatian vyang serius dan aktif dari
pembuat kebijaksanaan vyang sah, sehingga perlu
diberikan prioritas utama dalam mencari alternatif

20
cara—cara pemecahannya. )

Cobb dan Eldet mengartikan
agenda Femerintah sebagai berikut :

"Governmental agenda is compased of those
problem;tc which publigl?fficials give serious
and active attention”.

Menurut Charles 0. Jones, ada 4 (empat) faktor vyang

perlu diperhatikan agar problem itu dapat menarik

perhatian secara serius yaitu22 :

1. Dilihat dari peristiwanya sendiri; berapa banyak
orang yvang terkena pengaruh atau akibat peristiwa
tersebut. Bagaimana persepsi orang terhadap

peristiwa maupun akibat peristiwa-peristiwa itu ?

Seberapa besar intensitas orang—orang yang

20) Catatan : Hal ini merupakan “Substantive

problem” karena menyangkut kepentingan aktual dari
kegiatan manusia, Ibid., h. 57.

21)

22) Charless D. J.., An Introduction to the study
of Public Policy, 2nd, ed, Massachusetts: Durbury
Press, 1977, dikutip M Irfan Islamy, Prinsip—prinsip

Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bina Aksara, 1984, h.
120.
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~

dipengaruhi oleh peristiwa tersebut 7

2. Organisasi kelompok—-kelompok; berapa jumlah
anggofa kelompok yang terkena akibat peristiwag
apa ikatan mereka terhadap kelompoknya ? Bagaimana
hubungan antara anggota dan pemimpin kelompok
tersebut 7 Apakah  tersedia tenaga staff vyang
profesional 7 Bagaimanakah pemimpin—-pemimpin itu
dipilih 7? GSeberapa besar oto%itas vang mereka
miliki 7 | |

3. Cara mencapai kekuasaan, apakah mereka yang
terkena akibat beristiwa itu terwakili oleh mereka
vang mempunyai posisi sebagai pembuat keputusan ?
Apakah mereka yang mempunyai posisi sebagai
pembuat keputusan bersikap simpatik pada mereka
vana terkena akibat/pengaruh ? Adakah dukungan
dari mereka yang terkena pengaruh 7

4. Froses kebijaksanaan; Apakah jenis hubungan antara
pembuat kebijaksanaan dan orang-orang yang terkena
pengaruh kebijaksanaan tersebut 7 Hierarkhis/
Demokiratis 7 Apakah syarat—-syarat ' formal bagi
pembuat kebijaksanaan 7 Seberapa besarv kepekaan
pembuat kebijaksanaan terhadap mereka vang
dipengaruﬁi ? dan sebagainya.

Keempat faktor di atas hanya sebagai alat analisa

terhadap problem dan bukan fomula untuk menjamin agar

problema tersebut dapat dimasukkan ke dalam agenda

pemerintah.
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Langkah barikutnya adalah perumusan
kebijaksanaan pemerintah, yaitu kegiatan menyusun dan
mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk
memecahkan masalah. Salah satu alternatif yang telah
dipilih secara memuaskan akan menjadi suatu usulan
kebijaksanaan (policy prapasal) yang telah
diantisipasikan dapat dilaksanakan dan memberikan
dampak yang positip. Fihak—pihak yang terlibat dalam
proses perumusan kebijaksanaan negara itu sangaﬁ
tergantung pada cistem politik (political system)

. negara yang bersanghkutan.

Fembuat Ekeputusan bisa sekaligus berfungsi
sebagal pengesah  keputusan tersebut ataw pembuat
keputusan adalah pihak-pihak vyang berbeda dengan
pengesahan keputusan.

fpabila usulan kebijaksanaan diberikan
legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang,
maka usulan itu berubah menjadi Lkebijaksanaan vyang
sah dalam arti dapat dipaksakan pelaksanaannya dan
bersifat mengikat bagi orang/pihak-pihak yang menjadi
sasalran kebijaksanaan. Walaupun banyak usulan
rebijaksanaan datang dari lembaga-—lembaga etsekutip,
helum tentu  memperoleh persetujuan dan  pengesahan
dari lembaga atau pihak yang berwenang. Usulan—usulan
tersebut dapat disetujui, ditolak atau disahkan
dengan beberapa modifikasi.

kKebijaksanaan pemerintah vang telah
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dilegitimasi oleh lembaga vyang berwenang, maka
kebijaksanaan tersebut telah diberi bentuk/kerangka
yang disebut dengan peraturan perundang-undangan atau
pelba§ai macam ketetapan maldpun dalam bentuk lainnya,
dengan demikian rakyat punya kewajiban mutlak untuk
mematuhinya.

Garis—Baris Besar Haluan Negara merupakan salah
satu bentuk kebijaksanaan negara yang diberi bentuk’
Ketetapan MFR yang mempunyai sifat mengikat bagi'
seluruh warga masyarakat. '

George C. Edwards 1III dan Ira Sharkansy
mengartikan : public policy is what government say
and do; to do not do. It is the goals or purposes of

23)
government ptrograms.

kKebijaksanaan dasar itu dapat
ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-
undangan dengan berbagai program dan tindakan yang

dilakukan pemerintah.

2.4. Hubungan Antara Kebijaksanaan Femerintah Dengan

Hukum.
Untuk dapat menjelaskan hubungan antara
kebijaksanaan pemerintah dengan hubum, maka perlu

diketatui letak >huku@ di dalam masyarakat. Hukum

Ibid., h. 24.
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bukan semata-mata sebagai lembaga vyang otonam,
melainkan ia sebagai suatu lembaga yang bekeria untulk
dan di dalam masyarakat.

Oleh karena itu  bPukum  tidak lagi hanva
berfungsi sebagai hkontrol sosial, wmelainkan hukum
dipakai sebagail sarana untuk melakukan perubahan-—
perubahan di dalam masyarakat. Bahkan hukum dipakal
sebagal Sarana untok mewujudkan tujuan—tujuan
ﬂDlitik.24) Femahaman vang demikian memberikan suatu
penjelasan bahwa hubum hanya merupakan satu subsistem
vang ada di dalam masyarakat.

dendasarkan  pada teori sistem sosia Talcott

oa51a

[~
il
bt
~~
re
0
r
Al
ot

Farsons ditunjukkan babhwa suatu sistem

terdiri dalam subsistem—subsistem yano dibatasi oleh
lTingkungan baik yang bersifat Tisik dan ideal yaitu
Cerupa lingkungan alam fisik organis dan  realitas

terakhir. ftas dasar 1ni Bredemeier melihat bahwa

hubkum it terkait dengan lain—lain sektor kehidupan

masyarakat. la menvebutkan adanya empat proses utama

4 N. Lubhmann menyebutkan fungsi hukum sebagai

berikut . "Spcial Engineering as & Folitical

Approach to Law", dikutip dari Gunther Teubner,

loc.cit. y ha Sa

Selain itu perlu diketahui bahwa fungsi-fungsi vyang

dapat dijalankan oleh hukum sbb :

1. Aubert mengatakan "from prevention to promotion®.

2. Brockman dan Ewald, fungsi hukum sebagail
"socialization of law".

Z. Heller, hukum sebagai "pasitive state”
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3
yvang bekerja dalam masyarakat yaitu T )

(1) Froses adaptasi, meliputi ekonomi, penggunaan

ilmu pengetabhuan dan teknologi.

Froses penetapan tujuan/pengambilan keputusan

(Goal Pursuance) yang meliputi sistem politik.

Proses mempertahankan pola masyarakat vyang

meliputi sosialisasi.

(4) FProses integrasi yang dilakukan oleh hukum.

Hukum memperoleh inputnya dari ketiga subsistem

sedangkan hukum memberikan cutputnya kLembali,

sebagaimana dapat digambarkan secara bagan berikut

‘ini s : '

Froses

Input ke hukum

Output dari hukum

1. Adaptasi

X ]

. FPenetapan
tujuan

D]

. Memperta-—

Ilmu pengetahuan
Teknologi,Ekonomi.

Keputusan politik

Konflik. Fenghar-—

Organisasi
Struktur

Legitimasi
Interprestasi

Fenyelesaian per-—

hankan gaan terhadap kara keadilan.
pola ma - lembaga pengadilan.
syarakat
23) Harry C. Bredemeier, Law as an_ Integrative
Mechanism, dalam Vilhelm Aubert, ed, Gociology of
Law, Middlesex : FPenguin Rooks, 1973, h. 32 - 67.
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Adapun proses integrasi yang dilakukan oleh
hukum dimaksudkan sebagai suatu proses yvang
menyatukan berbagai bagian atau unsur menjadi suatu
kesatuan vyang terpadu.zb)

Skema tersebut diatas nampak adanya hubungan
kait—-mengait antara hukum dengan proses—proses lain
vang bekerja dalam maéyarakat, sehingga apabila
térjadi perubahan pada subsistem vyang lain pada
akhirnya akan memberikan pengaruhnya pula pada
subsistem hukum. Fersoalannya adalah bagaimana hukum
dapat menampung adanya perubahan itu.

Ada F (tiga) ciri utama yang melekat pada hukum
modern, yaitu : .

1. Hukum merupakan suatu sistem peraturan-—

peraturan.

b

« Hukum merupakan suatu bentuk kegiatan manusia
yang dilakukan dengan kesadaran untuk mencapai
tujuan.

F. Hukum serentak merupakan bagian dari tetapi

juga terlepas dari negara.27)

Jika salah satu ciri hukum modern itu merupakan

suatu  bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan

kesadaran untuk mencapai tujuan, sedangkan penetapan

-

26) Hoogerwerf, Op.cit.. h. 457.

27) pavid M. Trubek, Op.cit.. h. 2.
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tujuan merupakan output dari sistem politik, maka
antara sistem hukum dan sistem politik terdapat
hubungan timbal balik.

Dalam rangka pencapaian tuwjiuan itulah
diperlukan adanya sarana berupa hukum, karena secara
teknis hubum dapat memberikan/melakubkan hal—-hal
sebagai berikut :

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin

kepastian dan memberikan prediktabilitas‘a)

di
dalam kehidupan masvyarakat.
2. Hukum merupakan sarana pemarintah untuk

menerapkan sanksi.

3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai
sarana untuk melindungi melawan kiritik.

4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk

mendistribusikan sumber-sumber daye.

JdJadi ocutput utama sistem politik adalah fubkum,

sedangkan hukum  merupakan indikasi adanya

kebijaksanaan agar dapat diimplementasikan, mak a

semakin nampak keterkaitan antara hukum dan
28)

Vilhelm Aubert, The Rule of Law and The
Promotional Function of Law in the Welfare State,
dalam Gunther Teubner, loc.cit., h. 28.

Hukum untuk wmenijiamin tercapainya prediktabilitas
dalam kehidupan masyarakat diungkapkan pula oleh
Denis bLlaoyd, The idea of Law, Fenguin Books, 1972, h.
294, H.L.A. Hart, The Concept of Law,. Oxford
University Press, 1972, h. 16.
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kebijaksanaan sebagaimana pendapat di bawah ini :

“Constitutions, statutes, administrative orders
and exgswtive orders are indicators of
policy".”

Hubungan antara kebijaksanaan pemerintah dengan

hukum semakin jelas disebabkan karena :

"Government lends legitimacy to policies.
Governmental policies are generally regarded
as legal obliQﬁgions which command the loyalty
of citizens".™ .

Selanjutnya dikatakan : Only Governmental
policies involve legal abligaticon. Bahkan
dikatakan hukum merupakan suatu bagian vyang
integral dari kebijaksanaan :

"Law is an integral part of policy initia
tion, formalization, implementations and

evaluation. Legistative bodies formulate
public policy through,l?tatutes and

appropriatons controls".,”
kKeadaan seperti itu menyebabkan hukum merupakan
kebutuhan vyang fungsional bagi masyarakat dan hukum
dipandang sebagai elemen penting bagi perkembangan

politik.

%7) vay A. Sigler, Op.cit., h. 4.

30) Thomas R, Dye, Op.cit., h. 20.

1) vay A. sigler, Op.cit., h. 11.
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2.5. Hukum dan Perkembangan Masyarakat

Untuk mengamati dan membicarakan semua struktur
dan proses yang berhubungan dengan kegiatan dan
proses perwujudan tujuan kebijaksanaan pamerintah
melalui hukum, maka kita sebenarnya mulai melihat
hukum dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai
basis sosialnya. Adanya pergeseran dalam prioritas
kegiatan negara menyatakan betapa.hukum_itu merupakan
kebutuhan masyarakat yaitu sebagai salah satu sarana
untuk mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan
sosial tetap berlangsung. Meialui hukum pula
memungkinkan terjadinya komunikasi vyang efektif
diantara sesama anggota masyarakat maupun antara
pemerintah dengan warga masyarakat.

Ferkembangan dan perubahan yang sangat besar
akibat pengaruh industrialisasi dan penggunaan
teknologi modern terhadap " kehidupan sasial
menyebabkan hukum semakin merasuk ke dalam setiap
bidang kehidupan manusia, sehingga peranan vang

dilakukan oleh negara di dalam masyarakat semakin

2)

'

meningkat. ’Perkembangan yvang ada di dalam

masyarakat menyebabkan semalkin banyaknya kebutuhan

32) .. .
Saat ini negara merupakan sebuah mesin

raksasa dalam pembuatan dan penerapan hukum.
Lawrence Friedman, Legal Culture and the Welfare
State, dalam Gunther Teubner (ed.) Dillemmas of Law
in the Welfare State, Walter de Gruvtn, 1986, h. 14.
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manusia vyang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan
tersebut diperlukan adanya hukum yang dapat menjamin
dan memperlancar jalannya kebutuhan tersebut.
Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah proses vyang
harus ditempuh masyarakat untuk menjadikannya sebagai
sarana vang bisa menjalankan peranannya vang lebih
efektif.

Fada hakekatnya hukum merupakan perlengkapan
masyatrakat untuk menjamin agar kebutuhan—kebutuhan
dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur. Hukum

harus mampu menjadi sarana agar tujuan kebijaksanaan

pemerintah dapat terwujud dalam masyarakat. Hal ini
mengingat ciri—ciri  vyang melekat . pada hukum
yvaitu

1. Kehadiran hukum menimbulkan suatua kemantapan dan

keteraturan dalam usaha manusia.

IJ

. Memberikan Lkerangka sosial terhadap kebutuhan-—

kebutuhan dalam masvyarakat.

Ted

- Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia,
vang menampilikan wujudnya dalam bentuk sarana-
sarana. Norma-norma inilah yang merupakan sarana
untuk menjamin agar anggota—anggota masyarakat

. dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi.
Melalui norma-norma tersebut terjelmalah posisi-
posisi yang kait-mengait tersebut. Melalui norma-—
norma ditetapkan posisi masing-masing anggota

masyarakat dalam hubungan dengan suatu pemenuhan

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lebutubhan tertentu dan bagaimana kaitannya dengan
posisi anggota masyarakat yang lain.

4, Di dalam masyarakat ditemui berbagai subsistem
yang menyebabkan babwa perubahan pada suatu sub-—
sistem akan memberikan dampaknya terhadab sub-

sistem 1ainnya.33)

Hukum mempunyai tujuan sebagai sarana untuk
memenuhi serta menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan

manusia dalam masyarakat. Dalam melakukén/menjalankan

peranannya tersebut sangat berhubungan dengan tingkat

perkembangaﬁ .masyarakat vang oleh Weber disebut

dengan istilah dominasi. Untuk itu kita akan memakal

sistematisasi Max Weber yang menjelaskan

penyelenggaraan fiukum dengan tahap perkembangan
masyarakatnya.

Fada saat kekuasaan vyang menjalankan mesin
administrasi menjadi semakin rasional, maka akan

semakin banyak pula jumlah personil administrasi yang '

.akan dilibatkan ke dalam pengimplementasian kekuasaan

tersebut, sehingga prosedur hubkum akan menjadi
rasional, baik dalam bentuknya maupun substansinya.
Ferkembangan kearah pengorganisasian sosial vang

rasional legal diikuti dengan bentuk administrasi dan

-

33) Satjipto Rahardio, Ilmu Hukum, Alumni,
Bandung, 19846, h. 130.
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a9
penyelanggaraan . hukum ini nempak pada tabel berikut
.. 34)
inNns. -
‘OR J F TYPE OF
S GITIMATION: ADMINISTRATION: BASIC OF . FORM OF FORM O.
- ;fm of associated form of OBEDIENCE JUDICIAL JusTICE  LEGAL
’ n\ legitimation administration owed by subject PROCESS THOUGHT
: -~ / LAL. = 1 i lar or  Formal
21 T++] TRADITIONAL PATRIMONIAL = TRADITIONAL duty  Comhinesa (Sccular Format )
F R :ctsbnal authority hereditary to individual * numbsgr of thm.cl:auc) mamma}u vl |
C 3 of King/Prince: principles encurhbent (e.g. King c!cmcntsz .cm;tmcal suhstantive
] 0 PR : beliclin the majer taceor or Prince) as holder (i) empirical justice rationality
R" ‘T’Z'- sanctity of in deiennining of traditionally and/or (i.i)
] M 6,'5 immemorial structure and legitimated office or substantive
o N 72 tradition. content role. Sreong individual  justice, and/.
ol A flavour or duty to or (iil) .
o| L *King's person”. personal (Khadi)
o A .
¥ ".w"-. CHARISMATIC In pure ideal type NO ' Response to social-' . Rcvcla(im.l: . .Cha.rismazic -Fon-fnl L
S8 < AUTHORITY of ADMINISTRATION; psychological empirical justice;  justice nrr:txona.lny/
A L leaderts). but where form persists  characieristics of strong cmph?sm §ul:sfanm.rc
p ,1% " . ! *Personal devotion process of ‘routinisation  individual upon fom\_alssm irrationality
Ofs to the specific sad of cha:swea” takes place.  charismatic leader in association :
i | M- | exccptional sanctity, ' i.e. to qualities of with purcly
¥ A 1| heroism or exemplary individual personality.  intuitive
Ul 2+ | character of an authority .‘,f
)Li } € - { individual person’. Id“:; ismauc
L eader.
13 | R RATIONAL LECAL: BUREAUCRATIC - Duty of ohedience Rational: cases .R:lltﬂﬂﬂ l'ofm;l )
A L suthority derived - professional - impersonal, owed .Ic\'u.lcd .l)y jostive Avauona}uy -
T E} from rcified system not to individuals, application of in ;.sartu:ular
[} ! G4 of taw rationally not even to office rational, abstract lngnql
’ g Al and cc:n.v:imts!v but to ‘the system’, rules to cases by’ formal
Nias b cnacted ) professional rationality,
L ) <alt,
Mampak jelas bahwa perwujudan tujuan oleh hukum
erat berhubungan dengan peringkat perkembangan
masyarakatnya. Apabila susatu masyarakat telah memakai
cara-cara  yang lebih terorganisasi, maka salah satu
ciri pelaksanaan hukum dalam masyarakat modern
menurut Max Weber adalah sifat birokratisnya. Sebagai
kelanjutan dari birokrasi dan rasionalisasi., maka
34) _ ,
Alan Hunt, The Socinlogical Movement In Law,
The Macmillan Press, 1978, h. 119.
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pekerjaan—pekerjaan pelaksanaan hukum memiliki
profesionalisasi, sehingga masalah pelaksanaan hukum
merupakan suatu jaringan jabatan—jabatan Qang cukup
kompleks.as)

Apabila kita telah melihat hukum dalam konteks
vang luas, maka hukum dengan demikian merupakan sub-—
sistem diantara subsistem—subsistem vyang ada dalam
masyatrakat.

Dalam bekerjanya, hukum menerima umpan—-umpan
dari bidang?bidang iain vyang selanjutnya akan
menghasilkan outputs yang disalurkan kembali ke dalam
masyarakat. Teori Harry C. Bredemeieraé) lebih

mendekatkan pemahaman ~ kita tentang hubkum dan

kebijaksanaan pemerintah sebagaimana nampak di bawah

ini.

Input Cutput
Adaptasi Penataan kembali
(Ekonomi) proses produksi

) dalam masyarakat
Fengejaran Legitimasi dan kon-
Tujuan —-———- SISTEM HUKUM ———— kritisasi tujuan-—
(Folitik) tujuwan
Mempertahankan Keadilan

Fola (Budaya)

-~

331 Ibid..

56) Harry € Bredemeier, Law as an Integrative
Mechanism, Vilhelm Aubert, ed Sociocloqy of |aw,
(Middlesex): Penguin Books, 1973, h. 54 - 55.
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Bagan tersebut menggambarkan hubungan—-hubungan
diantara bidang-bidang serta proses—-proses dalam
masyarakat sebagai hubungan masukan dan keluaran.

*7) dalam menerima input dari subsistem

Sistem hukum
politik melakukan pilihan atas berbagai tujuan vyang
hendal ditetapkan untuk selanjutnya diberikan
legitimasi.

Sebagaimana pernyataan dibawah ini

"Every legal rule reflects a policy choise".sa)

Dengan demikian tujuan—tujuan tersebut dapat
diwwjudkan dalam tindakan yang nyata.

Hukum merupakan karya manusia yang berupa
norma—norma berisikan petunjuk~pe£uniuk tingkah laku,
yang mencerminkan kehendak manusia tentang bagaimana
seharusnya masyarakat dibina dan kemana harﬁs
diarahkan; Huk.um adalah norma yang mengajak
masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan

tertentu  tanpa mengabaikan dunia kenyataan. Oleh

kLarenanya hutum terutama dibuat dengan penuh

373 Sebagaimana pendapat L. M. Friedman, The

Legal System, RS Foundation, Ny, 1975, h. 12.
"The heart of the system is the way in turning input
into output”. The structure of the legal like system
is like some gigantic computer program, ended to deal
with million of problems that are fed daily into the
machine.

38) Arthur W. Murphy, Law and Research,
Supported by Government, dalam Law and The Social
Role of Science, Harry W. Jones, The Rockefeller
University Press, N.Y., 1266.
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kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan

tertentu.

Hubungan fungsional antara hiukum dengan
masyarakatnya akan menjadi lebih jelas bila kita
membicarakan kehadiran hukum sebagai satu sistem.
Pemahaman yang umum mengenai sistem adalah "A System
is a set of interrelated parts, working
independently and jointly, in pursuit of common

aobjectives of the whole, within a complex

. 39
environment".” )

Fengertian-pengertian dasar yang mengikuti
definisi tersebut di atas adalah :

1. " Furposive behavior the system is objective
oriented. :

Wholism the whole is more than the sum of
all the parts.

. Openness the system interacts with a larger

system, namely its environment.
4. Transformation the working of the parts
creates something of value.
9. Interrelatedness the various parts must fit

R

I::.'

together.
6. Control mechanism - there is a unif&&}ng
force that holds the system together.”
Melalui cara pendekatan vyang demikian Citu
berarti kita telah menempatkan posisi hukum di

tengah—tengah lingkungan vyang 1lebih Iluas vaitu

3 ] . .

7) William A. Shrode dan Voich, Jr,
Organization and Management, Basic Systems concepts,
Florida State University Tallahassee, 1974, h. 122.

40) rhid.

-
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merupakan bagian dari proses—proses kemasyarakatan.
Dengan demikian hukum merupakan subsistem dalam
masyarakat vyang selalu mengadakan proses pertukaran
{znterchange) dengan subsistem—subsistem lainnya.
Interchange yang amat menonjol dalam pembahasan
ini adalah antara subsistem politik dan hukum. Hal
ini dikarenakan politik mempunyai arti sebhagai
seluruh kegiatan dan interaksi manusia vang berkenaan
dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusaﬁ'
politik yang dapat menyanghkut kebijaksanaan

pemerintah atau pola-pola perilakua untuk mencapai

tujuan negara dan dapat . berupa pejabat
negara/memerintah atau orang—-orang vang akan
menyelenggarakan kebijaksanaan pemerintah.qi) Selain
itu sistem politik vyang memiliki fungsi untuk

mengejar suatu tujuan mengandung energi vyang lebih
besar dibanding dengan sistem hukum. Akibatnya bukum
vang nampak (law in &ction) sangat dikondisikan oleh
sub sistem politik.

Keputusan yang menyvangkut kebijaksanaan

pemerintah itu menyangkut hal-hal sebagai berikut :

. 41) A. Ramlan Surbakti, Perbandingan sistem
Polétik, Macphiso Grafika, Surabaya, 1984, h. 10.
Adapun teori "decision making"” dijelaskan oleh James
E. Anderson, loc.cit., h. 2 - 10 ; Brian W. Hogwoad
and Lewis A. Gunn, Policy Analysis for the Real
Waorld, Oxford University Press, 1984, h. 20.
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1. Keputusan berupa alokasi dan distribusi
sumber—sumber daya (distributif).
2. Keputusan berupa penyerapan sumber—-sumber
materiil dan manusia (ekstraktir).
Z. FPengaturan perilaku anggota masyarakat
(regulatif).
Hal ini diperlukan untuk mendulkung
kebijaksanaan yang pertama dan kedua.
4. Pracedural policy vyaitu pengaturan yang
menyangkut‘prosedur.42)
Keoutusan merupakan pilihan terbaik dari berbagai
alternatif dan alternatit itu dapat berupa program
perilaku untuk mencapai tujuan negara dan dapat pula
betrupa aktor—-aktor vyang menyelenggarakan program-—
program tersegut.

Fembuatan hukum (undang—-undang dan peraturan
lainnya disini) tidak kita lihat sebagai proses hukum
teknis, melainkan sebagai manifestasi kegiatan
politik (produbk proses politik).

Undang—undang No. 4  tahun 1982 tentang
Ketentuan—ketentuan Feokok Lingkungan Hidup mencakup
tiga hal kebijaksanaan Femerintah baik distributif,
ekstraktif maupun regulatif (lihat pasal 10). Sebab

-

dalam UULH diatur masalah pajak/retribusi lingkungan,

42) 1bid..

-
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Juga diatur tentang peruntukan dan peraelalaan sumber

dayé. Selain itu, dalam LU H ciar peraturan
pelaksanaannya  juga ditentukan bagaimana oejabat
pamerintah dan  angoots masyarakat melaksanakan
undang—undang tersehut seperti prosedur untuk
menjalankan suatu  bidang usaha, penggunaan dan

pertanggungjawabannva. Ketentuan vang mengatur soal

pajak/retribusi meErupakan  keputusan vang bersifat

]

kstraktif, sedangkan ketentuan mengenai prosedur

in
al

relaksanaannya merupakan keputusan yanag prosedural.
Selanjutnya pengaturan yang memberikan petunjuk

bagaimana seseorang harus berperilabu sesuai dengan

kehendak FEraturan  dinamakan kebiiaksanaan yang

requlatif,
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BAB I1I
HURUHM SEBAGAI SARANA KEBIJARKSANAAN

PEMERINTAH

Pendahuluan

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya
dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah
ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola
kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari 1itu
hukum menjurus kepada penggunaannya sebagal sarana.
remakailan yang demikian 1itu semakin terasa semenjak
kita melakukan pembangunan vaitu melalul Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Pandangan instrumental mengenai hukum telah
naimpak dalam Repelita kedua (1873 - 1373), vang dalan
hal pembangunarn 4i bidang hukum mengatakan :

"Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan

dan menampung kebutuhan hukum sesuai dengan
kesadaran hukum rakyat vang berkembang kearah
modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan
pembangunan di segala bidang sehinggsa tercapai
ketertiban dan kepastian hukum sebagai
prasarana vang harus ditujukan kearah
peningkatan pembinaan kesatuan bangsa
sekaligus berfungsi sebagal sarana menunjang
perkembangan modernisasi dan pembangunan
menyeluruah".

Pcm“anguﬁép hukum sebagai instrumen ini juga nampak

pada hasil keputusan seminar Hukum Nasional ke IIT

tahun 1374 di Surabaya sebsgai berikut

"Perundang-undangan terutama dslam masvarakat
dinamis dan yang sedang berkembang, merupakan
sarana untuk mereazlisasi kebijasksanaan HNegara
dalam bidang-Lidang ekoonowi, sosial., budaya,

g7
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politik dan pertahanan, keamanan nasional

sepgual dengan skala prioritas dan pembangunan

nasional".
kesadaran vyang demikian itu berbeda dengan konsep
hukum yang diajarkan oleh Friedrich Karl Yon Savigny
pendiri aliran sejarah yang menyatakan bahwa bukum
itu merupakan ekspresi dari kesadaran hukum rakyat
(Volksgeist). Dikatakan hukum itu dilahirkan dari
bebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat.

Konsep tersebut memang didukung oleh kenyataan
dalam sejarah vaitu masyarakat yang masih sederhana.
Sebaliknya konsep hukum sebagai instrumen berkai
erat dengan konsep perkembangan masyarakat yanag
didasarkan pada perencanaan vaitu dengan melakukan
pilihan—pilihan dari berbagai alternatif untuk
mencapai tujuan—tujuannya. Filihan"pilihaﬁ inilah

vang hendak diwwjudkan melalul hukum.

3.2. Ferkembangan Hukum dan Masyarakat Beserta Karakteris—

tistiknya.

Untuk sampai pada masalah fungsi hukum, maka
pembicaraan kita tidak akan terlepas dengan latar
belakang kehidupan masyvarakat luas sebagai basisnya.
Hal imi  disebabhkan hukum senantiasa beroperasi  di
dalam masyarakat dengan nilai-nilai vyang tertentu.
Hukum  disamping mempunyal tuwiuvan yang ingin  dicapail

ia Jjuga terikat pada bahan—bahan yang tersedia oleh

-
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masyarakatnya.

Melalui pemahaman akan struktur masyarakat akan
memperlihatkan bagaimana hukum itu dibuat serta
bagaimana hukum itu dijalankan di dalam masyarakat,
secara keseluruhan merupakan suatu sistem vang
kedalam meranghkum bagian-bagian yang saling
berhubungan dan keluar berada di dalam keadaan yang
berserasi dengan keseluruhan jaringan hubungan intern
yang ada. Hukum dengan demikian meruﬁakan subsistem
di dalam kerangka keseluruhan budaya masyarakat.
Di samping itu hukum merupakan pula suatu unsur vyang
selalu memasuki setiap pranata sosial vang ada dan
selalu memainkan peranan yang penting' di dalam
pranata tersebut.l)

Hubungan timbal balik antara @ hukum dengan
masyarakat menunjukkan bahwa hukum vyang berkembang
sampail saat sekarang ini atau disebut hukum modern
selalu diiringi dengan perkembangan masyarakaé. Fada
umumnya perkembangan masyarakat secara dikotomis
dibedakan antara masyarakat yvang .tradisional atau
sedang berkembang di satu pihak dan yang modern atau
vang maju di lain pihak. Ada pula vyang membedakan
antara "masyarakat sederhana"” dan "masyarakat dengan

ruanb lingkup vang lebih bhesar".

L Yeheskel Dror, Ventures in Policy Sciences,
Elsevier, Amsterdam, 1971, h. 36 - 39.

-
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Masyarakat tipe pertama, antara lain
berdasarkan konsensus nilai-nilai dan hampir tidak
ada pelapisan sosial sedangkan tipe kedua, konsensus
tidak menentu dan terjadi pelapisan sosial. Sebagai
kelanjutannya pembuatan hukum pada model pertama
hanyalah menetapkan nilai-nilai vyang berlaku dalaﬁ
masyarakat sedangkan pada model kedua pembuatan»hukum
merupakan masalah pilihan nilai-nilai.Z)

Feralihan masyarakat pada taﬁap vang modern
oleh perkembangan tata hukum dapat dinyatakan sebagai
nukum formal. Hukum tersebut memiliﬁi ciri-ciri yaitu
tertulis, universal, sistemnya bersifat rasional -dan

diorganisir secara birokratis.o)

Demikian pula HMax Weber melihat pentingnya

hubum sebagai mekanisme untuk mengantarkan
perkembangan masyarakat menuju pada masyarakat
modern. Ferkembangan ite ditandai oleh suatu

kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang secara
sadar dan sitematis didasarkan pada hukum. Suatu
karakteristik vang menonjol dari kehidupan

konstitusional adalah dijumpainya sistem peraturan

2} Chamblis and Seidman, Law, Order and

Power, Reading Mass: Addition - Westley, 197Y, h. S6.

3 . .

) Marc Galanter, Modernization of Law, Myron

Weiner, Modernization The Dynamics of Growth,
Cambridge, Mass, 1966, h. 168 - 170.

-
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hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatan
dalam suatu negara.4) |

Max Weber menghubungkan kehadiran hukum modern
itu dengan negara modern yang dicirikan dalam bentuk
pengadministrasian vang rasional birokratis.®)
Karakteristik tersebut nampak dari

1. Adanya suatu btertib administrasi dan hukum
vang tunduk pada perubahan vyang dilakukan
oleh badan pembuat undang-undang.

2. Suatu perlengkapan administrasi yang mengatur
pekerjaan yang sesuai dengan peraturan
perundéng—undangan. |

3. Terdapatnya otoritas yang mengikat setiap
orang vang melakukan . perbuatan di dalanm
wilayah yurisdiksinya.

4. Penggunaan kekuasaan yang hanya disyahkan
apabila yang demikian itu memang diatur dan
diizinkan oleh peraturan yang berlaku.

Kehadiran hukum modern yang diiringi dengan
perkembangan masyarakatnya memerlukan waktu yvang

cukup panjang sebagaimana yang terjadi di negara-

4) Max Weber, On_law Ip Ecopomy And Society, A
Clarion Book, 1854, h. 321 - 327.

5) Ibid..

-
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6)

negara Eropa.

Perkembangan yang demikian itu tidak dialami
oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena semenjak
tanggal 17 Agustus 1845 Indonesia memproklamirkan
kemerdekaannya, maka berakhirlah masa .penjajahan
Belanda atas Indonesia. Perubsahan yang terjadi adalah:
semula masyarakat feodal menuju . pada
masyarakat/negara konstitusional yaitu berdirinya
Negara Republik Indonesia ini ditandai oleh adanya
Undang-Undang Dasar 1843.

Terjadinya perubahan kesatuan politik dan
sosial tersebut kearsh negara konstitusional tidak
diikuti oleh perkembangan masyarakat, sehingga
kemampuan sosial dan kebudayaan sebagai suatu
kehidupan bersama hen:laknya diarahkan pada kehidupan
bernegara dan berbangsa.

Menurut Max Heber kecenderungan untuk
berkembang menjadi hukum modern dimulai dari prosedur
hukum yang primitif berupa gabungan antara formalisnme
vang magis dan irvasionalitas yang terjadi melalui

perwahyuan, bergerak ke arah c¢ara-cara yang makin

6) Pembentukan masyarakat modern yang terjadi
di Eropa digambarkan oleh Giafranco Poggi melalui
lima tahap yaitu : I.Tahap Feodalisme,
I1I.Standestaats, III.Absolutisme, IV._Masyarakat

Sipil, V._Negara Konstitusional. Perkembangan selalu
diikuti pengorganisasian wmasyarakat yang semakin
meningkat.,, diambil dari Satjipto RrRahardjo, Ilnua
Hukum, Alumni, Bandung, 1986, h. 178 - 193.

-
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spesialistis dan sistematis, logis rasional untuk
kemudian melalui cara-cara teokratis dan patrimonial
yang cenderung substantif dan informal,
selanjutnya pola tahap terakhir yaitu szlimasi logis
dan pendeduksian secara kuat_ dengan mengembangkan
prosedur yang semakin teknis rasiona1.7)

Ferkembangan hukum selalu diiringi dengan
perkembangan masyarakat, nampaknya juga diketengahkan

8)  pada

ocleh Philippe Nonet dan FPhilip Selznick.
dasarnya perkembangan masyarakat ditandai oleh tipe
hukumnya.
Ada I (tiga) tipe dasar hukum dalam masyarakat,
yaitu =
1. Hukum represip yakni hukum merupakan alat
kekuasaan represip.
2. Hukum Utonom yaitu bukum yang mampu menjinakan
represi dan melindungi integritasnya sendiri.
» Hukum Responsip vyaitu hukum merupakan sarana
respons atas kebutuhan—-kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.

Secara lengkap nampak dari skema di bawah ini.

7) Alan Hunt, op.cit., h. 107 - 112,

8) Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law__and
Society in Transition : Toward Responsive law, Harper
and Row, 1978.

-
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ENDS OF LAW
LEGITIMACY
RULES

REASONING

DISCRETION

———

COERCION
MORALITY

POLITICS

EXPECTATIONS
OF OBEDIENCE

PARTICIPAT-
iON

tetertiban
masyarakat.

namun

diskresi sering kali terjadi. Hukum pidana
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REPRESSIVE LAW

Order .
Social defense and raison d'etat

Crude and detailed but only
weakly binding on rule makers

+Ad hoe; expedient and particu-

laristic
Pervasive; opportunistic

Extensive; weakly restrained

Communal morality;‘legal mor-
alism; "morality of constraint"

Law subordinated to power
politics,

Unconditional; disobedience
perse punished as defiance

Submissive compliance; critic-
ism as disloyalty

AUTONOMOUS LAW

Legitimation
Procedural fairness
ElaboraT;; held to bind rulers

* as well as ruled
Strict adherence to legal author-

ity; vulnerable to formalism

" and legalism

Confined by rules; narrow dele-
gation\ ~ )

Controlled by legal restraints _

Institutional morality; i.e., pre-
occupied with the integrity of
legal process

Law "independent™ of politics;
separation of powers

Legally jdsﬁﬁed rule departures,
e.g., to test validity of statutes
or orders

Access limited by established
procedures; emergence of legal
citicism .

(Ragean : Tiga tipe hukum, dikutip
dari Nonet & Selznick, 1978:16)

Fada

dan

kurang

dasar
Aturan—aturannya

mengikat  pembuat

bukum yang represip tujuan

keabsahan

bersifat

23

pusat perhatian penegak bukum.

represip oleh masyrakat oleh karena hukum :

1. Melembagakan

-
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hukum maupun

disprivilese

dengan

hubkum

adalah

aturan

pelaksansannya
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RESPONSIVE LAW .

Competence /
Substantive justice ‘
Subordinated to principle and
Purposive; enlargement of cog-
nitive competence.

Expanded, but accountable to
purpose

Positive search for alternatives,
e.g., incentives, self sustaining
systems of obligations

Civil morality; “morality of co-
operation”’,

Legal and political aspirations
integrated; blending of powers.

Disobedience assessed in light
of substantive harms; perceived
as raising issues of legitimacy

Access enlarged by integration
of legal and social advocacy

adalah

ketertiban
terperinci,
gehingga

merupakan

dirasakan

menekankan
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kewajiban dan tanggung jawab bukan pada hak-hak
vang dipunyai oleh golongan—golongan yang . tidak
berkuasa.

2. Melembagakan ketergantungan khususnya golongan

miskin yang menjadi sasaran bekerjanya bitokrasi.

i

. Mengorganisasi pengamanan sosial atas klas—-klas

berbahaya dengan mengkir-iminalisasikan perilaku
tertentu.io)
Dalam hubunganﬁya dengan kekuasaan, maka pranata-
pranata hukum disediakan bagi kekuasaan politik dan
hukum diidentifikasikan dengan negara serfa tunduk
pada kekuasaan negara. kKelestarian kekuasaan adalah
tugas penegakan hukum.

Hubungan erat‘antara hukum dengan politik dalam
bentuk sub ordinasi langsung pranata hukum pada elite
yang memerintah. Hukum dipakai sebagai
instrumentalisme primitip vang siap
mengkonsolidasikan kekuasaan, menjamin privilese dan
memenangkan konformitas. Diskusi sering terjadi baik
sebagai hasil maupun sebagai cara untuk menjamin
bekerjanya peranan hukum sebagai alat di atas.ll)

Fada tipe hukum yang otonom, hukum dipisahkan

dari politik dengan pemisahan fungsi-fungsi. Tata

10) Ibid., h. 44 — 46.

1) thid., h. S2.

-
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hukum mendukung model aturan, prosedur adalah pusat
hukum dan kepatuhan pada hukum sebagai ketaatan
kepada hukum positip sedangkan tipe hukum represip
menitik beratkan pada masalah mempertahankan
eksistensi negara.lz)

Kea&aan hukum responsip, partisipasi dala&
_pembentukan hukum dan kesempatan untuk berperan serta
dalam menentukan kebijaksanaan umum lebih terbuka.
Keadaan-keadaan hukum demikian tidak terlepas dari
tipe-tipe organisasi formal. Hukum merupakan sarana
bagi kelompok—-kelompok atau organisasi-organisasi
untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan
umum.

Keadaan tipe—tipe hukum yang demikian itu tidak
terlepas dari organisasi formal yakni pra birokratik,
birokratik dan pasca birokratik. Organisasi pra
birokratik nampak adanya campuran antara kepentingan
pribadi dan tanggung Jjawab sosial, pengambilan
keputusan dilakukan secara adhoc didasarkan pada
tindakan tanpa tkontrol dari penguasa, akibatnya

aturan—aturannya tidak sistematik. Fada organisasi

formal birobkratik, tuwjuan dinyatakan Jjelas dan

terdapat lingkungan vyang hierarkis, perraturan-

peraturannya berupa bodifikasi. Adapun proses
12)

-~
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pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasi
dan problem orienfed-13)

keadaan demikian meﬁyebabkan Daniel 8. Lev
memberikan pengamatannya, bahwa apa vyang merupakan
hukum di suatu negara adalah apa yang disahkan untuk
dilakukan di situ oleh Londisi-kondisi kekuasaan
politik dan penguaéa.l4)

Tipe-tipe hukum sebagiamana di atas mérupakan
konsepsi-konsepsi abstrak, sehingga dalam masyarakat
sulit ditemui tata hukum yang mengikuti salah satu
tipe Yang ada melainkan mengandung ciri-ciri
campuran. Bangunan dasar suatu hukum akan menampakkan
kecenderungan salah satu tipe tersebut.

Rerdasarkan hasil penelitian, maka Uyt H
menunjukkan adanya percampuran ciri—ciri yang
terkandung pada ketiga tipe tersebut.

Dilihat dari ciri-ciri yang ada sebagaimana
nampalk: pada tujuan maupun sasaran yang hendak
dicapai, begitu pula dilihat dari segi politics dan
participation cenderu&g mengikuti hukum yang

responsive. Walaupun di sisi vang lain terutama segi

13) 1hid.., h. 20 - 22.

14) Daniel S. Lev, Lembaga Pendidikan dan Kultur
Hukum Indonesia dalam Yahya Mubhaimin & Colin Mac

Andrews, Masalah—Masalah Pembanqunan Politik, Gajah
Mada University Press, 1¥82, h. 98 - 11l6.

-
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caercicn, discretiocn dan legitimacy ada percampuiran

antara tipe represip dan tipe otonom.

Fungsi—fungsi Yang Dapat Dijalankan Oleh Hukum

Sebagai Sistem Norma.

Apabila kita memasuki pembic;réan mengenai
hukum sebagai suatu konsep yang modern sebagaimana
telah.dibahas sebelumnya, maka.akan ditemuli berbagai
fungsi yang dapat dilakukan oleh hukum. Sudah barang
tentu fungsi bhukum di sini tidak terlepas dengan

kondisi masyarakatnya. Hal ini dikarenakan hukum

"merupakan suatu  kebutuhan masyarakat, sehingga ia

bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah 1laku
kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannvya. Ia
merupakan pencerminan kehendak manusia tentang
bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana
harus diarahkan.

Untuk itu hukum dapat dipakai sebagai sarana

kontrol sosial, dalam hal ini bukum menghendaki agar

warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan
harapan masyarakat. Namun dilain pihak hutum
berfungsi sebagai sarana memperlancar proses

interaksi sosial. Fola interaksi sosial tersebut

dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan,
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vaitu =1%

1. Fola traditional integrated group vyang terjadi
apabila warga masyarakat berperikelakuan terhadap
warga-warga lainnya atas dasar kaedah-kaedah dan
nilai sama sebagéimana diajarkan aleh warga
masyarakat lainnva.

2. Pola audience vyaitu interaksi yaﬁg didasarkan
pada pengertian yang sama vyang diajarkan oleh
suatu sumber secara individual (yang dapat disebut

‘sebagal praopagandist).

i

- Pola public yang merupakan interaksi yang didasar—
kan pada pengertian—-pengertian yang sama yang
diperoleh melalui komunikasi langsung.

4. Fola crowd vyakni interaksi yang didasarkan pada
perasaan yang sama dan keadaan—keadaan fisiologis
yang sama.

Selain fungsi-fungsi vyang tersebut di atas,
Hoebel men;impulkan adanya empat fungsi dasar hukum
yaitu
(1) menetapkan hubungan-hubungan antara para anggbta
masyarakat, dengan menunjukkan jenis—jenis
tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula

yvang dilarangs

-

S
15) Suryono Sukanto, Kesadaran Hukum dan
Kepatuhan Hukum., Rajawali, 1982, h. 63.

-
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menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci

(]

siapa yang boleh secara sah melakukan paksaan
serta siapakah vyang harus mentaatinya dan .
sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat
dan efektif;
(3) menyelesaikan sengketa; dan
(4) memelihara kemampuan masyarakat untuk menyasuali-
' kan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan vyang
berubah dengan cara merumuskan kembéli hubungan-—
hubungan antara para anggota masyarakat itu.lé)
Fungsi hukum yang demikian itu hanya sekedar
memper tahantkan pbla—pola hubungan serta kaidah-kaidah
yang ada. Fada masa sekarang dirazakan hal tersebut
kurang mementhi kebutuhan masyarakat Lhususnya
kebutuhan masyarakat vang sedéng melakukan perubahan
sosial vyeitu dengan adanya pembangunan vyang sedang
kita larukan secaré berkesinambungén.
Adanya pembangunan menyebabkan rakyat
diharapkan untuk bertindak dengan cara—cara yang
baru, sedangkan tata hukum yang diterima pada waktu

remerdekaan telah menciptakan lembaga-lembaga yang

mendorong rakyat berbuat sebagaimana lazimnya mereka

16) Edwin M. Schur, loc.cit., h. 79-82.

-
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lakukan pada masa penjajahan.l7) Oleh sebab itu,
perubahan di dalam hukum dépat diharapkan akan selalu
terjadi sebagai konsekuensi logis adanya
pembangunan. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup @
pertama; kemajuan lahiriah seperti pangan, papan,
sandang, dan lain-lain.; kedua, kemajuan batiniah
seperti pendidikan, rasa aman, keadilan, dan ketiga:
Lemajuan yvang meliputi seluruh rakyat.ls)

Dalam rangka mengadakan pembangunan ini, para
penguasa atau pembuat kebijaksanaan mempunyai satu
alat yang dapat ia pakai untuk mengarahkan masyarakat
dalam mewujudkan keinginannya ialah melalui
peraturan—-peraturan yang dibuat. Feratﬁran¥peraturan
vang diundangkan dalam suatu negara disamping tertuju

kepada warga negara dan mengarahkannya agar berbuat -

menurut cara-cara tertentu juga sekaligqus ditujukan

.

17) Telah kita ketahui bahwa sebelum lahir UULH
No. 4 tahun 1982, masalah lingkungan hidup di
Indonesia diatur oleh berbagai ordonasi yang
dijabarkan lebih lanjut dalam "verordeningen" seperti
"Dierenbeschermings verordening® (Stbl. 1931 No.
366), dan sebagainvya.
Ordonasi vyang sangat penting bagi lingkungan hidup
adalah Hinder ordonantie (Stbl. 1926 No. 266) vyang
diubah/ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450,
yaitu : Undang—-Undang Gangguan, lihat Koesnadi
Hardjosoemantri : Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada
University Press, 1986, h. 92 - 94.

18) Emil Salim, Pembanqunan Berwawasan
Lingkungan, LP3ES, 1986, h. 3.

-
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kepada para pelaksana untuk menerapkan peraturan-
peraturan yvang telah dibuat.

Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk
mengukuhkan pola tingkah laku yang terdapat dalam
masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada
tujuan—tujiuan vang dicita-citakan vaitu dengan
menciptakan pola kelakuan yang sama sekali baru dalam
rangka menunjang program-program pembangunan yang
dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu .tujuan
tertentu=1 :

Fada saat inilah hubkum menjamin kepada
penggunaannya sebagai in5£rumen. Di samping hukum
dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan
perubahan—-perubahan, maka ia juga dipakai sebagail
sarana untuk mewujudkan tujuan—tujuan kebijaksanaan

pemerintah.

Fungsi hukum yang instrumental sifatnya

disebabkan adanya kecenderungan baik di negara
20

majidg )dan terutama negara yang tengah berkembang,
19)

David M. Trubek, Op.cit.. h. 24 - 4.
Edgar Bodenheimer, Op.cit., h. 87.

Lon L. Fuller, The Morality of Law, New
Haven, Conn, Yale University Press, 1971, h. 1435.

Catatan : Penggunaan hukum secara demikian itu
merupakan suatu perkembangan vyang tidak mungkin
dihindari.

20) Ferkembangan hukum sebagai instrumen, ini
merupakan salah satu karakteristik masyarakat modern,
Yeheshel Dror, Op.cit.. h. 167 - 169.

-
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hahwa pembuatan peraturan justru lebih banyak
dilakukan oleh pihak pemerintah. Hal ini- disebablkan
kgrena pemerintah sebagai lembaga eksekutif lebih
memiliki informasi vyang lengkap, tenaga ahli dan
anggaran yang memadai. Femerintahlah vyang lebih
langsung banyak menangani permasalahan maupun
kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Von Jhering : hukum itu dibuat dengan
sengaja oleh manusia, ia merupakan kehendak manusia
urtul mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkany
sehingga hukumpun dibuat dengan penuh kesadaran oleh
negara juga memiliki tujuan yang hendak diwujudkan.

Hal ini merupakan bagian pula dari suatu proses
perkembangan masyarakat itu sendiri. Negara yang
memiliki kekuasaan politik seolah-olah berada di atas
masyarakat dan memiliki kedudukan yang semakin luas
dan besar dalam mencampuri banyak bidang kehidupan
sosial. Golongan elit yang memegang kekuasaan inilah
yang akan membuat perubahan—perubahan melalui
pembuatan kebijaksanaan—kebijaksanaan yang dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Eerdasarkan keadaan yang demikian itu timbﬁl
pertanyaan kearah mana perubahan itu hendak diarahkan
7  Untuk menjawab pertanyaan ini. maka kita mulai
memasuki pembicaraan tentang masalah pilihan nilai-

nilai. Fembicaraan ini memberi suatu arti bahwa, hal

-
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tersebut menentukan sikap seseorang dalam menentukan
kebijaksanaan yang dibuét.

Dalam kaitannyva dengan hukum yang berlaku di
negara Indonesia, penjelasan Undang-indang Dasar 1945
menggariskan, bahwa pokok-pokok pikiran vang
terkandung dalam Pembukaan mewujudkan c¢ita hukum
(Rechtsidee) yang tidak 1lain adalah Pancasila,
selanjutnya pokok-pokok pikiran itu dijabarkan oleh
Undang-Undang Dasar ke dalan ketentuan pasal-
pasalnya.

Menurut Rudolf Stammler, seorang ahli filsafat
hukum yang berhalaun neo-Kantian, berpendapat bahwa
cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan
keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang
diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch
dari aliran yang sama menegaskan bahwa, "de rechsidee
niet allen als een regulatieve maatstaf fungeert (om
het positieve recht op =zijn rechtvasardigheid of
onrechtvaardigheid te toetsen), maar tegelijk als
constitutive grondslag (zonder welke het recht zijn
zin als recht verliest) tegenstridige voorstelling,
dat de rechtsidee der gerechtigheid de gronslag

varmt van rech, dat met de idee in  strijd kan

-
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zejn ( onrechtvaafd@g recht)”.‘l)

Selanjutnya apabila kita lihat peraturan
perundang-undangan dengan memakai pendekatan sistem,
maka hukum sebagai suatu sistem yaitu sistem norma,
maka norma hukum itu mempunyai struktur logisnya
sendiri yang tersusun dari penilaian—penilaian
hipotesis.gz)

Perubaﬂan—perubaham yang hendak dilakukan di
Indonesia melalui hukum' yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan cita hukum atau”rechtsideeﬁ yang
telah disepakati. Menurut Hans kKalsen, norma
tertinggi yang menjadi dasar sekaligus pengikat bagi
paira pembuat kebijaksanaan yang seianjutnya diberi
bentuk antara lain dalam peratuiran perundang—undangan

- . v . .
disebut sebagal"Grundnormf Sebagai suatu sistem

norma, maka antara peraturan perundang—undangan mulai

21) H J Van Eikema Hommes, Hoofdlijnen Van De
Beschiedenis Der Rechtsficosofie, Twe de druk
Kluwer, Deventer, 1981, h. 216 = 217.

Periksa juga, A Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan
Republik Indonesia Dalam Fenyelenggaraan Femerintahan

Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan
Presiden Yang Berfungsi FPengaturan Dalam Kurun Waktu
Felita I - Pelita IV, Disertasi, Fakultas FPFasca

Sarjana UI, Jakarta, 1990, h. 307 - F10.

Sebagaimana Hans Kelsen memandang “Basic norm as the
source of identity and as the source of wunity of
legal system;' Joseph Raz, The Concept of _a Legal
System, An Introduction to the Theory of Legal
System, Clarendon Press, 1980, h. 136.

22)

Satjipto Rahardio, Op.cit.. h. 71

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- 86

yang paling tinggi sampai pada yang paling rendah
haruslah merupakan suatu sistem yang tidak boleh ada
pertentangan satu sama lain.

23) maka ia

Grundnorm aérupakan sistem nilai,
merupakan.sumber.nilai bagi pembuat kebijaksanaan dan
juga sebagali pembatas dalam implementasinya. Sistem
niléi ini penting dalam hubungannya dengan pengguﬁaan
hukum dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan.
Apa yang diuraikan di atas mengandung arti, bahwa
peraturan perundang-undangan mengandung norma hukum
yang didalam dirinya mengandung dua hal vyaitu =

(1) Patokan penilaian.
(2) Fatokan tingkah 1aku.24)

Fatokan peailaian iturtidak sekedar merupakan
kumpulan dari bermacam—macam nilai melainkan
merupakan suatu kesatuan yang disebut dengan sistem
penilaian. Bertolak dari penilaian tersebut dapat

dilahirkan petunjuk tingkah laku atau perbuatan-

perbuatan apa vyang mesti dilakukan dan vyang harus

23) Fungsi vyang dilakukan adalah "eeaoto
authorize the creation of the first Constitution”,
Joseph Raz, The Concept of Legal System, Clarendon
Press, 1980, h. 101. '

24) gatjipto Rahardjo, Op.cit.,h. 69, dikutip
dari Zevenbergen, Willem, Formeele Encyclopaedie der
Rechtswetenschap, §. Gravenhage, Ge=br, Belifante,
1925.

-
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ditinggalkan. Fenilaian terhadap tingkah laku manusia
itu tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan
bagian dari suatu ide yang lebih besar yaitu tentang
masyarakat yang bagaimana yang hendak kita kehendaki.

Feraturan hukum hanyalah lambang-lambang vyang
dipakali oleh penquasa untuk menyampaikan norma-norma
huikum. Oleh karena itu Weber melihat pentingnya hukum
sebagai suatu mekanisme untuk mengantar perkembangan
masyarakat kepada masyarakat modern. Fenggunaan hukum
secara demikian itu nampak dengan diterbitkannya
Undang-Undang Negara'tahun 1982 tentang : Ketentuan-—
Ketentuan Fokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apabila kita memperhatikan dengan seksama, maka
UULH merupakan undang—undang yang hendak menimbulkan

23)

perubahan secara struktural, karena ia merupakan

struktur hubungan antara manusia dan lingkungannya.

Ferubahan—perubahan vang diinginkan antara lain
adalah =
1. Mengembangkan sumber daya manusia vyang mampu

melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan
melainkan sebagai pembina lingkungan.
2. Membinma hubungan—hubungan keselarasan antara @

a&. manusia dengan masyarakat;

23) Pengertian Struktur adalah pola hubungan
yang mendasari kehidupan sosial di masyarakat.

-
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b. manusia dengan lingkungansj
c. manusia dengan Tuhan penciptanya.

Dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah turut

i

mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang
agar tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan
hait untuk mendukung perikehidupan manusia maupun
makhluk hidup lainnya.

4. Mengembangkan lembaga—lembaga sosial seperti
.embaga Swadaya Masyarakat yang meliputi kelompok
profesi, kelompok hobi dan kelomﬁok minat dalam
menjalankan peranannya sebagai penunjang dalam
mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum berperan secara tidak langsung dalam
melakukan perubahan—perubahan sosial dengan membentuk
berbagai lembaga sosial yang diharapkan mempunyai
dampak pada masyarakat. UULH ini disamping mengatur
perbuatan dalam pola hubungan manusia dan
lingkungannya Jjuga menginginkan pencapailan tujuan
melaigi pasal 4. Ferwuiudan tujuan—tujuan tersebut
merupakan proses perubahan yang hendaknya
dilaksanakan dengan kesadaran sepenuhnya bahwa
sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional.

Sumber—-sumber alam yang mengalami perubahan haruws

menopang pembanguinan jangka panjang. Implikasinya

adalah pengelolaan mu bl alam tidak holeh
mengakibatian musnahnya sumber alamg rusaknya

lingkungan, semakin miskinnyva tingkungan, - sebaliknya

-
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sumber alam barus dipelihara kelestariannya dan
pembangunan disertai proses pengembangan lingkungan,
lebih memperkaya lingkungan, supaya di satu pibak
menunjang proses pembangunan jangka panjang, dan di
lain pihak turut menyumbang bagi terbinanya cita-cita
pembangunan jangka panjang.zb)

Keputusan politik vyang tertuang dalam GEHN
maupun dalam Repelita merupakan alasan diajukannya
UuLH ini, sehingga dapatlah dikatakan bahwa
sebenarnya hukum mengatur lebih lanjut keputusan-—
keputusan vang diambil oleh sektor kehidupan
politik.27)

Disinilah ,peraﬁan lawyers sangat diperlukan

untuk melakukan interprestasi kebijaksanaan ke dalam

peraturan perundang-undangan yang mengekspresikan
e

kebijaksanaan pemerintah; Dalam rangka itulah
pératuran—peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup merupakan sarana untuk mewujudkan
lebih lanjut kebijaksanaan pemerintah tentang

lingkungan hidup.

26) Emil Salim, loc. cit.,.

27)
h. 4.

‘Yan A. Sigler & Benyamin R. Beede, Op.cit.,

-
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Keterbatasan Hukum Dalam Menjalankan Fungsinya

Hukum vyang telah dibuat selanjutnya hendak

‘diimplementasikan, sebab jika tidak maka hukum
hanyalah merupakan huruf-hurut mati belaka.
Fenerimaan hukum sebagai konsep modern setrta
penggunéannya sebagal instrumen kebijaksanaan

ternyata memiliki keterbatasan-keterbatasan saat ia
mulai hendak dilaksanakan. Keterbatasan hukum yang
dimaksud di sini adalah ketidak mampuan yvang
disebabkan oleh sistem hukum itu sendiri, 'mengenai
hal ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab ini.

Telah dibahas sebelumnya bahwa hukum selalu
berkait erat dengan masyarakatnya, demikian pula
perkembangan hukum  vyang tidak terlepas dengan
perkembangan masvarakat. Hukum merupakan hasil karya
manusia untuk membangun masyarakatnya sesuai dengan
kehendak para pembuatnva.

Apabila Lita melihat kembali model-model
pembuatan kebijaksanaan pemerintah (Bab [I), maka
proses pembuatan hubumpun melewatl proses—nproses yang
demikian itu. Froses ini tidak hanya mengikuti salah
satu model, m2lainkan melalul beberapa proses
vang menunjukan bahwa terjadi percampuran  berbagail
model seperti model elit, sistem politik, inkrementai
dan institusional, sehingga kebiijaksanaan yang
ditetapkan secara nasional mauvpun  yang bersifat

sektoral dan lokal merupakan hasil keputusan politik
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para penguasa baik itu pejabat nzgara maﬁpun pejabat
pemerintah termasul wakil—wakil rakyat Yéang
memberikan persetujuannya. Tujuan (goals) MALPAT
nilai-nilai vyang hendak diwujudkan itu  merupakan
suatu  barang baru  bagi masyarakat vyang menjadi
sasaran peraturan yang ada.
Sedanghkan Leberlakuan bukum sesual dengan
tuntutan nilai-nilai dasar hubum harus melipﬁti H
1. Keberlakuan secara yuridis apabila  penentuannya
didasarkan pada kaldah hukum yang lebibh tinggi

tingkatannya.

2. kKeberlakuan secara sosiologis artinya kaidah
tersebut dapat dipaksakan berlakunya walaupun
tidak diterima masyarakat (teori kekuasaan), atau

kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui
oleh masyarakat (teori pengakuan).
A, Kaidah bhukun tersebut berlaku secara filosofis,
artinya sesuai dengan cita bukum sebagai nilai
positip yang tertinggi.za)
Agar supaya hubkum dapat berfungsi dengan baik,
maka ia harus memenuhi tiga keberlakuwan. Qleh karena
bila tidak dipenuhi bisa jadi

1. Hukum tersebut merupakan hukum yang mati bila

28)  kurt Wilk, The Legal Philosophies Of Law,
Radbruch And Dabin, Harvard University Press, 1950,
h. 114 — 116.
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hanya berlaku secara yuridis (worde
2. Hukum tersebut menjadi aturan pemaksa
(Fwangmactrensl) bila berlaku seca»a soziologis

saja.

3. Hukum hanya merupakan hukum vang dicita-citakan
(i wunsvituerndun) apabila  hanys  berlaku secars
filosofis.29)

Keberlakuan hukum tersebut dikarenakan hukum

diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai dasar vang oleh

Gustav Radbruch meliputi : nilai - keadilan
(rechivaaryigreio), nilai kepastian hukum

g

(rechisre

il iy, dan nilai kemanfaatan

(Hominaligheicd),  Apabila digambarkan sehsagai be-

rikut . 30)

Nilai-nilai dasar Kesahan berlaku

Kepastian hukum Juridis

S

Kegunaan - >t HUKUM § =3 Sosiologis

Keadilan Filosofis
‘ Untuk dapat memenuhi ketiga-tiganva merupakan

29)

Surjono Soekanto & Mustofa Abdullah,
asyarakat, Rajawali, Jakarts,

-Sosiologi Hu
1880, h. 13 - 14.

30) H J Van Eikema Hommes, log. cit.
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sesuatu  yang sulit mengiﬁgat_ mésing—masing nilai
mempunyail tuntutan yang berbeda dgn mengandung
potensi yang bertentangan. Sebagaimana dikatakan oleh
Komen sebagai berikut @ "Recht dat aspect van de
werkelijkheid dat gericht is of het dienen van de
rechtsidee bestaande uit de elementen gerechtigheid,
doelgerichtheid en rechtszekerheid - d.w.z. recht
probeert deze idee te verwezenlijken“.zl)

Selain itu, keterbatasan hukum akan semakin
mampak nyata apabila kita lihat hukum sebagai suatu
sitem dalam arti hukum mengandung unsur~unsur atau
komponen~komponen yéng éat& saéa iain £idak boleh

saling bertentangan. Komponen—komponen sistem hukum

sebagail sub sistem meliputi =¢2)

a. Substantive law = constitutional, statutory,
judge - made. administrative.

b. Frocedural law = constitutional, statutory,
judge -~ made, administrative.

c. Fersonel = judges, lawyers, police, other
law, enforecing and law -

administrating persons.
legislative, court system,
administrative agencies.

e. Resources = budgets, information and
information processing capacities,
physical facilities.

d. Organizations

S1) L.J.M d’'Anjau, Actoren en Factoren in Het
Wetgevingsprocess, Een empirische theorie over de
totstankoming van wetgeving,w.E.J. Tieenk Willink
tezvwolle, 19846, h. 11.

32)

Yehezkel Dror, gp. cit.
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f. Decision rules and decision habits = farmal,
informal .

Setiap komponen tersebut mempunyai @ potensi sebagai
instrument policy. Antara komponan vanag satu  dengan

lainnya memiliki ketergantungan serta keterhubungan

yang cukup  erat. Mengabaikan salabh satu  komponen

dapat menyebabkan inpefficient, useless bahkan sering
. , 33) . .

counter-productive. Kurarg tersedianya MALL U

kesiapan pada  hkomponen personel, oroanisasi dan

sumber daya menyebabkan tujuan.kebiﬁakﬁanaan dibidang
Iinékungan hidup vang teléh tertuang dalam bentuk
paeralturan perundang"undangan sulit terwujud.

Kesulitan tersebut semakin nampak jelas apabila
kita kaitkan dengan persyaratan yang diajukan oleh
Lawrence Friedman.

Hukumv dapat dikatakan sebacai suatu sisten
apabila ia mengaﬁdung :34)
1. Komponen vang dinamekan struktur, Teé agalah

lembaga~lembaga yang sudah ada saparti poengadilan,

namun  dengan adanva peraturan perundangan vang

baru lahir memerlukan lTembaga~lenbaga lain
bagaimarna cara bekerjanya, bagaimana Fompeltensi
diantara lembaga vyang dibenbuk, dtga bagaimana
33 .
) Ibid.
34)

Lawrence M. Friedman, Law _and_ Society,
Prentice - Hall, Inc, 1977, h. &6 - 7.
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pembagian tugas dan sebagainya. Dalam kerangka
strﬁktural, maka masing—masing %embaga harus
saling  berhubungan dan  tidalk Lhmlah saling
bertentangan, sehingga dimunghkinkan sistem hubkum
itu'ﬁapat menjalankan fungsinya dengan teratur.

2. kKomponen berikutnya adalah kompornen substantif
yaitu norma-norma hukum baik itu berupa peraturan,
keputusan  dan  sebagainya yang semuanya dipakai
oleh peléksana maupun mereka yang diatur atau yang
terkena sasaran peraturan perundang--undangan. Jadi
termasuk di sini  adalah ocutput sistem hubkum  itw

sendiri.

[

« Kompornen lain dari sistem bukum adalah YANQ
bersifat kultural.

Ta terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan-—

hepercayaan, harapan clan pendapat tentang
:‘:" |~
hukum,
Semuanya merupakan  pengikat sistemn serta

menentukan tempat sistem hukum itu di tengah  kultur
bangsa secara keseluruhan. komponen ini  merupakan
jembatan antara sistem hukum yang berlaku  dengan
tingkah laku Qasyarakat. Dengan perkataan lain orang
menggunakan atau tidak menggunakan, patuh atau tidak

‘patuh terhadap hukum yang ada sangat tergantung pada

35) 1bid.
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kultur hukumnya.

Fultuwr  hukum  ini  dibedakan  anltara internel
legal culture vaitu kulbur  hukwionya Lawvers  and
Judges dan externsl legal culture vaitu kbuliuar ek
masyaratat pada umumnym.gé) ita dgpmt mengatalk an
bahwa kultur hukum seseorang dari lapisan bawah  akan
berbeda dengan mereka vang berada di lapisan atas,
demikian pula kultur hukum senrang pengusaha berbeda
dengan orang-orang yvang bekerja sebanai pet awead
negeri dan seterusnya. Jadi tidak ada dus orang ltaki-
laki  mavpun wanita vang memiliki sik 0 OYANg Saima
terhadap  hukum. Di sini nampak adanya rorelasi  vang
sistematik antara berbagai faktor seperti umur, denis

.
kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan %@hagainyanﬁ’)

Apabila kita lihat seiarah peraturan perundang-
undangan  dibidang lingkungan hidup, maka froses
pembentukanmya  sejak zaman Hindia RBelanda hingge
terbitnya UULH No. 4  tablwn 1987 sifabtnva hanya
menambah  ataw  memperluas peraturan-paraturan yang

telah ada, baik ity berupa surat edaran  Gubernur

maupun surat-surat keputusan, perda, dan  lain-lain.
FProses parumusan kebijaksanaan pemerintah YA

dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan saat

S6) Lawrence Friedman, Legal Culture and the

Welfare State, dalam Gunther Teubner, loc.cit., h. 17.

37} 1bid.
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itu cenderung mengikuti model elit dan  inkremental
menginagat beberapa alasan menaapa pembuat

kebijaksanaan lebibh bersifat inkrementalisem,

Terbitnya UULH merupakan suwatu kecenderungan

. . 8
untuk  berkembangnya menjadi  hukum  modern™

atau
dengan meninjau teori Fhillipe Nonet dan Fhilip

Selznick telah memasubki tipe bhakum  yang responsip

dalam arti hukum muiai merespons kebutuhan dan
. . SAS N v e
aspirasi masyaralkat. Sehingoa proses pembentubkan
kebijaksanaan selain mengikuti model-model elit
maupun  institutional sangat diwarnai oleh model

sistem. Keadaan yang demikian itu tidak terlepas davi
situasi negara kita yang sedang me1akukan pembangunan
sehingga dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan
lingkungan yang terwuiud dalam perundang-undeangan
kita merupakan procduk proses politibk.

Bertolak dari pemikiran digtaa, nampak bahwa
nilai-nilai vang terkandung dalam kabijaksanaan
pemerintah dibidang linghkungan merupakan hal vang

baru bagi masvarakat pada umumnya. Qleh  sebab  itu

38) Munadiat membedakan antara Hukum Lingkungan
modern yang memiliki sifat utuh menyeluruh, selalu
berada dalam dinamika dan wataknya vyang luwes.
Sebaliknya Hukum Lingkungan Klasik bersifat sektoral,
serba kaku dan sukar berubah, Munadiat Danusaputro,
Hukum Lingkungan I Umum, Binacipta, Bandung, 1980, h.
35 - 36.

37)  Phillipe Nonet dan Philip Selznick,
Op.cit., h. 73 - 74.
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-

tanpa dipenuhinva s

alak satn komponazn dalam sishem
/
hukum menimbulkan problema di daleadn implementasinya.
Sehingga sulit diharapkan tujuan hebijaksanaan  dapat
terwujud oleh karena kebijaksanaan bidang Limgkungan
hidup dibuat untuk mengadakan perubaban didalam
“masyarakat. Ini berarti pola-pole  interaksi dan
Lelembagaan vyang telah mapan hendak  diubah  dengan
pola~pola interaksi dan kelembagaan yang baru.
Selanjutnya apébila E‘ta telah memasuki  bidang
kehidupan hukum, perumusannya  harus  tundub pada
teknik pembuatan perundang-undangan.  Demikian  pula
setiap kebijaksanican pemerintabe yang akan  dituangkan
ataupun dinvatakan dalam bentuk peraturan  perundang-
undangan harus patuh pade tebknik pembuatan peraturan
perundang~undangan, Sebagaimana  dinvatakan, bahwa
"Fublic policy shouwid be written into simple, precise
legal language, using as Tew ambkigous phrases  as

‘ L)
p°5$iblef‘4 )

Fada umumry s bl daksand

vang  dituanghkan

dalam sistem hukum dilsbakkan di bagian "menimbang',

selanjutnya  konbootae inya pads betsotuan  pasalnya

40) sigler. Op.cit.. h. 136.

Oleh karena kita harus melihat bahwa “Frocesses van
Rectsvorming en Rectstoepassing kunnen worden gezien
als processen van informatieverwerking waarin de taal
het communicatic middel bij uvitstek is”, F.W Brouwer, .
"Taal en begripsvorming”, dalam H. Firanken e.a, In
Leiden tot de Kechtswetenschap, Gouda Quint bv.
Arnhem, 1983, h. L.
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Suatu konsep Jjuga dituntut untuk mengandung arti
(meaningtul) karenav doé bertujgan wntuk  memberikan
informasi. Sebagai contoh misalnya konsep hal,
kewajiban, kesalabhan dan seterusnya, sehingga orang .
“untuk  dapat memah&minya'éécéra“ﬁﬁgti" menjadi - sulit
dan dapat ﬁenimbulkan perbedaan dalam penafsiran.
Peruﬁusan hukum bukanlah fakta empiris, maka
perumusan secara wumum dapat menimbulbkan perbedaan
dalam penerapannya. Berikut salah satu masalah yang
diperdebatkan dalam kasus—kasus lingkungan adalah

s,

mengenal beban pembuktian dan lazim disebut sebagail

problems at proat, téntang ada tidaknya unsuir
kesalahan (Fauit), k@lalaian fnegxigenae), ketidak
hati-hatian (careless), apakah aca kesengajaan
(intentionalitv), Apakah ada ke ar kausal

(causality & the burden of proving & cause and efrect
relationship) tlan %ehagainya.' Di sini munecul
Fesukaran pengguaat unlul menerangkan bherbagal aspek
dalam masalah ini ke dalam bahagsa hukum. Sumber

.

pencemaran mana yang paling berbahaya si  penggugat

dari berbagai sumber di suatu kawasan industri
mungkin tidak dapat dilakukannya/dibuktikannya.

Beberapa kasus misalnya seperti di ba@ah ini g
I. kKasus Komatsu v Mitsu Kinzokuw Koygo kk, dalam
perkara penyakit “itai-itai diﬁease“u (Nagoya
High Court 1972 Agustus 9). Masalah penting dalam

kasus ini adalah  untuk membuktikan ada atau
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tidaknya Foabiog=m kansal { oo Lisgs arwt e el

abuan ilme medise  sebagal

I

relationshim) clearicgan
alat bukti secara Llmiah di peogadilan.
I1. Untuk memacu hﬁrlﬁmhmham ek e Jepang telah
dikeluarkan bebidiaksanaan wn bk memlaAan e
industri minyab di Jepang, antara | Lain pedra .I- eum
combinat di kawasan bekas depot minyak angkatan
laut. Eegiatan ini ternyata mengakibatkan . emisi
gas asam sulfol, wap dan jelaga. Akibalknya banyak
orang  oi Dasterilk Tsobtss  menderita asthma  dan
penyakit  syarat mantal sQffering) oi Distrik
47)

Isotsu, serta tinghkat Dronkhitis yang khronis.

melamiis ol atas mesnuniukban, s i @

Kuct i pan

Ala-alk L

Y A P bt ed s

itk merien bk an

diperlukan bantoan Ulmoe-1ilme 1ain [EER R P fivéumnpaLiar

LR AT kausal

hukbum untuk menisla

disebablkan siftat takum

Di BbBidang hekuam alam- hal-hal e

dapat diuvkur s negpoe dapat dijelaskan

Mooy cha Lam clamda budoom

aclanya hubumgan sebaly sl dbat
Y Emg) HIECH A M e P &1 BN PR A o MLt sn Yano

bepjadi TR Tl i hr s i et v A AT . malainkan

A%
+5) Daud Silalahi, Pensgabken Hukum  Lingkungan
di_ Indonesia, Makalah pada Lokakarva Fenegakan  Hukum

Lingkungan, Semarang. 17v8%.
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44

hubungan pengaitan (rurechnungs pringip) artinya
apabila terjadi sustu peristiwa, meka dikehendahki

agair norma  yvanog  omamoatuy Ltu ) dikad bhan hepada

pelakunya. Di sini kila tidak meiitat bubungarn  yang

mempunyai kualitas s p@rti>da1am Fudoum @ lam. Hubuhgaﬁ'
pengaitan dind leriadi pada dunia norma yaitu  yvang
bherurusan dergan halfhél yang diinginkan atauw dicita-
citakan (das sollen) dmngém dunia  kenyataan gdag
SR Ln) namuan demikian oleh. Gustayv Radbruch digalongkan
ke dalam norma Fultur, sehingga- hubumgan - pengaitan -

' - . . . .

ini berlaky pulsa bhagi oorma hobuaoe.

Se]anjutnya. keterbatasan hukum semakin nampalk
saat ia hendak diimplementasikan. Balah Gaku
pﬁrsmalan yanq'iﬁgiﬁ dicapail adalal mewuiudkan nilai-
nilai vyang terkanduang o d&lﬁmhya s tara tain nilail
beadilan yaitu berupa pengounaan, pengelolaan  dan
pengalokesiarn  =swrbey odayva bepads anagoolas masyarakal
secalra bijaksana.

Balah satw maina tenltang konss wiidlan adalah

Ligp  orang

kebajikan vang membysrikan hasil, hbabwa
mendapat  apa  yang ' merupakan bagiannys (headilan

Ll‘ I.'i )

Yustinian). 7 Untuk dapat mengkonokri tkan tujuan itu

hubum berhadapan dencan subsisten Ltain, dleh karena

44) gatjipto Rahardio, Opscit., h. 64 — &65.

49) 1bid..
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Fukum sebagal atam pada hakekatiyvea bebaradaannya

di dalam masyarabal akan dibangun, daibentuk, chibatasi

dan dijiwai oleh dieterninan polili

| @shonomi

vipéd penting.  Di

Fwltural Vaneg S ye

s AME L dkw S ba bk herhadapas cleame)an e el e
f ] | f

méasyarakat e gereiri ZRERN 5 a kL Pk ol
permasalahannya adalah, dijumpainya  dimensi-dimensi

a4 Lap

selalu muncul

stratifikasi

4

struktur masyarakat., Weber berpendapat  bahwa cia s

a~warga masyarakal terbagil

setiap masyarakat,

z

dalam kelas-kalas (smhonomnis) . ks Lompolk-ke lompok

status (sosial), dam § tai-partal politik. Hubungan

antara ketiganya bersifat timbal balik. Diantara

ty dimeng ekonoms: lah yang

dimensi-dimensi terse

Llainnya. Ferlua  oijeal

menentukan dimensi-oime)

mengapa  demikian Y. D Liliap masvarakat, Pres i bengpad

s ten-auiheal A menur juklkan acdarnya

AN Wl

dan dnf o

prhvecaar  kanchu
SBubvs Labam g briomL balk Vang fra Lo Dary ak.

vosubsesten ekonomi ara

mengandurg  enerasn . Drsebablar

chErigan Lingkirgan

berfurngsi untuk aelakukan adapt
figik., Sedangkan subsistem hukum memiliki kandungan

dikit/bkecil dari pada sithe Le tem

energli yang lebih

ekonomi  mauvpun poiitaik. apa yang

hendak cdilakukan  olash sangat

dikondisikan oleh koduo S0E gm berseabint e P ) s

tujuan yang Iendal et uatls an yiesty  Pkiam {3
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dasarnya dids bran vle bemampuian s LG Nas g
orang dan pada mesanlsmneg pEembaglan Y i g ficiptakan

oleh masyvarakat itu ssndiri.
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0 BAR 1V

PERANAN EBIROKRASI SERAGAL AKTOR FELAKSANA

DAN BERBAGAI FAETOR YANG MEMFENGARUHINYA

Fendahuluan

Facla habebatnya Bukum memo LRI

Lhur membaat

konsep-konaesn  yana

Heresbaes 1

definisil ks am sulit dilakubkan.
a definition of

”.1.)

the legal is like the guest for the Holy Geaill .

membherikan komentar, Danwa to

B

san karena PBukom o omempunyal banyak

Hal 1 i O 5

dimensi tergantung davd mana kite melihabnya.

Mamur demikian Donalad Blaclhk mendefinisikan 8

it
=
HE
+
o)
b
-
]
—
=

"lLaw  ls essentially goven

U Mg b 1 & ETAA il eim ol an

Hal ini memberikan

pemerintah secara fundamsntal bidak dapsat diplesahkan

karerna hukum osropakan pedomean bidun owvang noermatif

bagli negara dan w

M a7 Ay & .

G &g ante Loy sepertil Radoliffe ~ Brown

mengatalkan balwea taw ag “the mea 11 e n e e Qr

eescbaty Lods e of sagial oveer, within & territordsd

=) Steven Vago. loc. cit.

Catatan : Imaruel Kant Jjuga berpendapat
bahwa : " Noch suchen die Juristen sins Definition zu
ihrem Begriffe Von Recht." dalam Van Apeldorn,

Fengantar Tlmu Hukum, Fradnya Faramita, 198&, h.13.

2}

bid.

1
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“iee  of gosrcive authoeity

framswork by

throught the U or the posibility. of use, o f

physical force s

Nampal oi

disertai paksaan

utamanys . MNamun eiolond . Fckum

selenarnya S scloman wntuk bertindak dan

sosial o Hukum 8 e e dari

dilihat sebaosi

moum bk membuat,

behaviors, situstion, amd condii

clarm  merera 2 b aturan-aturan

melakukan interpre

Lah ditetapkan harus

+

Rkim . Tujuan WA

ghiimpmlemsntasi demik lan Ltuw hukam  tidak

ermakna.  Hukwn  dalam  wujudnya @gali  peraturan

P E S B Tarcaba

terkandung  pula

Fuikiun dapat haerfungsl

haus dilak

s@bagalmana yang oLl el olel Pmeuatnya"

Ltk dapad mewu jucican ape vang dikehendalki

ol eh P s, mal e i la memer 1dkon e bagal
Karena Lan [3e ad @ Ya ordainisase i juan

veng  telah ditetepkeon tidak il

dolam masyarakat ﬁdgpun p@n@@rtiaﬂ

sangat bergantung pad e kontaks tdan
Ter Cen L ehare L 6 1 SO WA

=’ Ibid.
43

Studi tentang organisasi
berbagail buku antara izin FPeter M au & Marshall Al .
Mever. Bureaucracy in FModern I2VI, - M thak
Toha, Perspektif Ferilaku LAS1 . Rajawali,
Jakarta., 17287.

pat ditemul dalam
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merumuskannya «  Magaan demikian pengertlian organ

el as babhwa dalam

prear o o kemud

masyarakat YETT Bamp Lehadiran CITC AN LS

ey el b s tug war -

merupakan suatu e hutabar

Weher mendefinisikan

tujuan yandg Ingin

instrumen rasional untuk e

organisasi
L2
tujuan™ o Blake

s

clar Morton e ot e e el s

dengan mengenallkan btujuh  unsuae

pengertian organils

yvang melekat pada organis wvaitu

sl wenantie DU Y el B war .

1. Organdis fnes

'

2. Organisasi mempunval kérangka (structure).

S RDQarii s L unaim ey i

eamboc b arora .

4. Organi MUY a1l Cara vant  memberikan

kecskapan  bagi angogotanvea untuk  melaksanakan

ey ia mencapai Tuwiwam ter

G. D1 odalam inmter

v DeEkeria

st .

SAMAa MeEncapal b juean

b. Organisas) meEmpunyal polsa bebudayaan sebagal

il

erara Plcdugary

Zo Drgandtani ey ar Pase b boesa | Y INRIN RN

i

. : (4]
ilica Pa iy,

Q)

Organisasi, Jurﬁé?er¥lmﬁlJEZTitgﬁﬁuaﬁS?n d?? e

Gramedg?, Jakarts, 1989.
Miftah Thoha, Dimensi-dimensi Frima

Administrasi MNegara, Fajawsli, Jakarta, 1984.
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Bertolak dari pengertian di atas nampak bahwa

setiap organisasi yvang menetapkhk: Eujuan memerlukan
sumber daya s kA il fak tor pErcukune . Froses

interaksi di  dalam organisasi tidak hanys  terjadi

ma di dalamnya,

antara orang-orang yang bekerja s

mex 1 adr bk an I8 O N T8 DR clemepan i mgpl urgannmy @ Gaiic)at

mempaengaruhi proses bekerjanya organisasl tersebult,

sehingga dalam proses tersebut perlo diketabul adanya
kendala yang ditimbullkan oleh faktor lingkungannya.

Froses bagaimana tujuan—tujuan hukum itu bhendak

diwwjudkan  dalam konltel di  atas., e st L

melibatban tiﬁqkmh Tarw orang-orang dalam hal Uit
para aktor berikué Juga fasilitas, kultur, serta
faktor-falktor lainnva vang dapat mempengaruhi  proses
implementasi. Dengan demikian pembicaraan kita telah
memasuki bidang manajsmen yang diartikan sebagai
sulatu i OEEE L bk mergkoordinasi clan

mengintegrasilkan  sumbir-sumber daya dengean  bujuan

urrtul mencapal  Lujuwan organis

siomelalul Orang-oranc .,
teknik—teknik dan informasi dan dijalankan dalan
AT ot e AR s R s o

kerangka suatu struktur organisasi.

Kebutuhan i e jacti semakin terasa mleh

e a e L e s tujuan ataw  dde-ide yang  belah

ditetapkan ber: di tengah kehidupan sosial  yvang

£ Shrode & Voich, Op. cit., h. 7.
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semakin kompleks. .
Sebagaimana dikatakan babhwa “Implementation isg
4saén essentially &s a  technical or managerial
problem“a), maka agar dapat menjalankan tugasnya,
salah satu sarana manajemen wntuk -men;apai tujuan
adalah orang atau manqaia sebagai sumber daya.
ngber daya lain yang diperlukan dalam rangka
mencapai tuwiuan organisasi adalah .
1. Sumber daya keuangan;
<« Bumber daya materiélu
3. Berbagai alternatif hetoda étau cara melakukan
pekerjaan.

4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk
mengaoerak kan mrganigéﬁi oalam méncapai
tujuanQ},

Membicaralkan hubkum dal%m Eonteks organisasi
berikut sumber  dava vang t@r%@dié dalam rranghka
mencapai  tujuarn  organisasi merupakan pembicaraan

tentang Bregyad mar a organisasi it Bekearja dan

mewujudkan  tujuan  kebijaksanaan . yarg tidak Jlain

8 .
) Lewis A Gunn, Brian W. Hoogwood, Poljcy
Analysis For The Real World, Oxford University Press,
1984, h. 209.

?)

Bandingkan dengan Yeheskel Dror, loc.cit h.
170. :
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dealatey

implementasli kKebijaksanaan.

merupakan suatu  pros

bebijakeanaan barw dapat  dimalal

Froses implemsntas

apabila tujuwan kebiiaksanaan tefah ditetapkan,

FPECET @ [ G 1 E Pren b @b s EryEET Les ] et ol et el Clar é

telah dialokasikan Ltk PErcapalan tuguan
Lo

Febijakeanaan.

but masih

Dleh kaversa  perumasan b uan Lo e e
bersifalt wmum, malka  diperlubkan perjabaran GSECT AT A

qingoge  di dalam Lernyataanmya

lesbiih kornglkrit,

pelaksanaan kebiyalks seElalu diiringld dengan

pembuatan ataun penooababan kaebil)aksanaan.,

z

1) dngat o

Keadaan i disadari
implementasy selalo melabalbtban Lingkungan dan koncd s

chruk bae

Pan bemp

varng berbeda i

aomial memiliki ‘e il e o )l

Setiap

organisasi  belerja di dalam konb sdal hertentu
sehingoa e daca Mubunger timbal balik yvang  dapat

galing mempangaruhl diantara keduarnya.

Setiap orogdanils

1 serta  personilnya cenderung

Ltk METIE G Er Lok @ Lo e bl g uan e raonil

chanr Lindeakan—

Organisasinysa,  dengan

ékuan meegl ke tunngan  malks Lo )

Lindakan

10 .
) Amir Santoso, Analisis Kebijaksanaan Fublik

: Masalah dan Fendekatan, Jurnal Ilmu Politik. No. 4
Gramedia, Jakarta, 1989, h. 12.
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dan hambatan minimal bagl organils:
Organisasi pelaksana ini meliputi  keseluruhan
pelaksana dengan berbagai kedudukan dan  pembagian

ing. PFPelaksanaan  kebanyakan

tugas mereks masing-—m:
diserahkan kepadsa lembaga pemerintahs e lam berbageal
jenjang/tingkat  bDaik tingkat propinsil mauvpun tingkat

dasrah. Setiap pelaksanaan behiiaksa

MEAan mas i h
membctuhiban pembent okan kel g akasanaan lLebih Larjut
dalam berbagalr bercbalk Peraturan perundang-undancan

apabila kebiiak

vaneg akan  oijalanmban  masih

harus dinyatakan lebib laniut.

Apabila searana  vang dipilih e ety huakum

sebagal suatu pro maka faktor-faktor non  hukuam

e e e Lk ar pengarunmya  dalam e lakeanaan

kebijaksanaan. Jaci kFebijaksanaan

mel iputi o

1. Gabunosn LAriclE

suati  program o dan

LU ety / i o I e A AR e

j.u"|--1" vl b 4 Fan i ' l|<lI= el b,

oy

Vopradgiam dengan molol L o tas strub o,

staff, Diava, resourc e oseduns dan metode .

D Membuat time schedule, monoboring, B2 IH G et bl A

urntuk  menjamin bahwa progeram berjalan terus

11
) Robert E. Chambliss & William J. Seidman,

Op. cit., h. 266.
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sehingga Jika  terjadi pelanggaran SEQEIE

LA,

chdambl Llarn tincalan yang

aaan melibatkan unswur penetapan

Secara singkat pels

12
waktu, perencanaan, kontrol.

4.2. Faktor—faktor Yang Menentukan Dalam Implementasi

Kebijaksanaan.

Telah clidelaskan brahwea implemantasi
kebijaksanaan merupakan suatd proses wanbok mewadoudkan .
tujuan—=tujuan W EG) telah . ditetapkan e g et i
kenyataan. Fengorganisasian  tujuan—-tujuvan tersebut
melalul berbagal bentuk peraturan peruncdang=undangan
merupakan  bagian yang amat penting dan Lidak  dapat
dipisahkan dengan lingkungannya, vang disebut selagal
interaksi clercan unsur manusia, sosial . Bated ey é i

ke memberikan

sebagairnya. Unsur-unsur  ter
pengaruhnya yvang hesar terhadap cara-cara vaneg hendak
clilakulkan.

ety & P arua b Taktor-faktor Fen Pk

terutama nilaid = sikap-sikap

dalrakat telah

tuduany bebijaksanaan it cibuat e

dirasalkan
chi tuarglkan ciacl dm prer st an P can g -unod anoan

sehingga dalam pembentuban hukum ada dua kemungkinan,

12 Lewis A Gunn, loc.cit.
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yaitu:}S)
a. Sebagai sarana untqk mencairkan pertentangan.
b. Sebagai tindakan'yang imempekkuat terjadinya
pertentangahu
. kKeduanya terjadi di dalam masyarakat yang bukan
Berdasarkan lesepakatan nilai—-nilai melainkan
pembuatan hukum ﬁ@lélu merupakan semacam endapan
pertentangan nilai vyang ada sebab masyarakat yang
demikian itu ditandai oleh adanya perubahan—
perubahan, hkonflik dan perbedaan—-perbedaan dalam
'segala bidang seperti perbedaaa sasial ekonomi maupun
penguaﬁaan atas 5mmber¥$umber”daya, dan sebagainva.
Oleh sebab itu semua faktmr'ya;g masuk ke dalam
proses pengolahan  mengalami berbagal ‘pembataaan
sabe lum hasyl (mutpuﬁ)lq) yane o diinginkan akan
diperoleh |
1. Bahan-bahan atau faktor—-faktor yang masuk
sudah haru% disaring ataupun dipertimbangkan

luas  lingkupnya artinya sudah sejiak semula

telah ditentukan luas lirgkup haszil yang

13) Satjipto Rahardjo, Op.cit.,.

14) Hukum sebagai suatu sistem di satu sisi
mengambil bahan—-bahan (sebagai. input), kemudian
mengolahnya dan disisi lain menghasilkan ketetapan
(sebagai output). bLihat D.H.M Meuwissen, Recht en
Vrijheid, Inleiding in de rechts filosofie, Het
Spectrum BV, 1982, h. 74, tentang Systemtheorie, Van
N. Luhmann. :

Chambliss & Seidman, Op.cit., h. 113.
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i

EECE A mmtmﬁwial Mendaknys diperolel.

2. Betiap pengambilan keputusan mengandung  suatu
penilaian  artinva selalu  menihak Lerhadap
rilai-nilai tertentu.

put diakibatkan setiliap kegialtan

Feadaan  Lers
yang dilakukan ticak terlepas dengan LU S L

manusianya. Berdasarkan teori sumber daya manusia,

merngarahkan bahwa setiap aktivitas sangat tergantung
. o 1:59)
pada manusia yang mendalankannya.

Manusia vang diharapkan adalah manusia yang

memiliki dimamike dalam arti memiliki kemampuan untuk

menilal  dan memnil il sebiap  alternatif  tindakannya,

il Faktor-faktor yang

sekalipun da  Juga dipe
melingkupinyea.

Oleh karena itulah setiap peraturan  perundang-
urdangan gelkall  dikeluarkan  akan  berubah, Faacd b
melalui perubahan formal maupun  melalud Cara—cara
yvany ditempun birokeasil ketika bertindak. Ta  bearuabah
disebablkan oleh adanyva perubahan-perubaban kekuaatan
aosial , elkomnomi dan mmbmga&nyaqlﬁ)

Di cla ] am anal lsis MEr g eral implemnsntasi

Bebid daksarnann M Mog&Epn bahwa T ] Sl ¥ Fiaiy é

sebagal salah satu varisbhel yvang oenp par b [

Amir Santoso, ocsCcIit.

18 Robert B, Seidman, Loc.cit.
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“

lementasi besh i dabksanaan , e a e a frezmbraasan

bagad falk tor yang  tural  mempengarubil  proses

tersebut perlu diajukan di sindi.

1.

Masyaralkeat .,

e

yarakat sebagal  basis  sosial Frckovom

g@lain meErngunglapkan akar-—akar lemasyaralkatan
hukum dan lembaga-—lembaga hukum vang ada, clapat
Juga menunijukkan adanya jarak vang semakin  besar
ey T S e
antara hukum dengan substansi yang diaturnya.

Hal—hal tersebut mengingatkan kembali bahwa sistem

hukum  tidak akan pernah dibicarakar  dalam  suatu

Ang

situasi Y arig abstral me1ainkan senantiasa

mengaltkannya dengan masyarakal vyang menjadi

189
latar belakangriva. Masyara

et dan strukturnya

dapat memberikan pengaruh yang kuat pada proses

implementasi tetapi dapat pula merupakan kendala
MaELpLIn penyedlaan berbagai SAFAMNA Y &anog

memungkinkan pro implemsntasl dapat berjalan.

suatu masyarakal vang di dalamnya terdapat

peraturan hukum yang menjadi kerangkea

suatu

Bagl  selwuh Regiatannya memer]ukan prerkaembiancgan

17 0 .
) Satjipto Rahardio, Hukum dan Masvarakat.
kasa Bandung, 1979, h. 33.

1 .
8) D.H.M Meuwissen, loc.cit. h. 94, memberikan

catatan bahwa :
" Het recht moet worden begrepen tegen de achtergrond
van de ‘Gesellschaff’, d.i de maatschappij in de

meest ruime zZin .
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Y 19
Yaneg o cukup o paEnd arg.

Ferkenbangan masyarakat
Yang demikian itu menyebabkan pembentukan  maupun
implementasi preractur @n perundang-uncdangan
dilalkulkan SEC AP E profesional . Ferkembangan
masyvarakat sebagaimana sepertli dimaksudkan di atas
tidalk SE L LU Y A dijalani oleh masyaralkat

seclanglkan perkembangan yvang dilaluid

Indonesia,

yaltu tahap perkembangan feodal leme YEang
selanjutnys  pads tahap  perkembangan masyarakat

anc el asmar b an konstitusi . Ak ibatnya
Y

penvelenggaraan hukum  secara  profesional  masih
mamer lukan waktu yang cukup panjang.

Pcdapur e

20

sebagal berikul i

e masyarakat nampal:

Maesuk an e iy Fengubahan -—————  Keluaran

Masyarakal Indonesia Fembentukan ULLD Masyarakat

bkelonial 4 WL S EE E Inclomes L&
bk member bk baru yaitu
masyarakat Indo- negara

MmeEsia Daru. FRepublik

Indonesia,. |

LGN .
Gianfranco Faggi, Telah membagi perkembangan

Masyarakat kedalam tahap—tahap sebagai berikut :
(1) Feodalisme, {2) Standestaat, (3) Absolutisme,
(4) Masyarakat Sipil, (3) Negara Konstitusional.

221 Satjipto Rabardio, Hukum dan Ferubahan
Sosial, Alumni,. Bandung, 1979, h. 144.
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Ferkembangan vyang demikian itu ternyata
memberikan peﬁgaruhnya dalam perkembangan hukum.
Fada hakekatnya perubahar iniwhanya beﬁﬁuknyagsaja
namun nilai-nilai yang ada di  dalamnya tetap

21) Hal ini nampalk

tradisional, tidak berubah.
dalam brmses impl@maﬁtasinya, dimaksud di sini
muncul keﬁidakwpaéuhan vang menyebar bada SEMUAa
lapisan masyarakat dan‘ %ering terjadi adanya
perbedaan kepentingan dengﬁn orang-otrang .atau
kelompok yang berkuasa. Tradisi kolbnialisme yaitu
rakyat terbiasa untuk .diperintah, tetapi Jjuga
sedapat mungkin berusaha untuﬁ menghindarkan qiri
dari kewajiban—kewajiban Yang diatur nleh
peraturanwperatu?an Fukum, kontrol oleh masyarakat
terhadap tindakan—-tindakan .pémerintah menjadi
sangat lemah tetap berlangsung.
' - . - - 22)

Dengarn maiminjam teori dari Fred Riggs .

maka dapat dikatakan bahwa proses modernisasi  di

Indonesia masih menampaklkan proses masyarakat

?1) geedjatmoko, Sistem Politik dan Pembangunan
dalam Agenda Penelitian Asia, Sebuah Renungan,
Prisma; Jakarta, LP3ES, No.10, Oktober 1980, h. 31.

. 22) Fred W Rigghs, Agraia and Industri, Toward
a Typology of Comparative Administration, dalam
William J. Siffin, (ed), Toward the Comparative Study
of Public Administration, Blomington, Ind., Indiana
University Press, 1959.

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... = ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



DISERTASI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1163

madern yang herpecah.  Duabtu masyarakat dendan
struktur  yang mapan menuju ke arabh  masyarakat
modern vyanog nampaknya  belum 'm@ﬁyatu, sehingga
banyalk ditemukarn adanya kemajemukan yang terlihat
pada interaksi anbara perilaka wrban yvang  modern
dengan perilakue  tradisional sehingga membentuk
pola—-pala e i Lalol  warg kompleks. Funculnya

kesanangan antara apa. .yang seharusnys o (as

sallen) dan apa yvang senvaltanya (¢ s@in), gejala

ini  disebut dengan formalisme. Berikut  munculnya

4

kebijaksanaan vang  tidak e siEsialan derngan
perilaku  vyang kongkrit serta terjadinya  tumpang
tindih merupakan satu gambaran vang  khas  dalam

sieatemn aunpuran ind . Di  sampimng itu diantara

sektor kehidupan yang berkembang belum seluruhnya

dapat diorganis Cara SEMPLUTTIE . Selk tor

kehidupan  vang bersifat tradisic masibh dapat

hicdup berdaopingan dengan sekdor

hadupan  yang
telah modern, poeruababan-perababan pada institusi-
institusi  Jormal mendabulul perubaban-perunalian
perilaku. Hal demikian merupakan salah salil
kendala bagi proses pelaksanaan kebiljaksanaan

melaluil peratu

N perundang-undangan yvang efektif.
[Ce el aan clesmd b 4 anm it clisetalbb o
masyarakalrry s s i h i e i bl loan cerican

menciptakan o

atil  tatanan politik  yang mantap

sebagal suwatu kelanjutan dari kehadirannya selaku
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23)

negara dan maéyarakat Yang baru. Dalam
o masyarakat vyang demikian itu nampeknya otonomi
politik lebih besar dibandinghkan d&ngan otonomi
hukum. Akibatnya segala prmﬁwﬁ penyelenggaraan .
hukumnyapun sangat dikondisikan oleh kekué%aan

politik.ﬂq)

Setiap wsaha untuk ' menegakkan  hukum
selalu dikembalikan ketangan penguasa-penguasa
poliiik, karena setiap perumusan kebijaksanaan

melalui badan legislatif terletak di dalam inti

25)

kekuasaan politik.

kKeadaan demikian sangat dirasakan khususnya
di - negara vyang sedang -berkembang bahwa _fungsi
pembuatan peraturan justru lebih banyak dilakukan
oleh pemerintah dan birokrasi, karena pemerintah
memiliki informasi  dan sumber-sumber daya vang
cukup. Birokrasi merupakan aparat pemerintah yang
mempunyai‘ peranan penting dalam penerapan
keputusan politik.

Dalam hubungan ini, masyarakat madern/

. .
23) Nonet & Selznick, Op.cit., h. 25 — 26.

24) Ramlan Suﬁbakti, Dasar-dasar Ilmu Politik,
Airlangga University, Surabaya, 1984, h. 33 - 52,
antara lain banyak menguraikan tentang kekuasaan
politik beserta dimensi-dimensi vang ada.

25) Edwin M. Schur, Law; and Society : A
Sociological View, Ny : Random House, 1968, h. 79 -
82.
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-

industrialis sebagaimana cita-cita masyarakat

Indonssia  (nampak  dalam Kepslits) nenginginkan

adanya -nilai-milai  bara yaite  pembangunan yvang

hendal chiwiijucl an el am F el a

hakekatnya pelaksanaan kebijaksanaan  itu o adalah

konkritisasi nilai, maka nilai - tersebut  adalah

nilai pembangunan,

Freum s N W

slabsanaan

alfaan  inmcallipaiig

tujuwan pembangunan di b jad bhidang (dalam  hal

imi  khu badang  limgkungan  hddup)  mampak

bahwa [ B 00 - W W i W |

AL juan—tujuan Vand

of i bt

#gld baru.

Bedangkan

masyarakat

rnilail  yang menc

S ehan

Lt wane
dikehendaki ole

dijalal

cla d e Limokungea

Larvariasi, GeElilmgga W Eesie fadd i Bk e Lak

[resme @ pacd s R NP AT s il el a b )

dite

capkan ., FLEnlry YA serinng mancul

teriacdin

Jalannya kehicdopen bukwm berdaoat per b

b W

Jo G B O MO ECHNAN
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“

vang manimbulbkan perbadaan dalam kehidupan  hukwm

ek adanya wunsuar kultue Fakum

dalam masyarakal a

yang merupakan mobor pen Ak dan varog  merupakan

Jembatan vanng menghuburngkan antara peraturan-

peraturan  hukue yeng berlake dengan tingkah  laku

manusia  dalam  mavyorakat. Termasuak  di clal amny a

adalah kategori nilal s sikap-sikap vang dapat

G
pelaksanaannya.

4 ‘

mempangaruhi  preo

Dukungan
sikap maupun nilai-nilal yvang ada dalam masyarakal

sangat bres e 2

merc i, RTRRCARTIT Gaat it B

’

hagaimana pula pernya

instrumental sifatnyva. S

| o

L.d.M. d'Anjau, sebagai berikut

" Recht re niet  alleen  eon functioneesl
AV TR dat  zorgt voor B ER soEpe ]

verloper  van Leavireg ' s S 6

21 4

e cro ke G

{ WA e

el i mesres e

Dimensi nilai vang diperscalbkan  bukan

dijumpai saat peraturan

meEladimkan Tdmbl

nber tuk an

kebiljaksanaanpun o

alan nilal menampakkan atlarnya

3
=0 Lawrence Friedman, Loc.cit.
Charles Andrain, Political Life and Social Change : An
Introduction to Folitical Science, dikutip kembali
oleh Ramlan Surbakti, gp.cit., h. 22.
27) : - :
L.J.M. d’Anjau, op. cit., e B,
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perbedaan bahkan pertentangan.

Ferubahan vyang dikehendaki oleh hukum dalam
rangka menjalankan fungsinya sebagai instrumen tidak
memperlihatkan perubahan yang hakiki. Dimaksudkan
di sini perubahan yang terjadi hanya permukaannya
sedangkan vyang menyangkut nilai-nilai vang dasar

tetap tidak berubah.

=

2. Faktor komunikasi.

Fersyaratan yang dibutuhkan bagi
keberhésilan proses implementasi kebijaksanaan
melalui hukum selain.faktor sumber daya, sikap

adalah = faktor komunikasi.ia)

Di sini - para
pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk
melalf:xsana'l':.ar\.q tetapi mereka juga harus mempunyai
pengetahuan atau pemahaman akan substansi
kebijaksanaan yang hendak dilaksanakan.

Faktor komunikasi menjadi penting artinya

apabila kita menyadari bahwa pengundangan suatu

peraturan baru itu menginginkan suatu Jjenis
aktivitas tertentu yang sesuail dengan tujuan
28)

Hal ini disebabkan "A legal act (rule,
doctrine practice) what—-ever function it sums, is a
message". Dikutip dari L. M. Friedman, loc.cit., h.
111. Masalah ini juga diuraikan pula oleh Antony

Allot, The Limits of Law, London - Butterworths,
1980, h.9 - 15, bahwa " Law as comunications system "
yang meliputi delapan aspek.

Vilhelm Aubert mengatakan bahwa "law as set of

comunicating with the public”.
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MILIK ’ ‘l
PERPUSTAKAA ;
WHIVERSITAS AIRLANGGA \
SURAB A_Y ﬁ:,

B e = i

kebijaksanaan vano  ftelah dibust Bl LI 1Al
tingkat implementasl dimaksoclb oo ik frisr g ) g

pencapalan tujuan-—-tuiuan va

P E Eme R og T am pemer L tat

Dalam Fubumgan indi LA LLE [ SR B AT
merupakan  salah satu alasan pula bagi pentingnya

faklor komunikasi karena ia merups

Aar o raro kel an
kegiatan yang terus menerus dalam penebapan maupun
implemaentasi kebiljaksanaan. Sebagaimans penoertlan

perencanaan yanyg diberikan Euypers, yalbuo

"Flanrming i [t WL

e loer ) el
systematielk bedenken van doelen on middelen
O basls van verwacohtinoen op wel Laroe e

termiin Y Tel ko got

een alternatif dat  oe  minslbe of fere

A0
vergen' .

Ferencanaan tersebut o atas  menunjuklan

La.

adanya ciri-civi, yaitw

doglen en middelen bedenken g

27y Catatan : Dalam hal ini Communication has an

important contribution to make to coordination and to

implementation generally", Lewis A Gunn, loc.cit., h.
205.

30
B Nico Nelissen, Jac Geurts, Henk de Wit, Het

verkennen van Beleids Problemen, Kerckebosch, B.U.,
Zeist, 1986, h. 25.
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- voor uitblikken 3

~ systematisch werken 3

- beleid voor bereiden j

= uit zijn op efficientie

- iets besturen als system.gl)

Adapun perencanaan dibedakan menjadi @

1. FPolicy planning yaitu untuk menentubkan ought be
- know where to.

2. Strategic planning, menentukan can be jadi know

what.

I. Operational atau tactical planning menentukan

s
S

will be jadi know how.

Melalui perencanaan diharapkan semua kegiatan
telah dipersiapkan secara sistematis untub MEM AR L
suatu  tujuan, caré bagaimana tujuan tercapai dengan
sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien
serta pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan
vang telah ditetapkan.

Selanjutnya' dikatakan pula bahwa "Flanning is
daarbij een hulpmiddel. Maar vaalk hebben

beleidsactoren te weinig inzichten en ervaring om

3 3 . .
1) W.J.M. Kickert, Overheids planning,

Theorieen, tecknicken en beperkingen, Van Gorcum,
Assen, Maastrich, 1964, h. i6.

32) Kuypers, Beginselen Van_ Beleidsontwikkeling
A, dick, Countinho, Muiderberg, 1984, h. 189.
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33

o’'n planning te maken'.

Semakin luas dan tersentralisasi pembentukan
suatu kebijaksanaén menyebabkan saluran komunikasi
antara pelaksana hkebijaksanaan dan orang yang
tersangkut di dalam kebijaksanaan itu lebih panjang
dan lebih rumit. Di samping itu anggota masvarakatnya
semakin sulit untuk mengetahui berbagai kebijaksanaan
yang dibuat dan ditetapkan dalam berbagai bentuk
ﬁeraturan perundang-undangan yang ada.

Melalui saluran komunikasi pula secara bertahap
anggota—-anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai,

norma-norma vyang baru yang selanjutnya diteruskan

kepada anggota masyarakat lainnya. Oleh sebab. itu

komunikasi adalah merupakan, suatu proses antar

manusia dan merupakan interaksi dari sejumlah
34)

variabel. Apakah seseorang sebagai pelaksana
kebijaksanaan ataupun sebagai pemegang peran akan
berperilaku, seéuai dengan peraturan—-peraturan yang
berlaku bagi akt;vitasnya itw amat t&rgaﬁtumg dari
beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah isi kebijaksanaan telah disampaikan.

Z. Biapa dan untuk apa mengetahui apa vang ingin

dicapai.

33) 1bid, h. 25.

%) Van de Gevel, Op.cit., h. 236.
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3. Bagaimana pesan / berita itu diterima,
dimaksudkan apakah penerima m@myaaari ataukah
bersifat selektif atauw memberikan interpretasi.
Robert B. Seidman mengatakan é bk ah 1

digerakkan oleh motivasi vang menylmnang.#ﬁ)

4. Apakah isi kebijaksanaan yang disampaikan itu
sesuai dengan tujuan vyang ditetapkan bagi
'posisi vang ada.

3. Informasi masalah yang mengandung pesan.

6. Dengan cara bagaimana ia akan disampaikan.

7. Di mana pesah itu harus disampaikanzb).

Dalam pengembangan lingkungan hidup peranan
manusia dan masyarakat sangat menentukan. QOleh sebab
itu kebijaksanaan vyang dituangkan dalam p?ogram—
program pelaksanaan pengembangan Lingkungan hidup
perlu diketahui secara jelas. Fengaturan tidak hanya
meliputi perencanaan melainkan juga pelaksanaannya di
lapangan  perlu ditetapkan secara Jelas untuk

pencapaian suatu tujuan.

Di dalam penerbitan Organization for Economic

Cooperation and Development (OECD) dikemukakan
bahwa :b7)
39) . .
Robert B. Seidman, loc. cit.
36) 1hig.
37)

Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata
Lingkungan, Gajah Mada University Press, 1986, h. 138-139.
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"Information is a prerequisite to effective public
participation, and government have a responsibility
not only to make information on environmental
matters available to the public in a timely and open
manner, but also to ensure that citizen are able to
provide constructive an timely feedback to
government public participation can be Seen  as an
essential means for increasing envirornmertal as well
as political awareness for clarifying the choices
to be made, and for seeking social consensus, on the
balance to be sought betwen economic development and
environmental concerns”.

‘Masalah—-masalah vyang berkaitan dengan Fal
tersebut di atas meliputi :
1. Pemastian penerimaan informasi.
2. Informasi lintas batas.
3. Informasi tepat waktu.
4. Informasi lengkap.
3. Informasi yang dapat dipahami.ﬂg)

kurangnya informasi bahkan sering pula tidak

ada, sebagai akibat Qangguan dalam gtk tae
komunikasi mengakibathkan adanya gambaran veng  kurang
lengkap atau kurang tepgt mengenal sl kebijaksanaan
vang akan dilaksanakan bailk oleh pelaksananya maupun

mereka yang terkena sasaran kebijaksanaan.

Sehubungan dengan berbagai faktor non  hukum
yang ikut bekerja saat kebijaksanaan itu
diimplementasikan, maka pengembangan proposisi-—

proposisi di bawah ini amat diperlukan bagi proses

implementasi kebijaksanaan di lapangan, antara lain
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sebagai berikut :39)

1. Tanpa arus informasi yang terus menerus, bukan
saja dari pusat perencanaan ke para pelaksana
di lapangan, tetapi terutama sebaliknya, maka
boreksi-tkoreksi vyang dipeflukan tidak dapat
dilakukannya.

2. P@rencanaan sentral sering dikuwativrkan alkan

mengakibathkan sentralisasi vang bher lebi k-
lebibhan, bukan saja secara administratif,
melainkan juga sentralisasi kekuasaan  yang
mengurangi kebebasan masyarakat umum.
Froses semacam ini memang sulit dicapai di
dalam negara-negara berkembang karena
kekurangan kemamﬁuan ilmiah pada tingkat
daerah dan lokal.

3. FPerencanaan sentral terpaksa dilakukan karena
data baEE‘yang sangat lemah dan tidak lengkap.

4. Ferencana harus mengembangkan kepekaan
terhadap kemungkinan tidak cmdmknya rencana-—
rencana dengan realitas-realitas di dalam
masyarakat akibat keterbatasan dan

ketidakmampuan para pelaksana setempat.

39) . Soedjatmoko,  Analisa Kebijaksanaan  dan
Perkembangan Ilmu—ilmu Sosial di Indonesia, dalam Reading
on Public Policy, Irfan Islami,(ed), Unibraw, 1981.
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Aktivitas Birokrat Sebagai Aktor Pelaksana Hukum

Dalam Mewujudkan Tujuan Kebijaksanaan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebijaksanaan
pemerintah tidak terpisah clengean birokrasi.
Birokrasi merupak an alat pemnerintah dealam
menyelesaikan problema-problemanya clem g e membitiat
beputusan—keputusan dengan rasionalitas malsimal
dengan menjadikan efisiensi berjalan otomatis dan

dengan merutinkan kelancaran Jalannya fungsi di dalam

masyarakat.4o)

Kebijaksanaan pemerintah  vang secara LALLM
menetapkan tujuahmtujuan pokalk dalam Crangla
memecahkan parsoalan-persoalan  masyvearakat Sarg et
membutuhkan sistem um bk melaksanakan il
kebijaksanaan yang telah dibuat vareg  hbidak Ladnm
adalah birokrasi. Birokrasi ary alk: me Lakulkan
pekerjiaan—pekerjaan ur bl mengatasi berbagai

permasalahan yang multidimensi, sehingga implementasi
Lebijaksanaan pemerintah memiliki posisl Y EIg
strategis.

Rirokrasi merupakan ciri vang menonjol dalam

#01 Dilain pihak birokrasi dapat menjadi alat
pembaharuan yvaitu alat untuk dapat merealisir
pembangunan. Hal ini dapat terlaksana bila tujuan—
tujuan organisasi memang diarahkan bagi suatu

strategi pembaharuan dan pembangunan. Bintorao,
loceeitey Ha 7
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masyarakat modern‘karena adanya dua sebab, yaitu :41)

1. Orientasi vyang rasional untuk meninggalkan
tradisi.

2. Wewenang vyang kharismatik tidak murcp b in Lagi
dipertahankan melainkan wewenang rasional yanq
bersifat umum.

Weber mengartikan rasionalitas sebagai evaluasi vyang
disengaja atau didasarkan pada kesadaran terhadap

alternatif.42)

Di samping itu birokrasi merupakan
salah satu unsur dari masyarakat yang dikelola secara
rasional. Sebagaimana John Stuwart Mill mengatakan
bahwa :

"

++e.. the work of government has been in the
hands of governors by profession, which is the

; 473
essence and meaning of bureaucracy". )

Adapun birokrasi merupakan tipe sla by
organisasi vyang dimaksudkan untuk melakukan  tugas—
tugas administratif yang besar dengan cara

41)

Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi

tentang Struktur Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1984,
h .

1. 141,
#2) 1pid.

Weber membedakan antara antara wertrationalitat dan

zweekrationalitat. Pengertian rasionalitas diberikan

juga a.l oleh Simon Manheim. Sedangkan pengertian

kebijaksanaan rational digunakan dalam arti
kebijaksanaan pemerintah vyang terarah, efektif dan
sesual. .

4Z)

Martin C. Albrow, Op.cit., h. 20.
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mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan
dari banyak orang. Birokrasi Justru untuk
melaksanakan prinsip"prinsip organisasi yang
ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif,
walupun diakui sering terjadi kurang efisien.

Hal ini disebabkan birokrasi di negara kita
adalah birokrasi pasca tradisional model Weber yang
amat hirarkhis dan legalistis, sehingga peranan
birokrasi ini dalam pengelolaan program pemerintah
cenderung untuk mempertahankan keseimbangan (status
qua) kurang mementingkan perubahan.

Bagi Weber, definisi birokrasi adalah dengan
memberikan be&erapa ciri yang harus ada bersama-—-sama
vaitu
These characteristics are as follows :

1. " A continous organization with a spesified
function, or functions, its operation bounds
by rules.

Continuity and consistency within the
organization are ensured by the use of writing
to record acts decisions and rules.

Z. The organization of personnel is on the basis
of hierarchy. The scope of authority within
the hierarchy is clearly defined, and the
right and duties of officials as each level
are specified. .

- The staff are separated from ownership of the
means of the administration or production.
They are personally free, ‘subject to
authority only with respect to their
impersonal official obligations’.

4. Staff are appointed, not elected, on the basis

of impersonal qualification, and are promoted

on the basis of merit. _

Staff are paid fixed salaries and have fixed

terms of employment. The salary scale is

normally graded according to rank in the

hierarchy. Employment is permanent with a

i

o
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certain sgcurity of ten“ﬁﬁj and pensions are
usually paid retirement."

Setiap lingkungan pekerjaan yang tersusun dalam
organisasi selalu mempunyai tujuan—tujuan sendiri
yang telah ditetapkan. Begitu pula para birokrat
dalam menjalankaq aktivitasnya untuk mewujudkan
tujuan kebijaksanaan cenderung untuk beralih pada
tujuannya sendiri, sehingga setiap oréanisasi dapat
mengalami pergantian tujuan (displacement of

3 L . . . N
439) Hal ini terjadi disebabkan setiap

.goals).
organisasi bekerja di dalam konteks sosial tertentu,
sehingga para birokrat akan bertindak menurut cara-
cara vyang dapat meringankan ketegangan-ketegangan
yang timbul akibat pengaruh kelas-kelas sosial vang
dijumpai dalam masyarakat.

Di  samping itu, penetapan tujuan vang masih
unum  sifatnya menyebabkan para birokrat cenderung

memberikan tafsirannya sendiri berdasarkan

kepentingan ekonomi ataupun pengaruh latar belakang

pendidikan, budaya, politik, sosial dan

sebagainya.46) Sehingga aktivitas vang dilakukan
44) . . . .

Christopher Ham - Michael Hill, Op.cit., bh.

114 - 115. Dalam perumusan lain birokrasi merupakan

tipe organisasi dalam pemerintahan modern untuk

melaksanakan tugas—tugas administrasi dan khususnya
oleh aparatur pemerintah. '

43) Robert B. Seidman, Loc.cit.

4é) Nico Nelissen, Op.cit.. h. 61.
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diharapkan - dapat memberikan keuntungan maksimal dan
hambatan vyang minimal. Hal demikian itu terjadi
disebabkan keterikatan pemerintah pada pembangunan
yang terencana sehingga lebih . cenderung untuk
mempertahankan legitimasi yang berdasarkan rasional,
mak a pemerintah semakin besar kemungkinannya
memberikan kebebasan yang luas kepada para birokrat.
Kebebasan ini. menyebabkan para birokrat memiliki
otonomi untuk mengelola berbagai sumber daya vyang
tersedia dalam rangka merealisasi tujuan
kebijaksanaan.

Dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksana
kebijaksanaan, maka para birokrat masih membutuhkan
pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut atau dengan
berkataan lain para birokrat akan menentukan suatu
kebijaksanaannya sendiri untuk dapat mevesuaikan diri
dengan situasi di mana mereka berada dan akibat
keterbatasan akan sumber daya yang tersedia baik itu
berupa informasi, dana, tenaga ahli, tenaga-tenaga

trampil maupun pengetahuan vang mereka miliki.47)

47) Hal ini disadari mengingat implementasi
sebagai "technical or managerial problem” sehingga
untuk dapat merespons policy vang efektif perlu
adanya tahapan vyang dilalui, baik itu beirupa
perencanaan program, pelaksanaannya vyang menjamin
pelaksanaan program. Dalam rangka itu peranan sumber
daya merupakan tanggung jawab utama.

Brian W Hogwood and Lewis A. Gunn, Op. cit., h. 196 -
200,
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Jadi para birokrat dalam menjalankan
aktivitasnya mempunyai suatu kebebasan kebijaksanaan
tertentu yang mengenai aspek yuridisnya disebut juga
freies ermessen atau pouvair discretionnaire.
Dapatlah digambarkan disini bahwa :

"Discretion refers to the ability of an
administrator to choose among.alternative to
decide in effect how the policies of the
governgggt should be implemented in spesific
case",

Adanya diskresi ini diharapkan dengan kondisi
vyang ada dapat dicapai hasil/tujuan yvang maksimal .

Hal ini disadari karena : "Marny fields of law have

highly discretionary rules". As we BEE. .., SUCh rules

have various purpose", In any event, not all message

T a49) , . , )
can be clear... - Pemberian otonomi dan diskresi
disertai sumber-sumber daya yang memadai merupakan

dimensi vyang paling strategis di dalam melaksanakan
aktivitasnya karena hampir semua kebijaksanaan dalam

berbagai tingkatannya dibuat oleh mereka vang disebut

*8) Francis E. Rourke, Op. cit., h. 32.

Masalah diskresi menjadi sangat relevan mengingat
kegiatan implementasi adalah merupakan bagian dari
“policy making”, Brian W Hogwood & Lewis A Gunn,
loc.cit. : :

Jeffrey Jowell memberi definisi “discretion as the
room for decisional manoeuvre possessed by a decision
maker". 0Oleh sebab itu diskresi merupakan fenomena
yang amat penting dan fundamental, terutama di dalam
hal implementasi kebijaksanaan pemerintah.
Christopher Ham - Michael Hill, loc.cit, h. 148-163.

%9 L. M. Friedman, Op. cit., h. 61.
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)
governings elite. )
Akhirnya segala aktivitas yang dikehendaki agar
dilakukan oleh pemegang peran lebih banyak ditentukan

oleh aktivitas para birokrat itu sendiri.

Komponen—-Komponen Yanqg Menentukan Keefektifan Hukum

Undang-undang merupakan landasan bagi
pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Demikian pula

UULH, peraturan pemetrintah serta peraturan

. pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan

lingkungan di Indonesia. Hukum akan menjadi efektif
manakala dalam pembuatannya maupun pglaksanaannya
didukung oleh sarana yarg memadai.

Syarat—-syarat apa vyang harus dipenuhi agar
hukum dapat digunakan secara efektif sebhagal
instrumen dan batas-batas kemungkinan perggunaan W AN
demikian itu adalah éuatu langkah yang penting baik

secara teoritis maupun praktis karena perkembangan

50) "Governing Elites are defined in a
functional sense as those who exercise mayor decision
making power in the national government. It includes
both those who hold formal position of responsibility
and those sympathetically represented in governmental
hierarchy but exert important influence in the
decision making process".

Milton J. Esman dalam John D. Montgonery dan
William J. Siffin, "The Politics of Development
Administration”.
dikutip kembali oleh Bintoro Tjokroamidjojo, Op. cit,
h. 21.
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studi-studi kebijaksanaan dalam perundang-undangan
menyanghkut persoalan hubkum dan tingkah laku
sosia1.51)
Untuk itu kita tidak cukup hanya mengetabui
hukum dalam rumusan yang tertulis melainkan  hukum
hendaknya dilihat sebagai gejala empiris yang nampak
dalam masyarakat. Mempelajari hukum tidak terbatas
pada bentuknya vyang Eelah jadi vyaitu peraturan
perundang-undangan, melainkan kita perlu mengetahui
latar belakang vang mendasari terbitnya suatu
peraturan dan juga bagaimana implementasinya.

Agar kebijaksanaan dan peraturan perundang-—

undangan tentang lingkungan hidup dapat berjalan

efektif, perlu dikuasai ketrampilan baruw oleh

perencana, para penentu kebijaksanaan para pejabat

pemerintah dan bahkan Juga olebh para perngelola
a2)

perusahaan. Namun dalam implementasinya banyak
faktor yang mendukung maupun yang menghambat
pelaksanaan tujuan kebijaksanaan melalui SBAK AN &
peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan
karena kurangnya perhatian akan aspek-aspek

pelaksanaan suatu kebijaksanaan, kurangnya sumber

daya, informasi yang kurang lengkap sehingga timbul

"1) veheskel Dror, Op. cit., h. 90 - 91.

52) Emil Salim, Op. cit., h. 160.
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penafsiran yang tidak sama.
Agar peraturan dapat . berfungsi hendaknya
dikembalikan pada 4 faktor, yaitu :

1. Peraturan itu sendiri, artinya undarng-—
undangnya harus direncanakan dengan bailk yaitu
kaidah—kaidah vang bekerja mematoki tinghkah
laku har@s ditulis dengan jelas dan dapat
difahami dengan penuh hkepastian. Sehingga
ketaatan atau tidak taatnya WAKFga negara
kepada hukum itu dapat disidik  dan  dilihat
dengan mudah.ﬁg)

2. Petugas yang menerapkan peraturan harus
menunaikan tugasnya  dengan baik dan
mengumumkan secara luas.

Z. Fasilitas vyang ~ada diharapkan akan dapat
mendukung pelaksanaan hukum.

4. Warga masyarakat yang merj &cdi SASA AN
peraturan tersebut, dengan perkataan lain
seorang pemegang‘ peran itu akan bertindak
sesual dengan peraturan—peraturan vang berlaku
bagi aktivitasnya, tergantung [réacd @ tiga
variabel, yad tid apakah PVEI T E Y telah
disampaikan, apakah normanya serasi derigan

33)

C. 6. Howard & R. S. Mumners, Law : Its

Nature and Limits, New Yersey : Prentice Hall, 19635,
h. 46 — 47.
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tujuan  yang ditetapkan bagi posisl  Lbu dan
apakah si pemegang peran digeralklkan oleah
motivasl yang menyimpamg.54)

Fenyimpangan dirumuskan sabagail  tingkah lakuw
ReEmMEgang  peran  vyang melanggar suatu aturan - hukuam
yang sesungguhnya telah dibuat untuk ditaati olelnya.
Teori penyimpangan mengajarkan bahwa para JrEmes i)
DEr & itu dapat mempunyai motivasi, baik Y E
berkehendalk untuk menyesuaikan diri derngan keharusan
Mo (mm£iva$i untuk conform dan motivasi umtuk I
canfarm) . Sementara ia Juga dapat mempunyail Cirmgkaly
laku yang mungkin conform dan Yang munghkim pula tidalk
confmfm. Hal tersebut di atas dikarenaban Bre2i [y a
Taktor tersebut di atas,

Eertolak dari empat faktor S ETI chivarad b an
sebelumnya dan  kemudian kita meEnengok  kasus-kasus
pencemaran  nampak bahwa pelanggaran terhadap UULH
sehingga menimbulkan pencemaran merupakan suatu khasus
VAN sulit  untuk  diamati oleh mesyarakat Practa
umumnya. Fengamatan dapat dilakukan oleh mereka vang
benar—-benar memiliki keahlian i bidang g B
sedangkan jumlah mereka terbatacs.

Di samping itu LULH beserta Peraturan

e laksanaan lainnya sebagai BT AT k. e
P !

L aksan aarm

Robert B. Seidman, loc.cit.

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

lingkungan belum dipakai secara efektif karena memang
belum mampu melakukan sesuatu ditengahmtengah bondisi
fisik vyang ada. Begitu pula standard hidup sosio-
ekonomik vyang minimal harus ada di dalam masyarakat
dan tbketertiban umum harus sudah' terpenubi apabila
sarana vyang dipilibh akan menjadi efektif dan sarana
sangsi belum digunakan secara efektif dalam situasi
adanya kelalaian dari para pencemar lingkungan.
Apabila hkondisi sosio-ekonomilk tidak ohi perudia
akibatnya permasalahan vyang timbul adalah s Fiwa
kebanyakan pengusaha bukan tidalk menyadari  kegawatan
permasalaban lingkungan, akan tetapi berbagal langhkah
ini akan memperbesar biaya perusahaan, sehingga
mengurangi kemampuan bersaing perusahaan di PaASAran .
Fencemaran dan kerusakan lingkungan dapat
diperkecil apabila perusahaan menggurakan  alat-alat
pengendali pencemaran, tetapi ini menambah ongkos
investasi. Semakin besar dan luas pencemaran
dihasilkan perusahaan, semakin tinggi pula bilaya
pengendalian pencemawanA dan  semalin  tinagi biaya

semakin tinggi harga vang harus dibravar wonsamen

WY

untuk memperoleh produk perusabiaan .

Akhirnya hubungan antara sis

dsam clerigan

s . .
®) Emil Salim, Op. cit., h. 202.
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pembangunan dapat dihipotesalkan sebagal

berikut. :

1.

Sistem hukum yang efektif mempermudah
pelaksanaan proses pembangunan.
Tiadanya ~ sistem hukum vang efektif akan

memperlambat tercapainya tujuan PEMBEN LM ET .

Ferilaku-perilaku manusia dalam masyarakat

diharapkan dapat memenuhi aturan—aturan apabila

DISERTASI

1.

rJ

i

ch

Makna serta isi peraturan harus mutciah
dipahami.

Isi peraturan Bukum itu harus diketahui oleh
masyarakat luas.

Adanya hkesadaran Para aparat pelaksana untuk
melibatkan diri dalam usaha meranamkan isi
peraturan.

Adanya partisipasi warga masyaraket di  dalam
proses menanamkan isi atau mabkna freraturan .,
Mekanisme penyelesaian senghketa hendaknya
mudah dimasuki dan dilakukan oleh WAl ja
masyarakatAdan harus efektif,

Wairrga masyarakat hendaknya beranggapan
peraturan itu mempunyai daya berlaku efektif.
Agar peraturan itu dapat menjalankan
fungéinya, maka persyaratan seperti personal,

dana, resources , dan sebagainya hendaknya
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) . b))
dilengkapi.
Dalam setiap wsabha menanam semoalo Farry o gy
selalu akan mengalami reaksi dar: Qoborgan woaeyrae akoat
vang merasa dirugikarn. kKeefektifan teceps!an  wsaba

menanam tidak dapat dilihat berdivi send e malainkan
hasil positip dari perggunaan tenaga manusia, alat-
alat, organisasi dan métoda untuk menanamkan unsur-
unsur baru di dalam masyarakat. Di samping itu Juga
harus dihubungkan dengan faktor penamaman unsur-unsur
baru yang efektif.

Fenambahan kecepatan menanam Yang disertai
usaha menambah keefektifan akan memberikan hasil.
Hasil tersebut akan berkurang apabila hanya kecepatan
menanam unsur baru ;aja yang ditambah tanpa
memperbesar keefektifannya. FProses ini disebut dengan
proses pelembagaan. Sedanghkan kecepatan MEenanam
adalah panjang atau pendeknya jangka waktu dimana
Usaha menanam itu dilakukan dan diharapkan memberikan,

hdsil-hasil. Semakin tergesa—gesa orang berusaha

56) Catatan : Persayaratan agar peraturan
perundang—undangan ditaati oleh warga masyarakat juga
diajukan oleh Lon L. Fuller, The Morality of Law, New
Havn. Conn, Yale University Press, 1971, h. 39 - 91,
demikian pula Clarence J. Dias, Research on Legal
Services And Poverty :, It Relevance to the Design of
Legal Services Programs' in Developing Countries,
Washington University Law Quartely, 1975, No. 1, h.
147 - 163, berikut C.G. Howard & R.S. Mumners, Law :
Its Nature and Limits, New Jersey : Prentice - Hall,
1965, h. 46 - 37,
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menanam dan semakin cepat orang mengharapkan
hasilnya, semakin tipis efek proses pelemnbageaan
didalam masyarakat, demikian sebaliknya. Froses

L . a7)
pelembagaan ini dapat dibagankamn sbb.
keefektifan menanam— Kekuatan yang
kan unsur-unsur baru - meEnentang dari
masyarakat
F'FOSES pe— = —.-—_—.....-.....-....-.-n—-—.-_..........—..........-............—-m-»..u...........»........_.......-‘.-.........._......._.....
lembagaan Fecepatan menanamban

UNsur-unsur yarg harg

Agar proses ini dapat mencapai Ty wan yéng
dibarapkan, maka perlu bantuan aparét,melakﬁama YEr )
menyadari kewajibannya untuk melibatkan diri kedalam
usaha-usaha penerimaan unsur baru; Dilain pihak para
warga masyarakat yang merasa terlibat harus
berpartisipasi didalam Proses penanaman unsur-unsur
baru.

Suatu norma akhirnya terlembaga
(institusionalized) dalam suatu sistem spsial
tertentu apabila dipenuhi paling tidalk tiga syarat,
yaitu :58)

1. Bagian terbesar warga suatu  sistem seosial
t;lah menerima norma tersebut.

-

Ze Norma-norma tersebut telah menjiwal  bagian

) .
7) Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan

Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.
o8)

Ibid.
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terbesar warga-warga sistem sosial tersebut.

. Norma tersebut bersanksi.

Froses pelembagaan tersebut dapat dikatakan efektif
apabila ketaatan akan peraturan disebabkan
‘oleh faktor compliance, identification,

7) atau kepentingan mereka terjamin

S
internalization
oleh hukum yang ada.

Faktor-faktor tersebut dapat berdiri sendiri

atau dapat pula merupakan suatu gab%pgan bermacam-—

59) Leopold Pospisil, Anthropology of Law, A
Comparative Theory, Harper & Row Publisher, New York,
1971, h. 200 - 201.

Faktor—-faktor yang menyebabkan warga masyarakat

mematuhi hukum, setidak-tidaknya dapat dikembalikan

pada hal-hal sebagai berikut :

1. Compliance, vyaitu "an overt acceptance induced by
expectation of rewards and an attempt to avoid
possible punishment-not by any conviction in the
desirability of the enforced rule. Fower of the
influencing agent is based on "means control" and,
a4s a consequence, the influenced person conforms
only under surveillance".

2. Identification, yvyaitu " an acceptance of a rule
not because of its intrinsic value and appeal but
because of 8 person‘s desire to maintain
membership inmn a group or relationship with the
‘agent. The source of power is the attractiveness
of the relation which the persons enjoy with the
group or agent, and his conformity with the rule
will be dependent upon the alliance of these
relationships". ’

3. Internalization, vyaitu "the acceptance by an
individual of a rule or behavior because he finds
its content intrinsically rewarding........ The
content is congruent with a person’s values either
because it has been so from the start of the
"influence", or because his values changed and
adapted to the inevitable”.
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MaAC &M faktor. Di samping masalah yéare  meryangkut

pengetahuan, pemahaman akan isi  peraturan

e La

bagaimana pengakuan dan paEnghargaan

e sy aralk at it A

terhadap penanaman unsur—unsur yang baruo.
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BEAR V
FPERATURAN FERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI

“YBUREAUCRATIC LAW" DAN IMPLEMENTASINYA

9.1. Pendahuluan

: . 1 .
Konsep bureaucratic law ) menunjuk pada

peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh
Femerintah. Hukum di sini di kaitkan dengan orogram
Femerintah dalam pembangunan nasional yang
menghendaki adanya perubahan dan untuk mencanal
tujuan yvang telah ditetaphkan.

Mengingat usaha pembangunan yang sedang kita
lakukan saat ini menghendalki adanya kebijaksanaan dan
berbentuk program—-program pembangunan, maka peskerijaan
vang kita laksanakan merupakan suatu bentuk kegiatan
vanag dilakukan dengan sengaja untuk membawa
masyarakat ke arah yang dikehendaki. Oleh karena itu
pembanguran di Indonesia merupakan usaha yang
terencana sSecara nasiona

Fembangunan nasional secara berencana dapat
dilihat dalam timgkat—tingkat kegiatan yvang dilakukan
secara  terus menerus dan  merupakan  suatu  proses

valtu, meliputl E konseptualisasi, formulasi

)]
st Roberto Mangabeira Unger, loc.cit. h. S1.
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keputusan politik, legalisasi, formulasi keputusan
administrasi, penstunan‘program, implementasi, dan
evaluasi. 2)

Tahapan tersebut berjalan dalam suatu proses
vang dinamis dan bergerak dalam suatu lingkungan yang
luas. Selama dalam proses muncul kekuatan—kekuatan
yang dapat menjadi pendukung maupun kendala yang
mempehgaruhi tiap tahapan tersebut. Oleh sebab itu
perubahan dapat saja terjadi pada masing-masing
-tahapan yang dilalui.

FPada proses perencanaan dapat dimulai derngan
suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan
formulasi kebijaksanaan pembangunan vang efektif
untuk mencapai tujuan pembangunan, sedangkan
perencanaan terdiri dari rencana jangka panjang,
reﬁcana jangka menengah kurang lebihblima tahun dan
rencana t§hunan. Rencana jangka ‘ﬁanjang menjadi
pedoman penyusunan rencana jangka menengah. Rencana
jangka menengah disusun berdasarkan perspektif jangka
panjang tersebut supaya suatu rencana lebih dapat
dilaksanakan, maka perencanaan harus membuat isi vang

operatip dan cara ini disebut perencanaan operasional

tahunan.

2) . Bintoro Tiokroamidjojo, Pengantar
Administrasi Pembanqunan, LP3ES, 1974, h. 1i8.
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Dimensi operasional tahap perencanaan ini
harus =

1. Berorientasi pada tujuan dan pelaksanaannya
diarahkan untuk merealisir tujuan.

2. Pencapaian tujuan dilakukan secara bertahap dan
perencanaan merupakan suatu kegiatan vang terus
menerus mulai formulasi hingga pelaksanaannya.

Adapun arti program adalah :

“.....8 programme is taken to mean a form of
organized social activity with a specific
objective, limited in space and time. It
often consists of an interrelated group of
"projects? and usgally limited tg 9”? (=] )
More ongoing organization and activities".

Berpangkal dari uraian tersebut, kita dapat
mengatakan bahwa apa yang tercantum dalam Repelita
merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan yang berencana. Untuk dapat melakukan
program-pirogram pemerintah, maka kebijaksanaan yang
telah tercantum baik dalam GBHN maupun Repelita perlu
dijabarkan lebih konkrit dalam bentuk peratu?an
perundang-undangan.

Menuirut Gladden kebijaksanaan-kebijaksanaan itu
diklasifikasikan sesuai dengan tinggi renqahnya suatu

kebijaksanaan yaitu :4)

) Ibid, h. 195, dikutip dari United Nation,
Administration of Development Programmes and Projects
: Jane Mayor Issue, (New York : United Nation, 1971
h. 3.}

Al Ibid., h. 115.
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1. Palitical policy (kebijaksanaan politik).

2. Executive policy (kebijaksanaan pelaksanaan/
pemerintah).

3. Administratif policy (kebijaksanaan administrasi).

4. Technicél ar aperational poclicy (kebijaksanaan
teknis pelaksanaan).

Sebagaimana pembangunan jangka panjang vyang
tertuju kepada pembangunan manusia Indenesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.
Demikian pula setiap tahap pembangunan dalam rangka
pelaksanaan pola Umum Fembangunan Jangka Fanjaﬁg,
maka saat- ini Indonesia telah memasuki tahap
industrialisasi dengan peningkatan pengembangan
pertanian, sebagai tujuan Pelita Kelima ialah : (1)
meningkatkan taraf hidup,. kecerdasan dan
kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan
adil, serta (2) meletakkan landasan vang kuat unfuk
membangun tahap berikutnya.

Dalam rangka itulah dikehendakinya pembangunan
tanpa merusak lingkungan serta mengélola sumber alam
secatra bijaksana untuk bisa menopang tahapan
pembangunan jangka panjang. kKebijaksanaan dasar
pembangunan dan program—program pembangunan yang
tertuang dalam GBHN dan Repelita telah mendapat
dasar bhukum tertentu. Namun demikian untuk mewujudkan
progirram—pirogram pembangunan secara . kongkrit

diperlukan peraturan perundang—undanganan yang
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berfungsi sebagai “payung" bagi penyusunan peraturan
lainnya vyang berkaitan dengan lingkungan hidup vyang
memuat asas, prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan
lingkungan hidup selanjutnya.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 4 tahun 19872
UULH merupakan suatu tahap baru yaitu produk hukum

yang berorientasi kepada lingkungan.

3.2. Kebijaksanaan Lingkungan Dalam GBHN dan Repelita dan
Peraturan Perundang—undangan lainnya.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia
4 menegaskan bahwa Femerintah berkewajiban
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Ferlindungan
ini semakin tegas tercantum ddlam pasal 33 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan—-ketentuan dasar tersebut di atas
dijabarkan lebih lanjut oleh MFR dalam Tap MFR No.
IV/MFR/197% tentang GEHN, pada Bab III butir 10 dari
Fendahuluan yang berbunyi :

"Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber—-sumber
alam Indonesia harus digunakan secara
rasional. FPenggalian sumber kekayaan alam
tersebut harus diusahakan agar tidak merusalk
lingkungan hidup manusia, dilaksanakan
dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan
dengan memperhitungkan kebutuhan generasi
vang akan datang".

Fenjebaran lebibh lanjut tentang hal ini
tercantum dalam Keputusan Freszider A1 No.ll  tahun

.

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1972 tentang Repelita IT (1974-1979) Bab 1V mengenai
Fengelalaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
merupakan kebijaksanaan dan langkah pertama yang
secara terarah ditujukan kepada pengelolaan sumber-—
sumber alam dan lingkungan Hidup di Indonesia.

Adapun pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan
sumber—sumber alam dan lingkungan hidup, GBHN
telah menetapkar bahwa :

1. Pelaksanaan Fembangunan, - sumber—sumber alam
Indonesia kembali digunakan secara rasional.

2. Penggalian sumber-sumber kekayaan . alam harus
diusahakan dan tidak merusak'tata lingkungan hidup

‘ manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan vang
menyéluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan
generasi vang akan datang.

3. Kebijaksanaan pengelolaan sumber—-sumber alam dan
lingkungan hidup harus pula dilakukan secara
menyeluruh dengan memperhatikan secara seksama
hubungan kait mengait dan saling ketergantungan
antara. berbagai masalah. Di samping itu harus
serasi dan selalu menunjang dengan kebijaksanaan
di bidang pertanian, pertambangan, industri,
kependudukan dan sebagainya.

4. Kebijaksanaan dalam pemanfaatan dalam sumbeyr—
sumber alam harus memperhitungkan pula segi
pembangunan daerah, serta diarahkan guna leb;h

mendorong perkembangan dan pertumbuhan masing~
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masing daerah dengan tetap berpegang teguh pada
tujuan  untuk membina tanah air Indonesia sebagai
satu kesatuan sosial-ekonomi yang bulat.

cebijaksanaan dalam pendayagunaan sumber—-sumber

n
]

alam yang mempunyai kemampuan memperbaharui diri
diarahkan sedemikian rupa sehingga sepenuhnya
diperhitungkan . kebutuhan—kebutuhan generasi-—
generasi yang akan datang.

Adapun langkah—-langkah pengelolaan-sumber~ alam
daﬁ lingkungan hidup dalam piroses pelaksanaan
pembangunan meliputi : |
1. Fenduduk dan pemukiman manusia serta pengelolaan

lingkungan hidup.

- Pertanian dan pengelolaan lingkungan hidup.

hJ

iy

. Fertambangan, industri dan pengelolaan lingkungan
hidup.

4. Pendayagunaan kekayaan laut.

i

kegiatan—-kegiatan penunjang dalam pengelolaan
sumber-sumber alam dan lingkungan hidup.
kebijaksanaan tersebut ditujukan untuk seluruh
usaha dan kegiatan pembangunan yang hakekatnya
mangandung pola tujuan untuk memecahkan permasalahan
pengelolaan sumber—sumber alam dan lingkungan hidup.
Selanjutnya pola dan strategi pembangunan
dengan pengembangan lingkungan dikembangkan dalam
Regelita IIT vang pelaksanaannya dalam kKeputusan

Fresiden No. 7 tahun 1979 disusun melalui program-—
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program. Banyak petunjuk dalam Garis—-Garis " Besar
Haluan Negara dapat diungkapkan namun satu hal pokok
yang hendak dibahas sebagaimana tercantum dalam
GBHN, bahwa arah pembangunan jangka panjang vyaitu
membangun masyarakat maju, adil dan makmui
berdarsakan Pancasila. Hal ini mencakup terbinanya
manusia dan masyarakat Indonesia yang menjalin
Leselarasan lingkungan antara manu;ia dengan
Tuhannya, antara , manusia dan masyarakat, antara
manusia dengan lingkungan alam, keselarasan hubungan
antara bangsa satu dengan bangsa lain di rdunia dan
keselarasan antara cita-cita di dunia dan mengejar
kebahagizan di akhirat.

Tujuan kebijaksanaan lingkungan tertuang dalam
pasa} 4 Undang-Undang No. 4 tahun 1982, sedangkan
penjabaraﬁ program—programnya dituangkan dalam
keputusan Fresiden No. 21 tahun 1984 tentang Repelita
IV Bab 8 Fengelolaan Sumber Daya Alam dan ‘Lingkungan
Hidup. Adapun program—p?ogramnya meliputi :

l. Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Alam
dan Lingkungan Hidup.

2. FProgram Fenyelamatan Hutan, Tanah dan Air.

2. Frogram Fembinaan Sumber Alam dan Lingkungan

Hidup. )

4. Frogram Fengembangan Meteorologi dan Geofisika.
kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dikonkrit—
kLan laoi dalam bentuk peraturan perundang-undangan
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sebagai nampak antara lain @

1. UUWH No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok FPengelolaan Lingkungan
Hidup.

2. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 tentang
Analisis Mengénai Dampak Lingkungan.

3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran. |

4. Keputusan Menteri Negara KLH No. 52/MENKLH/&/
1987 tentang Batas Waktu Penyusunan Studi
Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan.

S. Keputusan Menteri KLH Republik Indonesia No.
02/MENKLH/I/1988 tentang Fedoman Fenetapan
Buku Mutu Lingkungan.

Melalui berbagai macam. peraturan perundang-
undangan vyang ada, menunjukkan bahwa pemerintah
dengan berbagai tingkat kebijaksanaannya serta
rangkaian tindakan yang menyertainya telah melakukan
serangkaian usaha -untuk mencegah terjadinya akibat-—
akibat vyang dapat mengganggu kelestafian linékungan
hidup.

Secara yuridis normatif, terbitnya peraturan
perundang undangan tersebut merupakan upaya untuk
mewujudkan tujuan kebijaksanaan nasional.

Agar peraturan perundang-undangan di atas
mempunyai makna, maka peraturan tersebut hendaknya di

impelementasikan. Oleh karena saat itulah kita dapat
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mengamati adanya ketidak cocokan antara das socllen
dan das sein. Di sinilah mulai nampak peranan manusia
baik sebagai pelaksana maupun sebagai sasaran
peraturan.

Atas dasar itulah maka manusia menempati
kedpdukan yang penting dan menentukan dalam proses
implementasi ini. Mempelajari secara demikian itu
tidak cukup hanya dengan memahami rumusan—rumusan
sebagaimana nampak dalam pasal-pasalnya melainkan
juga mempelajari bagaimana hukum itu bekerja di dalam
masyarakat.

Kesadaran mempelajari hukum sebagai fenomena
yang nampak dalam masyarakat berarti kita pérlu pula
mengetahui bagaimana pengaruh berbagai faktor yang
ada dalam masyarakat terhadap bekerjanya hukum
tersebut. Untuk dapat memberikan penjelasan bagaimana
kehadiran hukum di dalam masyarakat dan bagaimana ia
di implementasikan, kiranya menarik untuk ditampilkan
di sini studi tentang kasus pencemaran oleh limbah
industri khususnya pencemaran kali . Surabaya.
Feratuiran yang berkaitan dengan studi tersebut adalah
UULH No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan—Ketentuan
Fokok Fengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 7, 8, 9,
dan 17), Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang
Ferindustrian (pasal 3 angka 1, pasal 9 angka 4, dan
Rab VII pasal 21), dan peraturan—-peraturan

pelaksanaan lainnya.
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Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
diterbitkan pula peraturan—-peraturan vang mengatur
masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang industri
seperti :

1. 8K. Menteri Ferindustrian No. 148/M/SK /1985

tentang FPengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya

di Perusahaan Industri.

2. SK. Menteri Ferindustrian No. 20/M/SK/1/1986

tentang Lingkup Tugas Departemen Perindustrian

Dalam Fengendalian Fencemaran Industri

Terhadap Lingkungan Hidup.
<. Burat kKeputusan Menteri Ferindustrian Nao.

134/M/8k./74/1988 tentang Fencegahan dan

Fenanggulangan Fencemaran Sebagai Akibat

kegiatan Usaha Industri Terhadap Lingkungan

Hidup.

Di dalam studi ini digunakan metoda kualitatif
sebagai prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan
data atau informasi diskriptif. Metoda ini dipilih
karena teraorong untuk memahami fenomena secara
menyeluruh dan untuk memahami dalam kaitannya dengan
lingkungan sosialnya. Informasi yang dikumpulkan
tidak diarahkan untuk menguji hipotesis vyang telah
diajukan sebelumnya karena lebih mengutamakan (proses
dari pada hasil, sehingga unsur makna yang ada di
balik tingkah laku manusia merupakan hal yang

penting.
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‘ Dalam rangka mencapai apa yang diinginkan maka
menempatkan informan sebagai co-researcher mendapat
perhatian utama dalam mengadakan wawancara. Untuk itu.
menentukan siapa yang hendak dijumpai serta
menentukan pokok-pokok pembicaraan serta pengajuan
pertanyaan—pertanyaan yang bgrsifat diskriptif
merupakan langkah-langkah yang memerlukan persiapan.

Di samping itu dilakukan pula pengamatan vyang
meliputi :
1. Gambaran/keadaan tempat suatu peristiwa
berlangsung.

2. Kegiatan atau aktivitas yang berlangsung.

pe}

« Feristiwa yang berlangsung.

Waktu berlangsungnya periétiwa.

s

n

Tingkah laku aktor selama berlangsungnya
kegiatan. ‘
6. Hasil vyang ingin dicapai melalui rangkaian
kegiatan yang ada.
Dipilibhnya pengamatan secara tak berstruktur
disebabkan fokus vang diamati éelalu berkembang

selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya informasi

diperoleh pula melalui sumber—-sumber informasi
seperti dokumen, catatan—-catatan, hasil-hasil
penelitian. Informasi Yyang dikumpulkan telah

diuraikan dalam bab I.
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9.3. Implementasi Kebijaksanaan Lingkungan Dalam UU No. 4
Tahun_ 1982 Dalam Kaitannya Dengan U4 No. S5 Tahun

1984.

J.3.1. Perkembangan Industrialisasi dan Terbitnya Peraturan
Perundang—undangan.

Dalam rangka me&berikan arah bagi pelaksanaan
pembangunan di daerah dengan tujuan agar dapat
diwujudkan suatu keadaan vyang diinginkan oleh
masyarakat Surabaya untuk masa-masa mendatang, maka
disusunlah suatu pola umum pembangunan di daerah
Kotamadia Surabaya dalam Master Plan Surabaya (MFS
2000) yang ditetapkan dalam Ferda 23 tahun 1978. Hal
itu dimaksudkan untuk mengembangkan kota Surabaya
aengan karakteristiknya juga sebagai alat/dasar
pengarahan dan pengendalian pertumbuhan dan
perkembangan fisik kota serta pembangunan sosial
ekonominya di masa depan.

Secara ringkas, tujuan dah sasatran pembangunan
-yang ingin dicapai oleh Kota Surabaya dalam skala
lokal sebagai berikut sz’

a. Terwujudnya itaraf hidup warga kota dengan
péndapatan perkapita riil yang layak.

b. Terwujudnya cita-cita kota industri, dagang,
maritim dan pendidikan (INDAMARDI) serta
terpeliharanya kota Garnizun dan kota Fahlawan.

c. Tersedianya cukup Karya, Wisata, Marga, Suka

1

dan Wiyata serta Fenyempurnaan, dalam ar*i
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materiil dan spirituil.

d. Tersedianya prasarana dan sarana yang cukup
memadai dalam rangka peningkatan historis dan
karakteristik kota Surabaya.

Berdasar data dari Riro Fusat Statistik menurut
hasil registirasi penduduk tahun 1990 tercatat
12.440.907 jiwa penduduk Jawa Timur, berada  di
sepanjang DAS Kali Brantas. Pertengahan tahun 1990
Jawa Timur yang memiliki luas daratan 47.922 KM2 dan
luas lautan 110.000 KMZ jumlah penduduknya 42.921.960
jiwa dengan angka kepadatan rata-rata 449 orang/Km2
dan angka pertumbuhan rata-rata 0,61 % pada tahun
198871989, sedang pada tahun 1989/1990 mengalami
penurunan 0,06 %4 . Adapun persebarannya tidak
merata antara lain untuk Kotamadia Daerah Tingkat II
Surabaya rata-rata : 7.972 jiwa/sz.s)

Usaha memperoleh manfaat yang semakin maksimal
dari daerah—-daerah aliran sungai‘ di Jawa Timur,
terutama di sepanjang DAS EKali EBrantas, juga
berkembang dari tahun ke tabun.

Di zaman modern ini, kawasan.sepanjang DAS Kali
Brantas masih termasuk kawasan strategis untuk

pengembangan pertanian maupun industri, serta

S . . .
) Hasil Registrasi FPertengahan Tahun 1990,
Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur.
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pemukiman. Fersocalannya adalah dunia modern semakin
banyak membutuhkan sumber daya air untuk képentingan
air minum, irigasi dan industri.

Industri-industri besar bertumbuhan di
sepanjang DAS Kali Brantas yang mempunyai arti bagi
penduduknya, karena disatu sisi. telah tercipta
lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan
per kapita, namun sisi yang lain ternyata membawa
dampak negatif. |

Feningkatan jumlah penduduk kota Surabaya dan
sekitarnya menuntut kenaikan kebutuhan air bersin.
kali Surabaya merupakan cabang dari DAS Kali Brantas
vang berawal dari Fintu Air Mlirip di Mojokerto
sampai Pintu Air Jagir di Wonokromo mempunyai peran
yang amat besar.

FPerkembangan industri di Jawa Timur gselama
Felita IV sampai tahun ke empat adalah cukup
menggembirakan. Hal dini nampak semakin tumbuh dan
berkembangnya industri baru maupun industri—-industri
yang telah memperluas usahanya baik kelompok industri
hulw, industri hilir maupun industri kecil.

Fada hakekatnya langkah-langkah dan
kebijaksanaan yang ditempuh dalam pembangunan
industri di Jawa Timur Lerpedoman pada GEHN dan Fola
Dasar Pembangqnan Daerah Tingkat I Jawa Timur. Froses
industrialisasi di Jawa Timuwr harus dapat mem-

nerlihatkan peranan serta dukungannya terhadap usaha
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pembangunan nasional Jjangka panjang, dalam rangka
mengubah struktur ekonomi yang masih belum seimbang
kearah struktur ekonomi yang lebih seimbang antara
pertanian dan industri.

Secara geografis, Jawa Timur vyang sangat
strategis merupakan salah satu unsur vyang dapat
menjamin berlangsungnya proses industrialisasi di
Jawa Timur, di samping unsur—unsur lain vyang telah
berkembang seperti prasarana pelabuhan, tenaga
listrik, sarana jalanan serta sudah  terbangunnya
beberapa jenis kelompok industri seperti industri
mesin dan logam dasar, industri kimia dasar, aneka
industri serta industri kecil.

Selama Felita IV sampai dengan bulan Desember
1937 terdapat penambahan 53 perusahaan dengan
perubahan investasi sebesar Rp 1.967,49 milyard
(termasuk perluasan), vang terdiri atas industri
mesin dan logam dasar 37 perusahaan dengan nilai
investasi Rp 1.341,592 milyard, dan. ‘industri kimia
dasar 16 perusahaan dengan nilai- investasi sebesar
Rp 400.4646 milyard.b)

Adanya pembangunan industri-industri tertentu

&) Rahman Karim, Pengembangan Industri di Jawa
Timur, Dalam Seminar Pembangunan Industri yang
berwawasan Lingkungan Dalam Tata Ruang, Surabaya,
1988, h. 9.
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di Jawa Timur Jjustiu memban tu " perkembangan—
perkembangan daerah-daerah 1lain, sementara daerah
tersebut belum mampu mengembangkannya. Suatu
kenyataan menunjukkan bahwa ternyata pendapatan
perkapifa vang bekerja pada industri berdasarkan
perhitungan tahun 1984 hampir 2,5 kali lipat dari
pendapatan perkapita masyarakat Jawa Timur.7)

Kecenderungan daerah ini untuk menjadikanl
kawasan industri cukup potensial dan terus
berkembang. Saat iéi jumlah industri ringan, menengah
dan besar vang berdiri sekitar 23 %4 dari jumlah
industri seluruh Indonesia. Dari tahun fiskal
1984/198% . sampai Desember 1987 lalu terdapat
pertambahan 8= buah industri . mesin, dengan
investasi Rp 1.9267 milyard, belum pula pertambahan
industri hilir (aneka industri) seﬁanyak 637 buah
dengan investasi Rp 458,198 milyard dan 32.702
industri kecil dengan investasi bernilai sebesar Rp
F0.708 milyard.

Secara kualitatif perkembangan unit usaha dalam
sektor industri di Jawa Timur dilihat dalam tabel 1

sebagai berikut :8)

7)

8)
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Tahun ) )

Akhir Tahun
Felita 111 v ILMD:, IKD, AI | 1K i Jumlah
Felita IV
Th. 1984/1985 | 256 | 52 | 6.265 | 414.141 | 420.716
Th. 198571986 : 267 : 56 : 6.727 : 431.139 : 438.189
Th. 198671987 : 279 : 62 : 6.788 : 441.023 : 448.154
Th. 198771988 : 293 : &8 : 6.902 : 446.893 : 434.100
keterangan :

IMLD = Industri Mesin dan Logam Dasar.

IKD = Industri Kimia Dasar.

Al = Aneka Industri.

IK = Industri Kecil.

Ferkembangan industri Fropinsi Daerah Tinékat I Jawa

Timur tampaknya melaju dengan tingkat pertumbuhan

cukup menggembirakan. Apabila diperhatikan ada

beberapa hal yvang mendorong untuk mendudukan
kepentingan pengembangan industri di Jawa .Timur
antara lain adalah :

1. Jawa Timur memiliki penduduk lebih dari 31 Jjuta
orang atau lebih kurang 20 %Z dari seluruh penduduk
Indonesia. | N

2. Luas daerah Jawa Timur hanya § % dari seluruh luas

daerab Indonesia.

Z. Pertambahan penduduk 0,946 %Z.
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4. Pertambaﬁan pencari kerja setelah tahum 1988 lebih
kurang 250.000 orang dan ini akan bertambah terus.

9. Hasil pertanian yang dapat diolah sebagai bahan
baku industri cukup tersedia.

6. Sebagian besar hasil jenis industri belum diolah
lebih lanjut, masih relatif banyak pendalaman
struktur industri alam seperti hasil-hasil dari
pabrik gula, kayg, ikan dan lain-lain.

.7. Adanya keterkaitan kepentingan Pusat‘ FPembangunan
Utama C seperti kKalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur dan Rali ditambah
daerah-daerah di Sulawesi dan beberapa daerah
Indonesia bagian Timur.

Fengembangan industri Kota Surabaya disamping
sebagai kota INDAMARDI : Industri, Dagang, Maritim,
Fendidikan dan Garnisun, kota Surabaya juga
berkedudukan sebagai Fusat Fembangunan Utama C. Oleh
sebab itu +ftuwjuan dan sasaran rencana induk Kota
Surabaya selain untuk mengembangkan Industiri,
Ferdagangan, Maritim dan FPendidikan juga mendorong
pertumbuhan dan pengembangan Surabaya dalam skala
peranan Regional yang sekaligus mengatur pula dengan
kebijaksanaan Nasional. Frinsip pokok yang mendasari
Master FPlan Surabaya tahun 2000 adalah rangkaian
program-program pembangunan yang terencana dan

bertahap, untuk menyebarkan pusat—-pusat aktivitas
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yang merata bersama-sama penduduknya.di semua kota.q)

Untuk menunjang perkembangan industri ke arah
pembangunan yvang berwawasan lingkungan, maka
tumbuhnya industri diiringi dengan terbitnya
peraturan perundang-undangan.

.Terbitnya peratuﬁan perundang-undangan
menunjukkan 5ahwa pencegahan pencemaran akibat limbah
industri secara normatif telah diupayakan secara dini
oleh FPemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Pembuatan kebijaksanaan lingkungan vyang dituangkan
dalam berbagai bentuk peraturan perundangan bukan
berarti pekerjaan untuk mewujudkan tujuan
kebijaksanaan tel%h selesai dan belum merupakan
Jaminan bahwa tujuan yang dikeshendaki telah terwujud,
melainkan melalui berbagai bentuk peraturan vyang
telah diterbitkan justru merupakan suatu tindakan
awal yang hendaknya diikuti dengan tindakan—-tindakan
berikutnya, sehingga terbitnya peraturan perundang-
undangan adalah merupakan plan aof action yang dapat
menyadarkan kita baik sebagai pembuat kebijaksanaan
maupun pelaksana yang harus menerapkan tujuan—tujuan

kebijaksanaan.
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5.3.2. Kasus Pencemaran Oleh Limbah Industri.

3.3.2.a. Limbah Industri Sebaqai Unsur Pencemar.

Fada dasarnya setiap kegiatan menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup sebagaimana
pembangunan industri vyang ada sekarang. Dalam
program—program pengembangan pembangunan industri
vang baru maupun perluasan, maka dalam ketentuan
dasar pembangunan harus berwawasan lingkungan.

Ditinjau dari sisi lingkungan, industri
meerakan sistem kegiatan produksi, yaitu terjadinya
proses pengubahan salah satuw bahan bakunya menjadi
bahan jadi atau setengah jadi dengan menggunakan
energi vyang memberikan sisa-sisa produksi sebagai
pencemaran lingkungan hidup manusia dalam berbagai
radairnya.

Dalam proses industri ini secara pasti akan
terlihat, bahan baku, tanah dan energi serta manusia.
kegiatan industri memegang peranan penting di dalam
proses perubahan yang terjadi terhadap lingkungan.
Di samping itu kegiatan industri juga termasul
kategori pencemaran berat di Indonesia masuk wrutan
ketiga setelah limbah rumah tangga dan limbah
pertanian.

Femakaian bahan baku dan energi vang diambil
dari alam, terutama yang bersifat tak terpulihkan
(non  renewable) dan jumlah vyang tak terkendali

{melampaui daya dubkung) akan mempengairuhi
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keseimbangan (equilibrium). Ekologi wilayah tersebut
{(dan selanjutnya) &akan memberikan “kondisi tidak
wajar" (non eqguity) terhadap lingkungan - tersebut.
Limbah industri yang berujud padat, cair atau gas,
secara akumulatif atauw tidak, dapat berpotensi
sebagai pencemar vyang berbahaya. Pencemaran akan
dapat menciptakan masalah lingkungan, bisa menyangkut
bidang fisik, biotik dan sosial budaya.lo)
Fgquilibrium, equiiy dan bebas polusi merupakan
hakekat keserasian dan stabilitas ekosfera industri
vang senantiasx harus diupayakan.

Dampak vyang paling terasa akibat pertumbuhan
industri adalah meningkatnya pencemaran lingkungan
hidup akibat tidak sempurnanya sistem pembuangan air
limbah.

Limbah industri dapat berujud :
1. Limbah padat seperti sampah organik, bekas kemasan
berupa botol, kaleng dan kantong plastik.
2. Limbah cair antara lain bekas minyak pelumas,
cairan bercampur lumpr vang  mengandung antara
- lain logam berat dan lain-lain.
3. Bas, partikel, debu dan lain-lain.
Ada beberapa jenis industri vang tidak

menghasilkan limbah cukup berarti, misalnya industri
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elektronik dan keramik. Sebaliknya sejumlah industri
menghasilkan limbah yang sangat berbahaya.
Klasifikasi limbah bahan beracun dan berbahaya telah
ditetapkan dalam surat keputusan Menteri
Perindustrian No; 148/M/SK /471985 tentang pengamanan
bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri.
Dampak pencemaran yang dihasilkan berfluktuasi,
tergantung volume dan konsentrasinya, sebab debit
limbah kadang-kadang besar dan kadang-kadang kecil,
tergantung pada produksi  dalam industri yang
bersangkutan. Dampak masing-masing bahan pencemar
tersebut terhadap air juga bervariasi.
Tingkat dan jenis pencemarannya bisa dilihat
dari masing-masing jenis zat pencemaran seperti s
1. Zat organik terlarut : menyebabkan menurunnya
kadar oksigen terlarut dalam badan air, sehingga
mengakibatkan badan air mengalami kekurangan
oksigen. Fadahal oksigen dalam badan air itu amat
dipeflukan oleh seluruh unsur kehidupan dalam air
(aquatic Iife). Juga menjaga kualitas badan air

tersebut.

I3

. Zat padat tersuspensi : pengendapan zat padat ini
di’ dalam dasar badan air akan menggangguw kehidupan
di dalam badan!air lersebut. Endapén salid di
dasar badan air akan mengalami dekomposisi.

kondisi itu bisa juga menyebabkan menurunnya kadar

oksigen terlarut di dalam air.
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3+ Nutrien (Nitrogen & Fhosphor).

4. Minyak dan bahan terapung lainnva.

S. Logam berat, Cyanida dan racun—-racun organik
lainnya.

6. Warna dan kekeruban.

7. Organic Tracero :@: termasuk dalam jenis bahan
pencemar ini, diantaranya Phenol yang menyebabkan
air berbau dan tidak enak rasanya khususnya jika
badan air tersebut digunakan sebagai air baku
untuk keperluan air minum.

8. Refactor: subtances.il)

Mengingat sangat beragamnya jenis limbah
industri yvang memiliki potensi sebagai polutan (bahan
pEnCens ) diperlukan cara yang tepat untuk
mengolahnya, hingga air limbah yang dibdang ke baqan
sungai atau ke tanah—tanah pertanian tidak memiliki
lagi potensi sebagai polutan.

Apabila kita melihat kawasan sepanjang DAS
terutama DAS kKali Brantas merupakan kawasan strategis
untuk  mengembangkan pertanian maupun industri serta
pemukiman, maka industri-industri  besar banyak
bertumbuhan di sepanjang DAS Kali Brantas. Fada satu
sisi, tumbuhnya industri memang memberikan keuntungan

berupa antara lain terciptanya lapangan kerja b

11} Jawa Timur Menangkal Limbah, hal. 11.

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dan meningkatnya pendapatan perkapita, namun dalam
pihak lain ternyata membawa dampak negatip terhadap

lingkungan hidup dan sumber daya air.

5.3.2.b. Peruntukan Kali Surabaya sebagai Bahan Baku
P.D.A.M.

Kali Surabaya merupakan cabang dari kKali
Brantas vyang berawal dari Pintu Air Mlirip di
Mojokerto sampai Fintu Air Jagir di Wonokromo.

Fungsi Kali Suwrabaya pada saat ini meliputi :

- Sumber air baku bagi instalasi pengelahan
air bersih Ngagel untuk penduduk Surabava
dan sekitarnya.

- Irigasi di sebagian daerah DElté Brantas.

- Sumber air baku bagi industri yang terletak
di sepanjang Kali Surabayay‘

- Ferngairan tambak ikan yang berada di daerah
pantai.

- Pematus dan pengecer air buangan pada
saluran—-saluran kota.

- Fembawa buangan rumah tangga dan industri ke
laut.

Adapun kebutuhan air Kali Surab%ya dapat dilihat pada

tabel di bawah ini/diambil dari Dinas Fekerjiaan Umum

Fropinsi Daerﬂh Tingkat I Jawa Timur Ridang

Fengairan.

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

170
KERBUTUHAN AIR DARI KALI SURARAYA
Tahun 1985 1990 1993 2000
- Air bersih R 4,3 6,3 8,3
- Kebutuhan lain-lain
air industri 1.1 1.4 2,0 2,0
- Irigasi 3,0 2,0 1;0 1,3
- Kehilangan 0.6 0.6 0.6 Q.6
- Pengenceran 3,0 0 4,0 4,3
= 17,1

Total 11,0 11,3 14,

-_— e wtnes e e o e [E—

Pada keadaan normal Kali Surabaya masih bisa
menyediakan debit 15 msfdetik.
Peningkatan jumlah penduduk Kota Surabaya dan
sekitarnya menurut kenaikan kebutuhan air bersih,
. satu-satunya sumber air baku vyang bisa dirasakan
adalaH Kali Surabaya. Fada tahun 1987 merupakan tahun
vang amat menentukan bagi Femerintah Daerah Tingkat I
Jawa Timur, selain menangani sumber daya alam dan
lingkungan hidup, air Kali Surabaya vyang menjadi
bahan baku utama kebutuban air minum bagi Z.000.000
pendudulk Surabayva berada dalam titik kritis, dimaksud
adalah mengalami pencemaran dengan hkadar Eeberapa
parameter telah melampaui persyaratan sebagal sumber
air bersih. Sedangkan air kKali Surabaya kini baru

dimanfaatkan sebesar Z.000 liter per detik oleh FDAM
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FKotamadia Surabaya ditambah dengan suplai Z00
'liter/detik dari sumber air Umbulan, sehingga baru
50,9 % kebutuhan air minum pendudul Surabaya
tercukupi. Ketergantungan penduduk kota—kota di
sepanjang daerah aliran sungai Kali Brantas gkan
bahan baku air minum pada sungai ini masih tetap

tinggi di masa—-masa mendatang.

‘

4.4.c. Kasus Pencemaran akibat Industrialisasi.
Adanya pembangunan industri yang sekarang telah
menimbulkan pencemaran ° lingkungan, dikarenakan
industri vyang ada telah membuang limbah air atau
padatnya ke badan air/sungai. Fencemaran pada badan
air sungai PBrantas/kKali Surabaya dapat alkenali,
karena limbah cair Qang dibuang kualitasnya tidak
~memenuhi persyaratan vyang telah ditetapkan, jauh di
atas ambang batas yang diperkenankan.

Berdasarkan hasil pemantauan limbah pabrik di
sepanjang kKali Surabaya dapat disimpulkan hampir
semua berusahaan industri yang ada tidak memenuhi

standard S0 miligram/liter untuk EOD dan 80

miligram/liter untuk COD sebagaimana vyang telah

DISERTASI. IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

172

ditetapkan dalam Sk Gubernur No. 43 tahun 1978.12)

keterangan :

BOD = Biological Oxygen Demand.

Kebutuhan Oxygen Riologi, . kKadar BROD yang
melebihi batas maximum vyang diperbolehkan

menimbulkan pencemaran terhadap agquatic life

(kehidupan di dalam air).

€OD = Chemical Oxygen Demand.

DO = Disolved Oxygen.

Banyaknya oxygen yang larut dalam air. Air akan

jernih dengan oxygen dalam jumlah tertentu,

tergantung suhu, besarnya + 14 ppm.

Oxygen, unsur terpenting dalam kehidupan,

2. Tidak semua parameter relevan untuk dianalisa
lebih lanjut. Untuk mengetahui terjadinya
pencemaran pada umumnya parameter vyang dipakai
adalah mg/1 BOD yang terdapat pada 5 dari 8 sungai
di Pulau Jawa dan pada musim kemarau pencemaran
berat 1lebih dari &6 mg/l terjadi di beberapa kota
besar seperti kali Surabaya : (Emil Salim,
Pembangunan Berkelanjutan, Prisma, No. 1 Th. XX,

DISERTASI

12) Catatan :

1. Keputusan Gubernur No. 43 tahun 1978 merupakan
salah satu peraturan yang dikirim ke perusahaan—
perusahaan berdasarkan Surat Edaran Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I No 660.1/9479/025/1987

tentang Penanggulangan Pencemaran Kali Surabaya .

Namun berdasarkan  Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur No. 414 tahun 1987 tentang
Penggolongan Dan Bahan Mutu Air Limbah Di Jawa
Timur pasal 9, Képutusan Gubernur tersebut di atas
dicabut. Namun untuk ketentuan EBOD dan COD tetap

sama.

1991).
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maka pada umumnya urttuk pengukuran
pencemaran air diakui dengan besarnya

oxygen yvang terlarut di dalam air.

Kadarnya :

DO = 10 ppm, air dinilai baik.
DO = 4 ppm, air sudah tidak baik.
DG = 1 ppm, suasananya boleh dikata-—

kan anaerobik, bau busuk.

Di samping itu Kali Surabaya sebagai sumber air

bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualitas air kali Fersyaratan

A_BQD + 10 Mg/liter : 2 Mg/liter
cap + 18 Mg/liter 8 Mg/liter
DO~ + 2 Mg/liter ’ 6 Mg/liter
NA= 1 Mg/liter 1 Mg/liter
Bakteri Fikal 1100.000/1000 ml 2000/100 ml

Akibatnya pertumbuhan industri yang amat terasa
adalah meningkétnya pencemaran lingkungan karena
tidak éempurnanya sistem pembuangan air limbah
industri. Keberadaan kali Surabaya , pecahan Kali
Brantas dari Mojokerto dan bermuara di ujung Surabavya
nampaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh sejumlah
industri. Mereka berusaha memperoleh bahan baku air
secara mudah serta beranggapan bahwa kKali Surabaya
memiliki daya tampung limbah yang tak terbatas.

Hasil pengujiian laboratorium kimia Departemen
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Perindustrian, ditémukan data bahwa tingkat BOD
Kali Surabaya mencapai 20.000 miligram/liter. Angka
itu menunjukkan bahwa Kali Surabaya tercemar hebat
sehingga air PDAM menjadi keruh dan berbau.13)

Kasus pencemaran kKali Surabava yvang
mengakibatkan produksi air minum FDAM Kotamadia
Surabaya tercemar hebat sudah mengalami sebanyak 3
kali. Pada tahun 1976, berdasarkan hasil pengujian
terhadap air vyang diambil Tim Peneliti dari PDAM
Surabaya menunjukkan pencemaran disebabkan oleh
limbah pabrik bumbu masak, pabrik gula dan pabrik
pengolahan kulit. Beberapa perusahaan vyang diduga
mencemari adalah PT. HAKA, Produsen Kulit dan FT.
Miwon sebagai produsen bumbu masak. Kasus kedua
terjadi tanggal 15 Nopember 1982, Tim FPeneliti dari
FDAM Surabaya langsung terijiun dan mengambil contoh
air Kali Surabaya pada 20 titik rawan. Femerintah
Fropinsi Daetah Tingkat I Jawa Timur segera
mengkoordinasikan Tim KPFPLH untuk secara intensif
ikut memecahkan praoblem yang cukup gawat itu.14)

Berdasarbkan hasil penelitian FT. Encona
Incorporation Randung yang ditunjuk éleh Departemen

FUs, melakukan penelitian terhadap 70 buah industri

~
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vyang secara langsung atau tidak langsung membuang
limbah industri ke Kali Surabaya, ada 5 industri yang
secara positip diduga sebagai penyebab timbulnya
pencemaran tahun 1982 yaitu PT. Miwon, PT. Surabaya
Agung FKertas, Pt. Surabaya Mekabox, PT. Suparma dan
Fabrik Gula Gempol kKerep Mojokerto. Bahkan Tim yang’
ditunjuk oleh Menteri KLH Emil Salim menunjuk lagi
tujuh  buah industri yang mempunyai potensi tinggi
ikut mencemarkan Kali Surabaya. Ke 7 industri itu
adalah FPT. Wijaya, FT. Asen Fabauran, FT. Ajinomoto
Indonesia, PT. HAKA, PT. Tjiwi Kimia dan PT.
Mertex.iS)

Fencemaran FKali Surabaya saat itu mendapat
perhatian Femerintah Pusat ghususnya Menteri KLH Emil
Salim. Oleh karena itu dibentuklah Tim KFFLH Tingkat
I Jawa Timur yang terdiri dari 1 orang Staf Biro
Fependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), & orang
anggota KPFPLH Tingkat I Jawa Timur dan 1 orang Staf
Feneliti dari FT. Encona, turun ke lapangan
mengadakan penelitian langsung ke sejumlah industri
yang mempunyai potensi sebagai pencemar.

Fada tanggal 25 Juni 1985 tim tersebut
mengadakan peninjauvan ke Fabrik Gula Gempol Kerep dan

ke FT. Surabaya Agung Kertas serta FT. Miwon
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Indonesia pada tanggal 29 Juli 1985. Dari kunjungan
Tim tersebut ditemui bebérapa pelanggaran di pabrik
gula seperti BOD air limbahnya tinggi, temperatur
tinggi, minyak lemak tinggi, bahan organik tinggi dan
terdapat lumpur vyang masuklke dalam sungai. Démikian
pula di PT. Surabaya Agung Industri Kertas dan Pplp
serta FT. Suparma yaitu BOD dan COD air limbahnya
cukup tinggi dan .tidak seiuruhnya diolah lewat
instalasi Pengolahan Air Limbah. Rahkan waktu itu PT
Suparma tidak memiliki instalasi pengolahan air
limbah sama sekali.

Dari hasil pengamatan mengenai sistem prosesing
air limbah, cara pembuangannya, kondisi fisik unit
instalasi pengolah air limbah dan bak—bak penampungan
hasil 1limbah padat, maka Tim tersebut menemukan
berbagai pelanggaran sebagai berikut :

1. Masih terlihat air bekas cucian mesin dan
peralatan laimn yang mengandung minyak dan kotoran
hidrokarbon dalam jumlah cukup banvyak, belum
mendapat penanganan yang memadai.

2. Instalasi pengolahan air limbah yang ada
kepastiannya belum memadai dengan juﬁlah air
limbah vyang diolah. Untuk pengolahan air 1limbah
itu tampaknya belum dioperasikan secara maksimal
dan menggunakan teknologi yang memadai.

Fa Hasil\ akhir. dari limbah yang diolah di instalasi

pengolahan air limbah belum diketahui secara pasti
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pembuangannya.
Fenampungan sludge- berupa liquid belum
diperhitungkan dengan kondisi volume vang

dikeluarkan pabrik dan penanganan selanjutnya
belum dipikirkan.

Fembuatan pupuk cair dari limbah produksi bumbu
masak kapasitasnya masih jauh dibawah kapasitas
air limbah, sementara pemasaran produksi pupuk
cair bekas air limbah industri tersebut masih
belum lancar.

Beberapa catatan yang dikeluarkan Tim tersebut,

antara lain

1.

D

DISERTASI

Air limbah yang ada di parit—-parit di dalam pabrik
dan masih mengandung minyak dan hidrokarbon vang
tinggi perlu penanganan vang lebih baik agar tak
menjadi polutan.

Instalasi Fengolahan Air Limbah vang ada tidak
iagi memenuhi syarat. Kapasitasnya tak memadai
dengan debit air limbah, teknoleoginya tak memadai,
hasil akhir prosesingnya belum diperikea o di
laboratorium.

Prosesing air limbah menjadi pupuk  cair perlu
ditingkatkan, juga penanganan hasil produksinya.
Kolam (bék) penampungans perlu ditingkatkan
fungsinya, dinding bak penampung perlu diplester
untuk menghindari rembesan berbahaya dalam bak ke

dasrah sekitarnya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PU_JIRAHAYU

.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

178

Sebagai tindak lanjut diperoleh surat-surat
pernyataan dari industri-industri itu untuk segera
membangun unit pengolahan limbah dimaksud.
Fembangunan unit pengolahan limbah disanggupi akan
mulai -tanggal S Agustus 1985 dan selambat-lambatnya
telah beroperasi se&ara maksimal pada akhir bulani
Desember 1987. Pemantauan terhadap kelima industri
terus menerus dilakukan antara bulan September 1985
sampai April 1987. Namun pada periode itu terbukti
Kali Surabaya tercemar lagi, bahkan pada bulan April
1987 pencemaran Kali Surabaya sudah sangat berat dan
amat dirasakan oleh warga kota. EKelima industri
sebagai pencemar terberat adalah FT. Miwon Indonesia,
FT. Surabaya Mekabox, FT. Surya Agung, FT. Suparma
dan FPT. Gempol Kerep.

Fencemaran Kali Surabaya dapat dibuktikan oleh
hasil pemantauan yang dilakugan oleh Ralai
Laboratorium kKesehatan Surabaya, Ealai Fenelitian dan
Fengembangan Industri Surabaya dan DFU Pengairan.
Hasil pemantauan limbah industri berupa antara lain :
1. Kadar BOD dan COD jauh di atas persyaratan yang te

lah ditetapkan berdasarkan Sk Gubernur No. 43/1978.
2. Cairan berwarna coklat muda mengandung padatan
coklat dan berbau busuk.
S« Cairan keruh berwarna putih mengandung padatan
berbau busak.

Hal tersebut mengakibatkan kondisi air kKali Surabaya
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semakin tercemar sehingga produksi air FDAM jhga ikut
tercemar. Kondisi air berwarna kuning kecoklatan
;erta berbau anyir, kandungan khlor dan konsentrasi
kepekatannya tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, pencemaran ini
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :16)
1. Tidak dimilikinya fasilitas pengolahan air.
2. Pembuangan air buangan langsung ke badan air.
3. Adanya kesulitan pengusaha dalam mengolah limbah

industri.

Hasil tersebut nampak pada tabel di bawah.ini :

I. Fasilitas pengolahan air yang dimiliki.

?S:_i, Jd a w a b_a n n H Prosen
1. 3 Ada : i8 H 80 %
2. i TidaE ada : 18 : 30 %
Responden‘= 27 Jawaban = =
Tabel diatas memberikan petunjuk, bahwa

ketaatan para pengusaha untuk memiliki fasilitas
pengolahan  air limbah telah mencapai S0 %. Walaupun

demikian, keadaan tersebut belum memberikan arti

16) Data diambil dari PT. Encona Engineering
Inc. Jakarta Indonesia In Association with Sir M.
Macdonald & Partners Asia, Consulting Engineers -
Cambridge, England, 1985, h. 2.
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apabila kita lihat dari tabel berikutnya.

IT. Apakah air buangan langsung atau tidak ke perairan.

No. | Jdawaban H n i Frosen
1. ¢ Ya H 16 . 85 %
2. Tidak 3 15 %

(disimpan dulu)

Responden = 37 Jawaban = 19

Fembuangan air limbah langsung ke perairan
mencapai 853 % dari jumlah -responden. Hal ini
merupakan indikasi vang kuat, bahwa sebagian
responden  vyang telah memiliki fgsilitas pengolahan
air limbah belum difungsikan.

Seorang responden/pemegang peran akan
bertingkah laku sesuai dengan peraturan atau tidak
sangat tergantung dari beberapa faktor, antara lain :
1. Faktor komunilkasi.

2. Apakah tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan
tujuan si pemegang peran.

Z. Ketidak mampuannya untuk menyesuaikan dengan isi
peraturan di tengah-tengah kondisi fisik yang ada.

4. Aktivitas pelaksana yang tidak konsisten serta

penerapan sanksi yang kurang tegas.
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ITI. Kesulitan dalam mengelola limbah industri.

No. | J awaban : n i Prosen

1. ! Biaya 9 ! &0 %

2. | Tenaga trampil ! 0 : 0 %

3. 1 Tenaga ahli H 3 : 20 %4

4. | Lainnya H 3 : 20 %
Responden = 37 _ Jawaban masuk = 15

Nampak dalam tabel ini pengarun faktor sumber

daya khususnya vang menyangkut soal dana ataupun

tersadianya personil vang menurut teori
merupakan komponen penting menyebabkan salah
tujuan hukum sebagai sistem sulit terwujud.

tesulitan ini semakin jelas apabila

Dror

satu

kita

sadari; bahwa subsistem hukum tidak dapat berdiri

sendiri, melainkan ia mendapat pengaruh dan tekanan

dari subsistem lainnya, terutama dalam hal ini sub
sistem ekonomi.
Masing—masing subsistem mempunyal fungsinya

yvyang spesifik seperti subsistem ekonomi berfungsi

demi uang (N Lubhmann) atau untuk beradaptasi dengan

-

Pingkungannya (Talcott Farsons), sedangkan subsistem

hukum menjiaga dan berupaya serta memberikan struk tur

di dalam masyarakat dengan dibuatnya ketetapan—

ketetapan yang mengiket,
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Akibat pencemaran Kali Surabaya sangat terasa
oleh warga kota yang mengkonsumsi air PDAM Kotamadia
Surabaya. Penyebab pencemaran oleh industri-industri
tersebut ternyata mereka belum memenuhi persyaratan
vang telah ditentukan yaitu :

1. Hanya beberapa buah industri saja vyang memiliki
sistem pengolah limbah industri yvang memenuhi
syarat.

2. Sebagian besar .industri itu sama sekali belum
memiliki instalasi pengolahan limbah, kalaupun
ada, sifatnya masih sangat sederhana dan tak
memenuhi syarat. Air buangannya tetap melebihi
ambang batas yang ditentukan.

3. Adanya alasan pernyataan bahwa mereka akan
menyelesaikan instalasi pengolahan limbah baru
selesai tanggai 31 Desember 1987, maka pabrik-
pabrik yang ada sepanjang DAS Kali Surabaya tetap
seenaknya membuang limbahnya langsung ke sungai,
akibatnya péncemaran tetap terjadi.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa
Timur telah melakukan upaya-upaya yang sifatnya non
hukum maupun hukum.

Sejak peristiwa pencemaran pada tahun 1987,
maka upaya pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan
masalah lingkungan hidup di perusahaan—perusahaan
industri di Jawa Timur terus dilakukan. Bahkan

pemantauan terus dilakukan oleh Komisi Fenanggulangan
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Fengendalian pencemaran (KFFLH) juga dilakukan secara

rutin. 17)

Di saﬁping itu kegiatan—kegiatan berupa
penataran, lokakarya, seminar diadakan oleh instansi
pemerintah, swasta/pengusaha, - Lembaga Swadaya
Masyarakat maupun di lingkungan Ferguruan Tinggi.
Disamping itu dilakukan kerjasama dengan pusat studi
lingkungan vyang ada di Perguruan Tinggi Negeri dan
penelitian—-penelitian yang menyangkut masalah
pencemaran lingkungan. Namun upaya - upaya tersebﬁt
tidak membuahkan hasil, bahkan pada tahun 1987
pencemairan ltetap semakin paraﬁ. Fondisi air di Kali
Surabaya yang berfungsi sebagai bahan baku
renjernihan air minum untuk masyarakat Surabaya telah
memiliki syarat maksimal vyang dianjurkan. Begitu
rendahnya mutu bahan baku air, peralafan~peralatan
penjernihan PDAM tidak mampu mengclahnya. Akibatnya
biaya produksi yang harus bertambah sekitar 22 juta
rupiah per hari. Biaya tambahan tersebut digunakan
untuk pembelian bahan—-bahan kimia serta pemakaian
listrik untuk pekerjaan tambahan.

Keadaan tersebut - di  atas tidak mungkin

dibiarkan terus menerus, akhirnya Femda Tingkat I .

17) Catatan : Sebagaimana diatur dalam UU No. 4
Tahun 1982 pasal 18 dan UU No. S Tahun 1984 pasal 15
dan untuk Jawa Timur diatur dalam bentuk Surat Edaran
Gubernur Jawa Timur sebagaimana terlampit.
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Jawa Timur melakukan upaya berbagai jalan pintas
vaitu dengan mencuci air Kali Surabaya dengan
menggelontorkan air dari wadulk Ir. Sutami,
Karangkates. Jalan pintas ini terkenal dengan nama
penggelontoran dan memakan biaya, namun sepuluh hari,v
sesudah itu produksi air PDAM keruh lagi. Kadar
oksigen sehari setelah penggelontoran mencapai 4,4
mg/liter . saat itu merosot tinggi 1,11 mg/liter.
Fadahal standard internasional  mestinya paling
sedikit a-6 mg/liter. Usaha yangb telah
dilakukan tersebut ternyata tidak menunjukkén hasil
yang diinginkan. Rahkan pencemaran tetap saja
terjadi.

Langkah vang ditempuh saat ini masih berupa
upaya pembinaan, sehingga harapan vyang diinginkan
belum terwujud, bahkan pencemaran tetap terjadi,
terbukti dari hasil pemantauan oleh Dinas Fekerijiaan
Unum Fropinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur bidang
Fengairan, BRalai Laboratorium Kesehatan Surabaya dan
Balai Fenelitian dan Fengembangan Industri Jawa Timur
pada bulan Qktober 1987 menyatakan, bahwa air buangan
belum memenuhi standard sebagaimana vang ditetaphkan
oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Timur NMo. 4 Tahun 1978 tentang Standard Kualitas Air
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{.imbah di Jawa Timur.ia)

Bahkan sampai bulan Nopember
1987, mun;ul keluhan dari masyarakat batwa air PDAM
berwarna kuﬁing dan terdapat semacam larva (hasil
penelitian RTKL). Demikian pula hasil sidak Menteri
KLH Emil Salim ke PT. Miwon dan FT. Mekabox,
menemukan bahwa kondisi pengolahan limbah belum baik,
kadar BOD-nya 470 ml/gram dan 606 mg/gram.

Tidak &adanya perhatian dan kesadaran dari
perusahaan—perusahaan yang menjadi penyebab timbulnya
pencemaran, maka Wakil Gubernur II Trimaryono

melakukan gebrakan yang terus menerus dan konsisten

semenjak bulan April sampai Oktober 1987 ternyata

- cukup memberikan hasil antara lain limbah pabrik

kertas FT. Surabaya Mekabox yang berupa serat gelas,
pasir dan air yang semula dibuang begitu saja, kini

didaur ulang.

Implmentasi Kebijaksanaan Lingkungan Kaitannya Dengan

Pencemaran Kali Surabaya.

Landasan hukum vyang dipakai oleh FPemerintah
Daerah Tingkat I Jawa Timuwr untuk menanggulangi
pencemaran air adalah UULH No. 4 tahun 1982. Untuk’

mewujudkan tujuan kebijaksanaan sebagaimana vang

18) Perlu diketahui pada saat itu SK Gubernur
No. 43 Tahun 1978 masih berlaku.

DISERTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN ... ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

186

dirumuskan dalam pasal 4 UULH, pemerintah
menggariskan kebijaksanaén dan melakukan tindakan
vang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian
kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang
pembangunan yang berkesinambungan yangv selanjutnya
diatur dengan peraturan perundang—-undangan (pasal 8},
demikian pula ketentuan tentang pencegahan dan
penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkuﬁgan
hidup beserta pengawasannya'yang dilakukan secaré
meﬁyeluruh dan atsy =zecara sektoral ditetapkan dengan
peraturan perundang—undangan (pasal 17).

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya
pencemaran lingkungan akibat limbah industiri, Undang-
Undamng No. S tahun 1984, pasal 21 mengatur bahwa
perusahaan industri wajib melaksanakan upaya
keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta
pencegahan timbulnya terusakan dan pencemaran
terhadap iingkungan akibat kegiatan industri vyang
dilakukannya.

Berdasarkan pasal 18 (I)  bahwa pengelolaan
linghkungan hidup di dasrah dilakukan oleh Femerintah

Daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka Femerintah Daerah Tingkat I
menerbitkan beberapa peraturan perundang:undangan
seperti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingk=st T Jawa Timur Ne. 413 tabun 1987 tentang

Fenggolongan Baku Mote firy di Jawa Timur yang diikuti
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dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur No. 414 tahun 1987 tentang Fenggolongan
Dan BRaku Mutu Air Limbah di Jawa Timur. Berdasarkan
Sk tersebut diatur persyaratan baku mutu air limbah
yvyang diijinkan untuk dibuang ke dalam air (pasal 3,
a). |

Namun demikian hkondisi sumber-sumber air di
Jawa Timur kualitasnya cenderung semakin menurun,
sehingga diterbitkan pula FPeraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 8 Tahun 1989 tentang
Pengendélian Pencemaran Air di Fropinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur.

Dalam vangka mengendalikan pencemaran air,
gubernur mempunyai wewenang yang meliputi @ (&) Upaya
perlindungan_ sumber—sumber air; (b) perijinan
pembuangan limbsh cair ke sumber—-sumber air; (c)
pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian
pencemaran air (pasal 3), sedangkan pelaksanaannya

dibantu oleh tim koordinasi (pasal 4).

Melalui studi ini nampak  bahwa implementasi
kebijaksanaan pemerintah dalam rangka mewujudkan
tuwjvan khususnya untuk mencegah terjadinva pencemaran
telah dilakukan oleh pemerintah secara normatif yaitu
dengan mengeluarkan berbagai bentuk peraturan
perundang—undanganan. Namun apa yang diharapkan tidak
s@lalu sama atau sesual dengan apa yang nampak dalam

masyarakat. Ketidak mampuan atau ketidak berdayaan
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hukum dalam menjalankan tugasnya disebabkan kurang
disadarinya bahwa setiap peraturan yang telah dibuat
berarti sqatu. rencana tindakan selanjutnya telah
disiapkan pula. Berikut penyediaaﬁ sumber—sumber daya
terutama manusianya disamping dana, fasilitas, dan
sebagainya merupakan faktor yang penting bagi proses
implementasi ini.

Di samping itu sistem pengawasan yang dilakukan

secara terus—menerus dan konsisten perlu diperhatikan

mengingat nilai—-nilai yang terkandung dalam
kebijaksanaan lingkungan vyaitu nilai pembangunan
lingkungan vyang berkelanjutan vyang ingin kita

tanamkan merupakan nilai yang baru bagi masyarakat.

Kultur bhukum merupakan jembatan antara sistem
hukum dengan tingkah laku masyarahkatnya. Ide-Ide,
sikap maupun pandangan (kultur hukum) bagi pembuat
peraturan berbeda dengan kultur hubkum masyarakatnya.
Tanpa adanya dukungan dari obyek kebijaksanaan
pemerintabh, kiranya sulit untuk dapat mewujudkan
tujuan kebijaksanaan.

Hal tersebut di atas tidak tér}epas dari adanya
pengar&h sosial, budaya, politik, maupun ekonomi yang
melingkupinya, bailk itu pembuat peraturan,
pelaksananya, maupun mereka yang menjadi obyek
kebijahsanaan;

Oleh bkarena faktor ekonomi dam  politik yang

memiliki energi cukup besar, maka bekerjanya hukum
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dalam masvarakalt sangat dikondisikan oleh kedua
faktor tersebut. Walaupun diakuil bahwa hubum memilibki
"senjata pamungkas" yvaitu sanksi yang dapat dikenakan

bagi pelanggar hukwn, namun dalam CENErapannya

tidaklah mudah.
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EBAB VI

PENUTUF

KESIMPULAN

Hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini
diatur oleh hukum. Keadaan tersebut sebagai akibat
dilakukannya pembangunan vyang berkesinambungan di
negara ini vyang menghendaki adanya perubahan.
Rangkaian kegiatan beserta program—program
pembangunan sebagaimana diﬁetapkan dalam BGaris-Garis
Besar Haluan Negara dan Repelita-Repelitanva sangat
berkait dengan perkembangan masyarakat Yang
didasarkan pada perencanaan.

Melalui perencanaan berarti membuat pilihan—
pilihan yang dilakukan secara sadar tentang cara yang
bagaimana vyang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-—
tujuan vyang telah ditetapkan itu. Apabila pilihan
telah ditetapkan maka pilihan—pilihaﬁ imdk perlu

dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah.

Salah satu sarana untuk mengkonkritkan serta
mewuiudkan kebijaksanaan tersebut adalah melalui
hukum.

Hukum merupakan salah satu sarana Yang dapat
dipakai oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan—
tujuan . yang telah ditetapkan kedalam masyarakat.
Penggunaan hukum sebagai sarana ini, disebabkan hubum

memiliki berbagai fungsi vyang dapat lakukan.

i
0
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Dengan memakai konsep hukum vyang modern, maka fungsi
hukum yang amat menonjol saat ini adalah untuk
menyalurkan kebijaksanaan pemerintah kedalam
masyarakat. Walaupun diakui hukum selain  mempunyai
kelebihan atau kemampuan, di lain pihak disadari pula
akan keteEbatasan-keterbatasan yang ada.

Dalam rangka mengimplementasi tujuan
kebijaksanaan pemerintah, tidak terlepas oleh adanya
pengaruh faktor-faktor non hukum. Sebagai subsistem
hukum  yang ada dalam masyarakat, hukum  memperoleh
masukan dari subsistem—subsistem vang lain terutama
subsistem politik dan ekonomi. Subsistem politiklah
yang menentukan tujuan vang hendak diwujudban i o 178
yang selanjutnya menghasilikan kFeluaran—-keluaran
(cutput) yang disalurkan kembali ktedalam masyarakat.,

Hukum dalam menjalankan Peranannya berhubungan
erat dengan tingkat perkembangan masyarakatnya.
Masyarakat merupakan basis spsial bagi bekerjanya
hukum yang menyediakan fasilitas sekaligus merupakan
kendala bagi bekerjanya hukum. Ferkembangan hukum
yang tidak diiringi dengan perkembangan masyarakat
menyebabkan fungsi hukum tidak dapat berjalan secara
efektif.

Kehadiran hukum modern di dalam masyarakat
mengakibatkan implementasi perlu dilaksanakan secara
profesiaonal. Frofesionalisasi dalam penvelenggaraan

hukum nampak dari adanya organisasi yang disebut
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birokrasi. Para birokrat merupakan aktor pelaksana
dalam mewujudkan tujuaﬁ kebijaksanaan vyang telah
tertuang dalam peraturan—-peraturan. Namun demikian
kerja birokrasi sangat ditentukan oleh tersedianya
sumber daya, sepertiAdana, fasilitas, personil, dan
lain—-lain, karena secara esensial implementasi
merupakan fechnical or managerial problem.

Oleh karena implementasi juga merupakan bagian
dari policy making, maka dalam menjalankan aktivitas-—
nya para birokrat mempunyai suatu kebebasan vyang
disebut diskresi, dimaksudkan agar dapat dicapai
hasil maksimal~ dengan fasilitas yang tersedia.
Disamping itu agar tujuan kebijaksanaan dapat
terwujud, maka proses pelembagaan perlu mendapatkan
perhatian, bagi setiap kebijaksanaan yang mengandung
nilai-nilai vyang sering berbeda dengan nilai-nilai
yang terdapaﬁ di dalam masyarakat.

Terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan
di bidang lingkungan hidup merupakan suatu langkah
positip bagi terwujudnya tujuan pembangunan yang
berwawasan lingkungan. Adanya peraturan tentang
lingkungan hidup merupakan plan of action, vang
berarti merupakan ;uatu rangkaian tindakan yang
berkesinambungan. Peraturan dibuat adalah untuk

~diimplementasikan, tanpa demikian itu peraturan vyang
telah dibuat merupakan peraturan mati (dode regel).

Akhirnya implementasi kebijaksanaan pemerintah
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melalui hukum dalam perspektif sosiologi ini
menyangkut berbagai aspek dan dimensi sekaligus,
karena pekerjaan ini berfokus pada unsur manusianya
baik sebagai penentu, pelaksana maupun sebagai
pemegang péran (role occupant) untuk memberikan

dukungan bagi tujuan yang hendak diwujudkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan
beberapa saran, bahwa peraturan perundang—~undangan
yang telah dibuat hendaklah diimplementasikan
terutama program—program yang menyangkut pembanglnan
dan pengembangan lingkungan hidup.

Namun perlu disadari bahwa hukum harnvya
merupakan salah satu sarana yang dapat dipakai untuk
mewujudkan tujuan kebijaksanaan. Hukum sebagal satu
subsistem yang ada dalam masyarakat selalu‘melaéukan
interchange dengan subsistem lainnya. Oleh sebab itu

pemilihan hukum sebagai sarana perlu diiringi dengan

perbaikan dan peningkatan subsistem—-subsistem
lainnvya.
Unsur pokok dalam implementasi ini adalah

manusianya yang harus dipahamkan dalam konteks yang
luas vyang selalu berinteraksi dengan lingkungan
sosialnya. Manusia di sini bukan saja sebagai sasaran

suatu peraturan melainkan juga sebagai pelakunya
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sekaligus. Disamping itu bukan hanya sebagai individu
melainkan juga sebagai anggota masyarakat. Dalam
rangka itulah faktor kul tur hukum vang
melingkupinyapun berbeda, karenanya kultur ik am
inilpun perlu mendapat perhatian dan pENanganan yann
serius yaitu melalui proses pelembagaan. kKultur hukum
yang saat ini belum disentuh, merupakan faktor vang

menentukan seseorang untuk taat, atau tidak taat pada

peraturan—-peraturan yang ada.
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SUMMARY

NMowadays. law plays not only as tocls of social
cantrol but also plays as tools of ‘sacial changes.
Even it is used as tools of implementing government’'s
policy.

lLaw 1is not only a formulation of blue print,
that is stimalated {n its articles, but in iteel f,
law is a phenomenon that could he observed in society
life. Therefore,; lawyers are not only invoclve in such
a craftmanship works, but also as policy maker and
sometime as development plannﬁng Tormulator. Based on
that assumpticon, the understanding of pold ey
concepts, policy formulation models would he needed
to understand the realization of that works.

The study of law in its relation with
government '« policy and its sncial context, tends to
realize that law 1s nobt only one subsystem Lo
spciety, but it lifess together with other subsystem
in society, such economics, politics, and cultures,
the interaction and inLérdependency between them are

alwavs exist in

i

ociety.

The used of law as tools of obtaining the goals

of government s policy, requires some mebthods in the

context of organizational ways. Frofessional ism 11t
implementing government’'s policy through some isgal
regulations shown in  its  bureaucration. Ir L ts
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bureaucration, some of government’ s apparatus have a
strategic position in their activities in carrying on
the governmenl s policy.

The legitimation of such a new regulation,
should be viewed as a plan of action which are should
be followed by the following steps. The legal Acts

L ]
which are not be applied in society @Duld be lost its
meaning.

In order to understand the government’'s policy
realization through the study of the exlisting legal
Acts. needs to apply a systemic approach. By this
method, the systemic anproa&h ancl the process of
goverment’'s policy formulation - requires some of
discussion concerning the other factors which are
play an important role in the process of government’'s
policy formulation, and its application in society,
such as managements, communicaticons, legal cultures,
resocurces ( human, finance and other facilities ).

The promulgation of The Act o 4/1982
cancerning Basic Frovisions for bhe Management of the
lliving Environment ( EMA ) should be treated as
realizing efforts of obtaining government’ s pal ey 1m
the field of environmental aftfairs. As do as  the
promulgation of the Act no. S/1984 concerning .Basic
Frovisions f oy the Management &5 RAYE lLiving
Envirornment ¢ EMA ) should also be sesn as tool o F

realizing efforts of government’'s policy goals, such
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as equilibrium * of resources, preventing the
environtmental destruction or environtmental

pollution is caused by industrial waste, etc.

The lackness of resources and the
internalization af new values concerning the
environtmental affairs and also the absence of

continuously controls, tend to make more difficulties

in obtaining the goals of government’'s policy.
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